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Konstitusi Republik Indonesia dengan tegas telah thenga anahka!n__
agar negara “melindungi segenap bangsa dan seluru lira
Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum serfa mencerda‘k

kehidupan bangsa”. Amanah konstitusi ini berlaku i segena
bangsa Indonesia di manapun berada. Mereka yang :rus hndung%

A

disejahterakan, dan dicerdaskan bukan hanya yang [berada) di Ot?tl-/)
kota tetapi juga yang hidup di desa-desa. Bukan hanya_di wilaya ara‘_r)
tetapi yang di Timur juga. Bukan hanya yang di Jawa, Bali, Sumatera, \daiaZ
Sulawesi, tetapi juga yang berada di Kalimantan, Maluk&-N-u-sa—Teaggara
Timur, Papua, dan pulau-pulau lainnya. Bukan hanya~yang hi i
wilayah daratan tetapi juga yang di kepulauan. Pemerataan pembanguna
ekonomi, pelayanan publik, keadilan sosial serta pengakuan kultural adalah
hak semua warga negara, di manapun mereka berada di bumi Nusagtara ini.

Masyarakat Pulau Numfor di Provinsi Papua adals“h @gfan,darl
mereka yang selama ini sangat merindukan kehadiran m;ﬁam dalam
bentuknya yang paling mendasar, pelayanan publik dan pembangunan
ekonomi yang berkeadilan. Pulau Numfor yang secara administratif berada
di wilayah Kabupaten Biak Numfor, adalah wilayah terpencil sekaligus
terisolir. Kelangkaan sarana transportasi yang memadai menjadi salah
satu sebab rendahnya kepedulian pemerintah daerah terhadap kehidupan
masyarakat di pulau itu. Mereka merasa terlupakan, dan mereka merasa
bahwanegara belum sepenuhnya hadir dan menjalankan tugas sebagaimana
diamanahkan dalam konstitusi. Mudah dimengerti jika di antara mereka
muncul aspirasi atau kehendak untuk membentuk kabupaten baru,
memisahkan diri dari kabupaten induknya, Biak Numfor.

Nampaknya aspirasi tersebut mendapatkan dukungan yang cukup
kuat, termasuk dari pejabat pemerintah kabupaten induk, Kabupaten
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Biak Numfor. Pada suatu hari di bulan Desember 2007, Sekretaris Daerah
Kabupaten Biak Numfor dan staf, mewakili pemerintah Kabupaten Biak
Numfor, mendatangi kami di Program S2 Politik Lokal dan Otonomi
Daerah Universitas Gadjah Mada. Mereka meminta kami melakukan studi
kelayakan pembentukan Kabupaten Numfor.

Sebagai lembaga yang memiliki pengalaman lapangan dalam studi
otonomi daerah, kami berpendapat bahwa pembentukan kabupaten baru
bukanlah satu-satunya solusi bagi cita-cita peningkatan kesejahteraan
masyarakat di daerah yang terisolir dan seolah terlupakan. Bagi masyarakat
Numfor, yang penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan
harga diri masyarakat mereka. Mungkin juga hal ini harus dilalui melalui
kebijakan pembentukan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Biad¢y
Numfor. Tetapi, bisa juga keberhasilan tersebut dapat dicapgj_@pa melallq/_

kebijakan pemekaran. »
Kerangka pikir ini kami gunakan ketika kami C%Il:tmt
ini. Karena tujuannya adalah menemukan kebijakan ‘1t

membangun Numfor, sejak awal kami berpedoman pada beberapa petuhj
mendasar yang kami rumuskan dalam beberapa pertanyaan. Pertam

yang penting diungkap adalah apa permasalahan yan /a(isﬁ)/i ol o

masyarakat Numfor, baik permasalahan ekonomi, pelayafan publik, spsig;,~
kultural, serta politik dan pemerintahan. Kedua, apa perjuangan masyarakat)
untuk memecahkan permasalahan tersebut dalam konteks mempengarulic
kebijakan pemerintahan Kabupaten Biak Numfor. TermaSu-led-i-si-ﬂi—a(klap

membentuk Kabupaten Numfor. Setelah itu, sebagai respon terhadap
tuntutan pemekaran, kami berusaha untuk menakar kapasitas Numfor jika
harus dijadikansebagai sebuah kabupaten baru. Namun, terlépasdazimenjadi
ataukah tidak menjadi kabupaten baru, akselerasi pembang;u@“l E\Iu.mfor
harus dilakukan. Oleh karena itu, kami juga berusaha q}tﬁk,,mrancang
peta akselerasi pembangunan Numfor jika tanpa pemekaran’ atau-selama
menunggu pemekaran, dan juga tatkala baru saja dimekarkan.

=
upaya kami untuk memahami motivasi dan kekuatan tuntutan Hﬂlwi

Pertanyaan-pertanyaan tersebut berusaha untuk kami jawab tidak
dengan semata memetakan opini masyarakat, tetapi melalui jabaran empirik
yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat Numfor. Oleh karena itu,
kami memulai studi ini dengan melakukan review literatur dan dokumen-
dokumen terkait, kemudian disambung dengan Focus Group Discussion
(FGD) yang diikuti oleh Tim Peneliti S2 PLOD UGM dan warga serta para
mahasiswa Biak Numfor yang tinggal di Yogyakarta. Setelah itu, penelitian
lapangan dimulai dengan menggali data sekunder dilokasi penelitian, serta
wawancara dan diskusi terfokus (FGD) di kota Biak dengan melibatkan
para politisi, birokrat, wartawan, dan tokoh masyarakat Biak dan Numfor.
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Setelah cukup dengan setumpuk informasi dan data dokumen yang
kami peroleh di Biak, kami segera berlayar menuju Pulau Numfor tepat
ketika matahari berada di tengah langit biru. Deburan ombak dan kerasnya
terpaan angin yang menggerus wajah dan tubuh kami ketika menumpang
kapal motor berkapasitas 14 penumpang, adalah pengalaman lapangan
yang tak mungkin terlupakan. Perjalanan mengarungi lautan Pasifik selama
6 jam dengan perasaan berdebar karena khawatir angin dan ombak besar
tiba-tiba menerjang sekaligus menjadi wahana penghayatan kami terhadap
kesulitan yang dihadapi aparat pemerintah daerah dan warga setempat
dalam kesehariannya.

Menjelang matahari terbenam tim peneliti yang didampingi rombo-
ngan Pejabat Kabupaten Biak Numfor sudah merapat di dermaga sederhana?y
di Pulau Numfor. Sambutan tarian tradisional yang dihenta.%an deng&
penuh semangat dalam irama lokal yang dinamis memberi gambar
kegairahan masyarakat menyambut pemekaran. Dalam b %ﬂd
yang diusung oleh anak-anak sekolah dasar tersebut ga
jelas, “Kemarin kami merancang pemekaran, hari ini kami membangu
hari esok kami menikmatinya. Damailah hidup ini, se]eht’eTa'LQh rakyat”
Sambutan para kepala distrik, para kepala kampung, dan seg&nap tok Z
masyarakat yang menerima kami dalam upacara man‘oranda me Ja@n
indikasi lebih lanjut yang menandakan kegairahan mereka akan datangnya)
harapan baru. Demikian juga ungkapan-ungkapan penuh antusiasme garg
dilontarkan oleh peserta pertemuan dan diskusi terfo i gai
kelompok masyarakat yang kami ikuti selama berada di Pulau Nu ,—‘
lagi-lagi dengan tegas menyiratkan kegairahan itu.

Namun demikian, sebagai peneliti kami mencoba untuk tidak
larut dalam suasana yang kami masuki. Kami tetap secaraobyektif dan
independen menggali informasi secara komprehensif d%n@ngnda.lam
melalui berbagai sumber. Menyadari bahwa cukup barya’k, Jnasyarakat
Numfor yang tinggal di Jayapura, sekembali dari Numfor menuju Biak,
kami segera terbang ke Jayapura. Kami kemudian melakukan wawancara

dan pertemuan serta diskusi dengan masyarakat Numfor di Jayapura. Kami
juga memanfaatkan keberadaan kami di Jayapura untuk mewawancarai
para anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), para peneliti di Universitas
Cenderawasih, para politisi yang berasal dari Biak Numfor serta para
tokoh gereja yang memiliki kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi
masyarakat Biak Numfor.

Proses studi sebagaimana yang kami gambarkan tersebut
menunjukkan bahwa studi ini melibatkan ratusan narasumber di banyak
tempat dan melalui berbagai macam cara. Pemerintah Kabupaten Biak
Numfor mempunyai peran yang sangat besar, bukan hanya menyediakan
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dukungan pendanaan, tetapi juga memfasilitasi pelaksanaan teknis studi
di lapangan. Para narasumber, terutama sekali masyarakat Numfor, telah
memberikan informasi, pengetahuan dan pengalaman serta tenaga mereka
untuk bisa membuat studi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Bahkan,
beberapa teman telah bersedia untuk menjadi penghubung sekaligus
fasilitator lapangan agar komunikasi kami dengan narasumber bisa
dilakukan. Tanpa mereka ini tidak mungkin kami bisa menggali data secara
maksimal. Tanpa menyebut nama-nama mereka satu per satu, kami ingin
menyampaikan banyak terima kasih atas segala bantuan mereka.

Kami yakin kerja keras semua pihak ini akan tergantikan ketika
melihat Numfor ke depan yang sejahtera dan bermartabat. Indonesia
dalam arti yang sebenarnya, Indonesia yang bukan sekedar ibukota, akan?y
sejahtera dan bermartabat jika seluruh ‘Numfor’ di Indop.% juga bis&
meraih kesejahteraan dan kemartabatannya. Mari kita b Indones
dari daerah. Dengan cara inilah segenap bangsa Indones'%km i
alam kemerdekaan yang dicita-citakan oleh para foundingf\ﬁhﬁs i 6

4 ‘ (a1
~\ —

Yogyakarta, 2 /S%e/r iOO@E

: )
y Tim Per‘ehg:
k_/\ -
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Kebijakan pemekaran daerah atau pembentukan daﬂah_ban;_ﬁ_j‘gk@
provinsimaupunkabupaten/ kotadilndonesiamulaimarakterjadisejak tahuf-
1999. Sejak bulan Oktober 1999 sampai Februari 2008, tercat ﬂ\ terbentuk”
164 daerah baru yang terdiri dari 7 provinsi, 134 kabupater, dan 28 kota.' Dif
Provinsi Papua sendiri, selama tahun 2008 sudah terbentuk l;aﬁ{)
hasil pemekaran, yaitu Kabupaten Mamberamo Tengah, K im
Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga yang meruQ/ akan pemekarab
dari Kabupaten Jayawijaya. Kemudian Kabupaten Puncak yang mer éka'n-\
pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Dogiyai pemekar&
dari Kabupaten Nabire. Menyusul keberhasilan pembentukan ka}bupaten—
kabupaten baru tersebut, di Papua juga sudah mulai hangat, dibe}‘ﬁlgfs rencana
pembentukan Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrauw, @h upaten
Ayamaru yang rencananya akan memekarkan diri dari Kaﬁi,,} en Sofong
Selatan; Kabupaten Muyu yang akan memekarkan dirif/da’f’i'FKgbupaten
Boven Digul, dan Numfor yang sedang dalam persiapan untuk-memekarkan
diri dari Kabupaten Biak Numfor.

Di Kabupaten Biak Numfor yang terletak di wilayah Teluk
Cenderawasih Provinsi Papua, gelombang aspirasi dan penyampaian
tuntutan dari masyarakat Numfor untuk membentuk kabupaten tersendiri
terpisah dari Biak Numfor sudah mulai muncul sejak tahun 2004 yang lalu.
Puncaknya, pada tanggal 10 Desember 2007 ratusan masyarakat Numfor
mendatangi Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Biak Numfor
untuk menyampaikan aspirasi tuntutan pembentukan Kabupaten Numfor.

Penanggung jawab aksi, Theo Wanma, membacakan pernyataan politik

1 Data diolah dari kompilasi UU Pembentukan Daerah Baru, Sekretariat DPR 1999-2008.
2 Lihat antara lain, Cenderawasih Pos, 11 Desember 2007.



Pendahuluan

yang diterima secara langsung oleh Bupati Biak Numfor Yusuf Melianus
Maryen, S.Sos MM, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor,
Drs. Izaak Kapisa, beserta para Asisten Sekda dan Kepala Dinas.

Ketika itu Theo Wanma menyampaikan bahwa aspirasi pembentukan
Kabupaten Numfor telah disampaikan kepada Bupati Biak Numfor tanggal
23 April 2007 dan kepada Gubernur Provinsi Papua tanggal 9 Juni 2007
yang disertai dokumen-dokumen aspirasi masyarakat Pulau Numfor
yang diperkuat dari komponen adat, agama, perempuan, pemuda dan
pemerintah. Untuk selanjutnya, masyarakat mengharapkan agar aspirasi
tersebut diproses sesuai peraturan perundang-undangan dan mendapat
persetujuan dan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Biak Numfor.

Keinginan masyarakat Pulau Numfor untuk memiliki kabupaten bar?
dengan memekarkan diri dari Kabupaten Biak Numfor di
argumen mendasar. Salah satunya adalah kenyataan g kond1E
geografis yang relatif terisolir, terpisahkan jauh oleh lautalr'(luas dariibuko
kabupaten yang berada di Pulau Biak, ditambah denga
buruknya sarana transportasi menuju Pulau Numfor. Dibutuhkan minim
6 (enam) jam berlayar dengan perahu cepat untuk bisa mencagai Numf%
dari Biak. Sedangkan kapal niaga biasa membutuhkan waktu tepph samp
dengan 12 (duabelas) jam atau bahkan lebih lama lagi.[Kondisi ters blg)
menyebabkan masyarakat pulau Numfor seolah terasing dari dunia)

luar, dan tidak memiliki kesempatan untuk menikmati’ pelayanan dasdi

secara layak, dan tidak pula memiliki kesempatan untﬁi@meﬂ-iﬂg-kﬂ%aa

kesejahteraan dirinya. Kelangkaan akses transportasi berdampak samngat
serius terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi. Walaupun N:r:?(i\
memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memadai, tanpa adanya
kesempatan interaksi dengan dunia luar, semua potensi eKongmiyang ada

menjadi tidak lagi berguna. g QO =7

Kehadiran pemerintah daerah di Numfor dengarf‘} ‘anla&ifasilitas
dan kebijakan pembangunan yang lebih bisa dinikmati masyarakat, tidak
mesti harus dilakukan dengan pemekaran atau pembentukan daerah baru
yang terpisah dari Kabupaten Biak Numfor. Persoalan mendasar di pulau
ini sebenarnya adalah bagaimana merancang dan melaksanakan kebijakan
yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
Numfor. Wujud nyata dari upaya peningkatan kesejahteraan ini antara lain
adalah tersedianya fasilitas atau sarana pelayanan dasar yang memadai,
khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur transportasi dan
komunikasi, kelistrikan, dan tentu saja sarana-sarana perekonomian seperti
pasar dan sejenisnya.

Masalahnya, ketiadaan sarana atau fasilitas yang berfungsi memenuhi
kebutuhan dasar tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun walaupun
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secara resmi Pulau Numfor berada di bawah kendali Kabupaten Biak
Numfor. Jauhnya jarak Pulau Numfor dari ibukota kabupaten yang berada
di ujung Pulau Biak menjadi salah satu penyebab lambatnya program
dan kegiatan pembangunan di Numfor. Masyarakat pulau ini kemudian
mulai membandingkan dengan tetangganya di Pulau Supiori yang hanya
berjarak beberapa puluh kilometer dari Biak dan bisa ditempuh dalam
waktu dua jam dengan kendaraan darat, ternyata sudah bisa menjadi
kabupaten tersendiri sejak tahun 2004. Tidak heran jika banyak tokoh dan
warga masyarakat Numfor yang berpendapat bahwa, dengan berbagai
kondisi yang ada, Pulau Numfor seharusnya lebih layak menjadi kabupaten
tersendiri dibanding Supiori.

Jika melihat kapasitas perekonomian dan kesiapan infrastruktus?y
pemerintahan, masyarakat Numfor juga merasa yakin wa kondisi,
mereka jauh lebih siap dibandingkan dengan Supiori. Hal initidak terlep
dari sejarah masa lalu Numfor yang sempat mengalanti kejayaan pa
masa pemerintahan Belanda sampai dengan awal tah a
memfasilitasi pemasokan logistik dari Numfor ke Biak, Di sampingj it
Numfor juga telah memiliki sejumlah infrastruktur fisik sepﬁ\]alan-]ala%

a

aspal yang relatif bagus dan bandara udara yang merupa /aaﬁ%gal Ic

Belanda, Jepang dan Sekutu di masa Perang Dunia II.

Namun demikian, terlepas dari pengakuan ke51a an__ataupun)
kegairahan masyarakat Numfor untuk membentuk /kabupaten Ell;rﬁx
adalah sangat penting untuk melihat kondisi Numfor se&ra—kebth—eby%tla
Dari sisi regulasi, baik berdasarkan Undang-Undang maupun l’eram'x

Pemerintah, pembentukan daerah otonom baru yang memekarkan dirt
dari wilayah induknya membutuhkan beberapa persyaratan. teknis
administratif tertentu. Persyaratan tersebut sangat terkait dengan.kesiapan
dari sisi infrastruktur maupun dari sisi sosial ekonomi, antﬁra@lﬁ jumlah
penduduk, luas wilayah, potensi perekonomian, potensi sumb,g,]:daya, dan
sebagainya. Selain itu, adalah sangat penting untuk mengetahul \seberapa
kuat sebenarnya aspirasi masyarakat dalam menginginkan pemekaran.
Jangan sampai terjadi bahwa rencana pembentukan kabupaten baru
hanyalah keinginan segelintir tokoh atau elit lokal saja. Sangat mungkin
bahwa di tengah gelombang tuntutan masyarakat yang menginginkan
pemekaran, juga terdapat sebagian lain yang menolak pemekaran.?

Kajian akademik rencana pembentukan Kabupaten Numfor ini perlu
dilakukan untuk melihat problematika riil yang dihadapi masyarakat dan
wilayah pulau Numfor secara lebih komprehensif. Kajian ini tidak semata-
mata dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi tentang kelayakan
maupun ketidak-layakan pembentukan Kabupaten Numfor. Lebih dari itu,

3 Berita koran, Jurnal Nasional, 11 Desember 2007.
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kajian akademik ini mencoba melakukan pemetaan persoalan-persoalan
yang ada dan terjadi di Numfor, langkah atau kebijakan strategis apa yang
mungkin dilakukan untuk membangun Numfor, serta persiapan-persiapan
apa yang harus dilakukan untuk mengaktifasi potensi Numfor. Dengan
demikian, apakah dimekarkan ataupun tidak, akan tetap ada peluang dan
harapan besar bagi masyarakat Numfor untuk bisa menikmati hasil-hasil
pembangunan yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

A. FOKUS KAJIAN

Seperti telah disampaikan di atas, riset ini dilakukan tidak sekedax?
untuk mengukur kelayakan Numfor untuk dimekarkan, na‘m% lebih dasxi/
itu dilakukan untuk menjawab permasalahan krusial ya dapi ole"lz
masyarakat Numfor. Tuntutan pembentukan Kabupatem er%i_l—
diungkapkan di atas muncul karena adanya berbagai lah—terk
ketertinggalan pembangunan, kemiskinan, keterisolasian dan keinginan_
untuk maju setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia:™ ™\

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka riset im\:lilakuka
secara komprehensif tidak hanya pada tuntutan pémekarlan teitaqu

lebih mendalam sampai pada tujuan pemerataan pe.mban.g:.ma.n_‘daa
kesejahteraan bagi masyarakat Numfor. Melalui riset yang komprehensif e
diharapkan dapat digali secara mendalam akar permasaiha‘rrya‘ng‘té
dihadapi Numfor, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebija
yang paling tepat sesuai kebutuhan paling mendesak saat ini juga d;r:;&
mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang bagi Numfor di nfasa yang
akan datang. N iy
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini iﬂ@ﬂ%n?ada
lima fokus kajian, yaitu: > g
1. Identifikasi permasalahan krusial yang dihadapi Numfor; 4
2. Pemetaan tuntutan pembentukan Kabupaten Numfor;
3. Identifikasi kapasitas Numfor untuk menjadi kabupaten baru;
4. Pemetaan respon terhadap tuntutan pemekaran tanpa melalui
pemekaran dan;
5. Desain kebijakan pembangunan dan atau proses pembentukan
kabupaten baru yang tepat bagi Numfor.

Pada bagian pertama, riset ini dilakukan untuk mengidentifikasi
permasalahan krusial yang dihadapi Numfor. Dalam hal ini peneliti
berusaha mengungkap apa sebenarnya yang menjadi harapan serta
kebutuhan esensial masyarakat, bukan sekedar kebutuhan jangka pendek

figatr
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dalam bentuk pemekaran wilayah. Kajian ini penting untuk menemukan
akar permasalahan utama yang dihadapi masyarakat. Karena kebijakan
pemekaran saja kadang tidak mampu mengatasi akar permasalahan yang
menjadi tuntutan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan kajian mendalam
untuk mengetahui kebutuhan esensial yang diharapkan masyarakat dibalik
keinginan untuk mekar.

Fokus kajian berikutnya adalah pemetaan tuntutan pemekaran.
Kajian ini diperlukan mengingat banyaknya aktor yang ikut berkepentingan
terhadap tuntutan pemekaran. Jika tidak terpetakan dengan baik, perbedaan
kepentingan antar aktor berpotensi memicu timbulnya konflik yang
menganggu tercapainya keinginan masyarakat. Melalui kajian ini maka
dapat ditentukan tuntutan masyarakat mayoritas, agar dapat diupayakan?y
langkah kebijakan demokratis, tanpa mengesampingkan keinginan pihak ,
minoritas. Sehingga diharapkan rekomendasi kebijakar o diambit—
merupakan hasil dari kesepakatan dari semua pihak yan Z%iirfa

iﬁﬂg-k en

Disamping itu, melalui fokus kajian ini dapat diuku

pembentukan Kabupaten Numfor. | &
Fokus kajian ketiga yang diangkat dalam penehti‘a'f'\ini adal
identifikasi kesiapan kapasitas Numfor untuk mekar. Kebuttthan unt
membangun satu daerah otonom baru tidaklah sedi(it A It aé%
modal yang harus dimiliki calon daerah otonom. Oleh_karenanya risét)
ini juga dimaksudkan untuk mengukur kesiapan kapasitas yang dimilikiZ
Numfor untuk berdiri sebagai suatu daerah otonom baru ii i
untuk mengetahui tingkat kelayakan Numfor untuk dimekarkan Eﬁl’ﬂs\t
ni pula

dari beberapa indikator kualitatif dan kuantitatif. Melalui studi ini
dapat diketahui sumberdaya yang potensial bagi pembangunan/Numfor,
serta kekurangan-kekurangan yang harus diwaspadai agar tidak menjadi
kendala bagi proses pelaksanaan pemekaran. ;f © o g

Fokus kajian berikutnya adalah memetakan respg);a,.«terhadap
tuntutan pemekaran tanpa melalui pemekaran. Fokus ka]1an ini dilakukan
untuk memberikan rekomendasi kebijakan alternatif untuk menjawab
persoalan pokok yang dihadapi masyarakat. Alternatif kebijakan ini
diajukan mengingat banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan
sebelum keputusan pemekaran diambil. Kebijakan-kebijakan alternatif ini
pada dasarnya merupakan suatu langkah kebijakan jangka pendek yang
harus segera dilakukan untuk merespon permasalahan masyarakat, dan
diperlukan sebagai masa persiapan untuk menghadapi eksekusi kebijakan
pemekaran.

Fokus kajian yang terakhir dalam riset ini adalah desain kebijakan
pemekaran yang tepat bagi Numfor. Eksekusi pemekaran bukanlah
kebijakan pamungkas yang bisa segera menyelesaikan segala permasalahan
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masyarakat. Masa transisi pasca pemekaran justru harus diperhatikan lebih
serius untuk memastikan institusi daerah baru dapat melaksanakan tugas
dan fungsinya dengan baik. Berdasarkan spesifikasi permasalahan yang
dihadapi Numfor, maka pada tahap ini dirumuskan rekomendasi kebijakan
seandainya Numfor harus dimekarkan. Pada tahap ini disampaikan
beberapa warning atau hal-hal yang harus diwaspadai ketika dipilih langkah
pemekaran agar proses pemekaran di Numfor pada akhirnya dapat benar-
benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

B. KERANGKA PIKIR

Yang akan diungkap oleh studi ini bukanlah semata-mata apakah
Numfor layak untuk dijadikan sebagai sebuah kabupaten baru. Lebih daei)
itu, perlu pula dikaji latar belakang tuntutan untuk meka-rq.{zn apakah/
tuntutan tersebut bisa dijawab dengan kebijakan lain yang tebih efek
dan efisien dibandingkan dengan mekar. Sebab, sebagaiﬁana hasil kijiaz
yang dilakukan oleh Balitbang Depdagri terhadap 98 dae
pada tahun 2005 menunjukkan adanya 76 daerah baru yang bermasal
(Kompas, Maret 2006). Permasalahan tersebut antara lain Menyangk
belum diselesaikannya penyerahan personil, perlengkapan, pembiayaa
dan dokumentasi (P3D), sulitnya mutasi PNS dari daeraki induk ke dagrabhr
otonom baru, serta belum jelasnya batas wilayah daerah.nhmnm_l:l{ inD
semakin mempertegas perlunya kehati-hatian dalam mempertimban kafn
usul pemekaran daerah, dengan harapan pemekaran da =ben
mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, dan bukan sebaliknyas

Upaya untuk mewujudkan akselerasi dan penyediaan infrastru?tux
di daerah otonom baru harus dibayar mahal oleh pemerintah pusat. Hal
ini antara lain menyebabkan pemborosan luar biasa yangsd‘ialaml oleh
APBN (Ratnawati, Tri dan Cahyo Pamungkas, 2007). D; s@q%ngltu,
kompetisi untuk mengegolkan usulan pemekaran dalam be’bﬂ@a kasus
juga memicu sentimen etnis tradisonal. Kondisi ini berakibat pada lahirnya
konflik di tengah-tengah masyarakat baik pada level horizontal maupun
vertikal, bahkan juga tidak jarang memicu munculnya pergerakan separatis
di daerah.

Di tengah ancaman konflik dan kenyataan adanya pemborosan
anggaran pusat, masyarakat juga telah mencatat pengaruh negatif dari
pemekaran. Kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa kebijakan
pemekaran belum berhasil membawa perbaikan pada pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat. Bahkan pemekaran justru hanya menjadi arena
perebutan kekuasaan antar elit lokal. Proses transisi pasca pemekaran
lebih sering menjadi arena perebutan kepentingan yang jauh lebih parah.
Mulai dari perebutan jabatan, penentuan ibukota daerah, pembagian aset
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daerah, serta konflik perbatasan (Jumrana, 2007). Dalam kondisi semacam
ini, elit menjadi lupa akan janjinya untuk mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat. Pada ujungnya, masyarakat kembali menjadi korban karena
dengan adanya pemekaran kondisi pelayanan tidak semakin membaik, bahkan
kebanyakan justru mengalami stagnasi atau kemunduran yang jauh.
Namun, tuntutan pemekaran juga mempunyai rasionalitasnya
tersendiri. Adanya ketimpangan pembangunan yang terkonsentrasi
di Pulau Jawa selama masa Orde Baru merupakan salah satu penyulut
semangat munculnya tuntutan pemekaran dari daerah-daerah di luar
Jawa. Hal ini terbukti dengan besarnya jumlah pemekaran di luar Jawa
yang mencapai 95% dari total jumlah pemekaran (Kompas, 11 Februari,
2008). Dalam konteks ini, kebijakan pemekaran diambil sebagai strategi’y
untuk menciptakan dan mendorong munculnya aktivitas perekonomian,

dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah- tasan d:E
tertinggal (UU No. 32/2004 dan Penjelasan PP No. 78/2007). Kehadir
daerah baru diharapkan dapat mendorong pembangu i
dasar dan sarana-sarana pelayanan publik dasar. Ketersediaan infrastyu
tur dasar merupakan pintu masuk bagi pertumbuhan ekonomidaerah ya
lebih akseleratif. Selain itu, pemekaran daerah akan semaiin méndekatka’
pelayanan kepada masyarakat juga span of control enyeli'ngga aan~
pemerintahan, sehingga masyarakat dapat lebih merasakan kehadiram)

pemerintah secara riil dalam kehidupan sehari-hari. / o'
Menghadapi rentang implikasi pemekaran dae*&h—yeag—ea“ga

lebar tersebut, gagasan pemekaran daerah Kabupaten Biak"Numforjuga
perlu dikaji secara serius. Dengan mengikuti bangunan logika yang sama
dengan fokus kajian di atas, maka kerangka pikir yang digunakan dalam
riset ini secara berurutan adalah: munculnya tuntutan\‘peywka/ran dan
rasionalisasinya, permasalahan pemekaran di berbagai c%e@q tonom
baru, mengukur fisibilitas pemekaran, merespon tuntutam, Jpemekaran
tanpa pemekaran, dan mendesain kebijakan pemekaran. z

1. Tuntutan Pemekaran: Kemunculan dan

Rasionalisasinya

Pada awalnya tujuan pembentukan atau pemekaran daerah di
Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
baik secara sosio-kultural, politik maupun ekonomi (Penjelasan Umum
PP No 78/2007). Tujuan ini kemudian semakin melebar karena adanya
berbagai alasan lain yang cukup menarik bagi daerah. Dalam beberapa
wacana publik dan kajian akademis diuraikan lebih rinci beberapa alasan

utama mengapa sebuah daerah berinisiasi untuk melakukan pemekaran
daerah (Pratikno & Hanif, 2006; Fitrani, dkk 2005):
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a. Kebutuhan untuk melakukan akselerasi perekonomian daerah melalui
penghadiran institusi pemerintahan di daerah tertinggal seperti
pembentukan Minahasa Utara di Sulawesi Utara.

b. Motifuntuk efektivitas/efisiensiadministrasi pemerintahan mengingat
wilayah geografis yang terlalu luas, penduduk yang menyebar, dan
ketertinggalan pembangunan. Pemekaran daerah dilakukan salah
satunya untuk memperbaiki kondisi pelayanan yang tidak memadai
karena jauhnya rentang kendali pemerintahan.

c. Keinginan masyarakat lokal untuk menunjukkan eksistensi politik
dan identitas diri dalam bentuk identitas etnis, agama, dan bahasa.
Pengentalan identitas lokal muncul dalam banyak kasus pemekaran
daerah seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Kepulauan?
Riau, KabupatenSolok, dan Kabupaten Wakatobiyang mengindikasik
kuatnya keinginan masyarakat untuk hadir sebagai enti i

d. Adanya keinginan untuk memperoleh peningkatln alo
seperti yang dijamin dalam Undang-Undang (UU)

Alokasi Umum (DAU), Bagi Hasil (revenue sharing), dan peningkiat

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Disamping ittzpemekar

juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi da&rah unt
memperoleh perbaikan infrastruktur dan fasilitas seéerti jal‘lii_lisfrig)
jaringan komunikasi, dan sebagainya. -
Selain itu, pemerintah pusat juga memiliki rasionalisasi tersendifi
untuk menyetujui usulan pemekaran suatu daerah. Dala&aea-ma-t-a—p(saa

kebijakan pemekaran dapat ditempuh sebagai salah satu solusi u

mengatasi permasalahan-permasalah krusial nasional. Beberapa masalah

tersebut antara lain (Pratikno & Hanif, 2006): )

a. Masalah Disparitas Pembangunan Ekonomi dan Sosial g,

Sampai sekarang, Indonesia masih dihadapkan paﬁa@efbedaan
tingkat pembangunan yang sangat tajam antara ]awg &QI,],;&ar Jawa,
juga Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dalam hal ini, implementasi
kebijakan pemekaran dinilai merupakan salah satu cara yang dapat
ditempuh untuk mengejar pembangunan di daerah-daerah tertinggal.

b. Kerapuhan Identitas Ke-Indonesiaan
Keragaman identitas etnis, dan luasnya rentang kendali pemerintahan di
wilayah Indonesia menyebabkan rendahnya rasa kebangsaan di banyak
daerah di pedalaman. Pemekaran dengan demikian dimanfaatkan sebagai
sarana untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat dengan
menghadirkan pemerintah secara langsung di tengah-tengah masyarakat
sehingga dapat mempertebal identitas ke-Indonesiaan di daerah.

c. Kerapuhan Penjagaan Kewilayahan Aktif
Luasnya wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dengan ribuan
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pulaunya harus diakui menjadi permasalahan tersendiri bagi pusat
untuk menjaga keutuhan wilayah. Indonesia telah memiliki pengalaman
pahit dengan lepasnya pulau-pulau kecil terluar seperti kasus Sipadan
dan Ligitan. Upaya untuk penjagaan kawasan terluar ini salah satunya
ditempuh pemerintah dengan jalan pemekaran wilayah sehingga dapat
mengaktifkan wilayah di perbatasan.

Dalam logika pemerintah pusat, permasalahan-permasalahan di atas

dapat diatasi antara lain dengan menggunakan mekanisme pemekaran
wilayah. Pengalaman pembentukan Kabupaten Puncak merupakan salah
satu bukti bagaimana pemerintah pusat mengatasi permasalahan lokal
melalui pemekaran wilayah (Lay, dkk, 2006). Pemerintah pusat juga pernah

melakukan upaya pemekaran di daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan?y

seperti pembentukan kabupaten-kabupaten di sisi utara wil

untuk dimekarkan dengan alasan untuk menjaga kepen;):%nnnasmn
dari

daerah dan pusat seperti dikemukakan di atas, masih te A

Disamping alasan objektif untuk kepentingan publik

donesi
erspek k
-l-a-s-aﬁ‘

pendorong pemekaran daerah yang lebih bernuansa polifis, yaitu: | &~

a.

Hasrat berkuasa dan munculnya broker politik (bureaucratiegnd poli tic%
rent-seeking) (Fitrani, 2005 dan Tanje, 2007) <
Pemekaran daerah akan membuka peluang jabatan bdru yan otorllati%

akan segera dibuka untuk menjamin terlaksananya proses pelayanan
publik. Dalam hampir seluruh kasus pembentukan daerah oto;‘orﬂﬁ

yang tidak pernah dirugikan oleh kebijakan pémeka-ra-n—adﬁlaa

meningkatkan pelebaran sumber daya politik berupa jabatan politi

baru, seperti kepala daerah, ketua, dananggota DPRD. Elitbirokrasijuga
memperoleh keuntungan dengan semakin terbukanya premosi baru,
eselon baru, dan jabatan struktural baru di daerah otonofn (Para pelaku
bisnis juga memetik keuntungan dari sirkulasi uang Jyam,g';:mmngkat
sejalan dengan pengembangan aktivitas ekonomi, seperti penyediaan
infrastruktur fisik dan kebutuhan belanja lainnya. Bahkan organisasi
civil society pun memperoleh arena baru dalam menjembatani relasi

lapisan elit di semua komponen (Pratikno, 2006). EIit polltlsﬁx

antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Alasan Gerrymandering

Gerrymandering atau pembelahan daerah secara politis terkait dengan
daerah pemilihan dalam Pemilu sering dinilai menjadi salah satu motif
“tersembunyi” dari para elit politik untuk mengusulkan pemekaran
(Ikrar Nusa Bakti, dalam Ratnawati, Tri dan Cahyo Pamungkas,
2007). Dalam hal ini daerah baru sengaja dibentuk dengan maksud
memberikan keuntungan pada partai atau kandidat tertentu. Prinsip
yang dipakai adalah maksimalisasi suara efektif pendukung dan
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meminimalisasi suara efektif lawan dengan menciptakan batas-batas
daerah pemilihan.

Beberapa alasan di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran
daerah merupakan suatu pilihan rasional yang mempunyai landasan yang
kuat bagi kepentingan nasional maupun daerah. Mendekatkan pelayanan
ke masyarakat, mengaktivasi pembangunan ekonomi, dan mengefektitkan
kehadiran negara dalam rangka kesatuan nasional merupakan sebagian
diantaranya. Namun, uraian di atas juga menggambarkan beberapa
fenomena motivasi pemekaran yang tidak terkait dengan kepentingan
publik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, sebelum
membangun kerangka pikir untuk menganalisis bentuk respon terhadap
tuntutan pemekaran, kita perlu belajar dari pengalamanan pemekaran di?

daerah-daerah lain.
; \

2. Dampak Pemekaran: Belajar dari Kebijékfaﬂ_/‘

Pemekaran Sebelumnya
Ketika studi ini dimulai, jumlah pemekaran daerah di Indonesia telah_
mencapai angka 164. Dengan jumlah yang besar ini, bany ngalama

yang bisa dipelajari dari pengalaman-pengalaman sebe mny tersebu&t
Dampak yang timbul bisa diduga terdapat dampak positif

negatif yang sebagian telah dikemukakan pada sub-bab sebel-u-nmya—L -
Hasil kajian Percik pada tahun 2007 menunjukkan léahwa pemek ra%
daerah membawa beberapa dampak positif bagi masyarakat. Be ela
dampak positif yang dirasakan tersebut antara lain adalah terbum\
peluang untuk melakukan akselerasi pembangunan dengan adanya
pembangunan infrastruktur fisik dan pemerintahan; adanya Perbaikan
kualitas pelayanan dengan memperpendek rentang kendali"pe ayanan
dan memungkinkan kehadiran jenis-jenis pelayanan baru_se@ré listrik,
telpon, air, dan berbagai fasilitas urban lainnya; adanya peng%hnlﬁn sosial,
politik, dan kultural terhadap masyarakat daerah yang mempunyai
sejarah kohesivitas dan kebesaran panjang masa lalu; juga meningkatkan
keamanan dan integritas nasional dengan kehadiran negara di tengah-
tengah masyarakat.

Namun, subbab ini akan memfokuskan pada permasalahan yang
timbul sebagai konsekuensi dari pemekaran daerah. Hal ini dimaksudkan
agar dampak negatif pemekaran bisa dihindari, dicegah, dan kalau tidak
ada alternatif lain, bisa diminimalisasi.

Permasalahan utama yang dihadapi kebanyakan daerah otonom baru
dalam implementasi kebijakan pemekaran adalah keterbatasan kapasitas
untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Antara lain seperti
yang diungkapkan oleh hasil kajian Balitbang Depdagri pada tahun 2005
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terhadap 98 daerah otonom baru yang menunjukkan adanya 76 daerah

baru yang bermasalah seperti telah disampaikan pada sub bab sebelumnya
(Kompas, Maret 2006).

Sebagai daerah otonom yang baru lahir, daerah pemekaran

menghadapi permasalahan yang sangat kompleks dalam menjalankan
fungsinya baik pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan pelayanan
publik. Berbagai permasalahan ini jika tidak dikelola dengan baik, maka

akan mengakibatkan munculnya tragedy of the commons atau perugian

kepentingan bersama. Bentuk-bentuk permasalahan yang sering dihadapi
oleh daerah pemekaran baru adalah:

a.

Permasalahan di bidang pelayanan publik

Jika tidak disertai dengan kesiapan kapasitas pelayanan publik daeraRa
permasalahan ini bisa muncul ke permukaan. Hal im"p&enyangkl,i{
ketidaksiapan infrastruktur pelayanan publik seperti ruypah sakit,.—
sekolah, pasar, juga kuantitas dan kualitas aparat 1sebagai penyedia’
pelayanan publik. Ketidaksiapaninfrastruktur danSDMini berimplikagi)
padakinerjapelayanan publik yang tidak maksimal. Kasus diKabup‘ate@.
Manggarai Barat menunjukkan bahwa daerah pemek /\engalan'z
banyak masalah dalam proses pelayanan publik pasca pemekaraaf
(Tanje, 2007). Kondisi ini terjadi karena daerah terlalulsibuk llrubﬂ
program pembangunan infrastruktur, sehingga mgka

tanggungjawab memberikan pelayanan publik pad4 msayarakat. Hg
ini tidak saja mempersulit upaya mengejar ketertinéaaHl_daTa/aLra
lain, tetapi juga menjadi kendala serius bagi kinerja pemerintah daeral
dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pada skala nasional, pemekaran juga menimbulkan \\i}mplikejzféi negatif
yang berimbas pada kualitas pelayanan publik di selgﬁiﬂ"" erah di
Indonesia terkait dengan alokasi anggaran untuk pe%y@ag’ publik
yang berkurang. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan)%lﬁﬁa aparat
dan infrastruktur pemerintahan lainnya yang bertambah dalaim jumlah
yang signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan birokrasi di
daerah hasil pemekaran. Dalam kondisi ini pemerintah terpaksa harus
mengurangi porsi anggaran pelayanan publik yang dialokasikan ke
daerah lain.

Permasalahan di bidang pembangunan ekonomi

Kebanyakan daerah otonom baru mengalami keterbatasan potensi
sumberdaya yang dapat dikonversi menjadi sumber-sumber
ekonomi baru. Hal ini mengakibatkan ketergantungan daerah
pemekaran terhadap daerah induk (Putra, 2006). Pada masa-masa
awal kelahirannya, daerah pemekaran lebih banyak mengandalkan
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pada alokasi anggaran dari pusat dan transfer anggaran dari daerah
induk. Akibatnya kemandirian ekonomi daerah otonom tidak segera
terbangun. Ketidakmampuan menemukan sumber-sumber pengha-
silan baru (sumber daya alam maupun sektor jasa) mengakibatkan
kapasitas keuangan daerah mengalami stagnasi, sementara kebutuhan
belanja relatif besar untuk membangun berbagai sarana infrastruktur
baru. Sementara kemampuan daerah induk untuk mensupport
pendanaan juga semakin berkurang.

Permasalahan di bidang manajemen pemerintahan
Beberapa permasalahan yang sering dihadapi daerah pemekaran baru
di bidang manajemen pemerintahan antara lain adalah keterbatasan

sumberdaya aparatur baik dari sisi jumlah, maupun kualifikaS§tJ
administrasi (golongan kepegawaian), maupun kualifikasi teknts_ﬁ
dan substantif; keterbatasan infrastruktur fisik penduktpng pros¢s—
pemerintahan seperti gedung dan peralatan perkantgran; ke rbattlsam

pengalaman lembaga dalam melaksanakan fungsi pemerintaha

serta belum adanya rumusan kebijakan yang akan diimEIementas‘ka&

(Pratikno & Hanif, 2006).

Z
Permasalahan di bidang sosial politik Q/L <C
Beberapa permasalahan yang sering muncul pad s‘)si%

politik antara lain adalah konflik perebutan aset atau sumberdaya~

antara daerah baru dengan daerah induk maupuh_dengan daeram
-5

tetangga; konflik perbatasan;* konflik penentuan ib ,
kontestasi antar elit politik yang memperebutkan pbsisi-posisi politi
dan birokratik dalam pemerintahan; konflik vertikal dan horjzontal di
level masyarakat akibat kegagalan pelembagaan mmajg\mgg konflik
sebagai daerah baru;® serta munculnya gejolak politiké%io I'dan ego
sektoral akibat semakin luasnya ruang partisipasi pubﬁ»l%/ w‘;étikno &
Hanif 2006, Jumrana 2007, Nur Alim 2007). - :

Bahwa pemekaran daerah banyak membawa dampak ng’gatif, hal

ini dapat dipicu oleh dua faktor. Pertama, permasalahan di daerah. Kondisi
ini bisa terjadi karena ketidaksiapan daerah menerima beban tugas yang
demikian besar sebagai daerah otonom baru. Kedua, keteledoran dalam

4
5

6

Misalnya konflik perebutan batas wilayah antara Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau.
Misalnya kasus pemekaran Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan Morowali di
Sulawesi tengah.

Contoh kasus terjadi pada pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa yang menimbulkan
konflik horizontal. Konflik di kawasan Aralle, Tabulahan, dan Mambi dipicu oleh
pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar dan
Kabupaten Mamasa berdasarkan UU No. 11/2002. Kebijakan pemekaran ini kemudian
melahirkan konflik antara kelompok yang pro pemekaran (bergabung dengan Mamasa),
dan kelompok yang kontra pemekaran (tetap bergabung dengan Polewali Mandar).

12

PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM



Pendahuluan

proses pengambilan kebijakan pemekaran. Halini dapat terjadisalah satunya
karena proses pengambilan kebijakan yang terlalu politis, meninggalkan sisi
persyaratan administratif-substantif. Oleh karenanya, untuk menghindari
dampak negatif pemekaran di masa yang akan datang, maka penting untuk
mencermati faktor fisibilitas pemekaran suatu daerah.

3. Mengukur Fisibilitas Pemekaran

Untuk  menghindari berulangnya pengalaman-pengalaman
negatif pemekaran, maka proses penetapan kebijakan pemekaran perlu
diperhitungkan dengan serius. Keputusan yang menentukan layak tidaknya
suatu daerah dimekarkan harus ditetapkan sesuai standar prosedux’
penetapan kebijakan pemekaran. Subbab berikut akan/-meegelabora'y

regulasi yang mengatur proses pemekaran sebagai pijakan ufi enguktg
kelayakan suatu daerah untuk dimekarkan. (md.on =
Dasar regulasi yang mengatur proses pemekaran di i ‘at

dalam UU No. 32/2004, dengan penjelasan teknisnya diatur dalam PP{Ney_
78/2007. Secara umum, selain untuk mengakomodir amanat™yJU tenta
pemerintahan daerah yang baru, PP 78 /2007 inijuga banyak merewisi regula
sebelumnya yaitu PP?129/2000 yang dinilai terlalu mempri((itaska prosfdlur)
administratif dalam proses pengusulan dan penetapan us‘.1J_pem.aka.ra.n.\< -

Dalam PP No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cata Pembentu k-
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah diatur me‘f’(’genai—m-ta’\;ata?
pembentukan daerah pada pasal 14 sampai 21. Di dalampya diatur ten
tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses pemben:lm
daerah. Dalam regulasi ini, dipaparkan bahwa proses usulan pémekaran
daerah harus diawali dari aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihatdari alur
proses inisiasi pemekaran yang tercantum dalam pasal 14 sa§12 . Proses
inisiasi diawali dengan proses penyaringan aspirasi m‘gsj?&liﬁlxﬁt dalam
bentuk keputusan BPD untuk desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau
nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah
yang akan dimekarkan. Aspirasi ini kemudian disampaikan kepada DPRD
dan pemerintah daerah induk untuk diputuskan disetujui atau ditolak.
Untuk memutuskan persetujuan atau penolakan ini dibutuhkan dokumen
dukungan dari masyarakat dan kajian akademis kelayakan pemekaran
yang dilakukan oleh tim khusus.

Jika pemerintah menyetujui aspirasi masyarakat tersebut, maka
daerah induk melanjutkan usulan tersebut ke level daerah yang lebih tinggi

dengan melampirkan dokumen aspirasi masyarakat, hasil kajian daerah, peta
wilayah calon daerah, serta keputusan DPRD dan keputusan pemerintah
daerah induk. Proses inisiasi dan persetujuan tersebut akan berakhir di
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level pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Pemerintah pusat,
dalam hal ini Depdagri kemudian membentuk tim untuk melakukan kajian
terhadap usulan pemekaran tersebut. Hasil kajian dari Depdagri ini kemudian
disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) untuk
diverifikasi. Hasil putusan verifikasi dari DPOD ini nantinya dijadikan
bahan pertimbangan oleh presiden. Setelah presiden menyetujui, selanjutnya
presiden akan mengamanatkan kepada Mendagri untuk menyiapkan
rancangan undang-undang pembentukan daerah. Setelah undang-undang
pembentukan daerah diundangkan, pemerintah kemudian melaksanakan
peresmian dan melantik pejabat kepala daerah dalam waktu paling lama 6
bulan sejak penentapan undang-undang.

Bila inisiatif daerah muncul untuk memekarkan daerahnya maka?
selanjutnya akan muncul proses penentuan kelayakan sebuah.da\e}'ah unt&
dimekarkan. Regulasi yang ada, mensyaratkan adanya kestapan daer
untuk pemekaran. Dalam Undang-undang No.32/2004 p ks:?;\§;_yj:ak
bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat ad tekni
dan fisik kewilayahan. Syarat administratif untuk provinsi meliputi adany,
persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota~yang ak%

a

menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsiinduk d
e
R

gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat ad

inis
untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DP a uparenD
kota dan bupati/walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinéi

dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negtﬂ.—Sya-ra-t-—tetnp
meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah’yang men?a'kgi

faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,
kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktordain yang
memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisikimeliputi
paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukaﬁ @vfnsz.dan
paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kab%gﬂ,ten dan 4
(empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon 1buk0t;1 Sarana,
dan prasarana pemerintahan.

Sesuai pasal 5 UU No. 32/2004 di atas, dalam PP No. 78 tahun 2007
pasal4sampai13juga dijelaskan bahwa sebuah daerahbilaingin dimekarkan
harus memenuhi beberapa prasyarat yang merupakan indikator kesiapan
daerah. Syarat-syarat tersebut mencakup syarat administrasi, syarat teknis
dan syarat teknis kewilayahan.

Sedangkan syarat administrasi pembentukan provinsi mencakup
adanya (pasal 5 ayat 1 PP No. 78/2007):

a. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi
cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan
calon provinsi berdasarkan hasil rapat paripurna.
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b. Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama
bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan
pembentukan calon provinsi.

c. Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan
calon provinsi berdasarkan hasil rapat paripurna.

d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon
provinsi.

e. Rekomendasi Mendagri.

Syarat administrasi untuk pembentukan Kabupaten/ Kota mencakup

adanya (pasal 5 ayat 2 PP No. 78/2007):

a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan?y
pembentukan calon daerah kabupaten/kota;

b. Keputusan bupati/walikota induk persetujuan pe kan calolE
daerah kabupaten/kota;

c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pe c‘al 5
daerah kabupaten/kota; | &

d. Keputusan gubernur persetujuan pembentukan ~caten  daer a%
kabupaten/kota;

e. Rekomendasi Mendagri. ‘1‘ (qu)

-

ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, ]ﬁm-l-ah—peﬂéuﬂup

Syarat teknis mencakup sebelas indikator, yaitu: kemamr!uaﬂﬁ

=

tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali pelaksanaan
pemerintahan daerah. Persyaratan ini dinilai berdasarkan hasil kajian
daerah terhadap indikator-indikator kesiapan teknis. Suatu calon daerah
otonom akan direkomendasikan menjadi daerah otonom: ia@ jika total
nilai seluruh indikatornya dikategorikan sangat mampu atam,mampu
Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan w1layah lokasi calon
ibukota, serta sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah
untuk pembentukan provinsi mencakup paling sedikit 5 kabupaten/kota,

luas daerah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuaﬁgi\

pembentukan kabupaten paling sedikit 5 kecamatan, dan pembentukan
kota paling sedikit 4 kecamatan. Cakupan wilayah ini digambarkan dalam
peta wilayah calon daerah baru yang dilengkapi dengan daftar nama
kabupaten/kota dan kecamatan serta garis batas wilayah yang dibuat
berdasarkan kaidah pemetaan. Lokasi calon ibukota ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah dan DPRD berdasarkan kajian daerah terhadap
aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas kondisi dan letak
geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
Sementara sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan
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lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat
daerah yang berada dalam wilayah calon daerah dan disertai dengan bukti
kepemilikan yang sah.

Di samping terpenuhinya seluruh persyaratan administratif, teknis,
dan fisik kewilayahan di atas, fisibilitas pembentukan daerah juga harus
memperhatikan faktor urgensi pembentukan daerah. Pada satu kasus, bisa
saja terjadi calon daerah belum memenuhi semua persyaratan sesuai aturan
regulasi yang ada, namun pertimbangan kepentingan pusat mengharuskan
dibentuknya daerah baru tersebut. Misalnya adalah untuk mengatasi
masalah disparitas pembangunan sosial ekonomi, penjagaan identitas
keindonesiaan, dan penjagaan kewilayahan aktif. Maka dalam kondisi
seperti ini, pemerintah bertanggungjawab untuk memampukan ataw?s
mempercepat kesiapan calon daerah tersebut untuk dimeka.);%n menjacLi/_

daerah otonom baru. : —
Berdasarkan aturan regulasi tentang pembentumgt
pertimbangan urgensi pemekaran daerah tersebut, maka ra
perlu disikapi dengan bijaksana. Pemerintah harus berhati-hati” ddla
memutuskan menyetujui atau menolak usulan pemekaran”Hanya daer%
yang telah memenuhi persyaratan lah yang bisa dimekar-lz.an. ji sisi lai
pemerintah daerah induk dan pemerintah pusat jugal harus) me ili]g,:)
komitmen serius untuk menopang proses transisi pasca_pemekdran.)
Sedangkan jika hasil kajian menunjukkan bahwa calon daerah belum layaR<

dimekarkan, maka pemerintah harus siap dengan kebij akz*n-a-l-tema-t—i-f—u(aa

merespon tuntutan pemekaran dari masyarakat. p

4. Merespon Tuntutan Pemekaran Tanpa Pemekaran
Mengacu pada standar persyaratan regulatif = dan"“substantif
pemekaran daerah di atas, maka sangat dimungkinkan aid@la%(daerah
yang mengajukan usul pemekaran namun secara substantifytidak perlu
dimekarkan, atau belum layak dimekarkan. Kondisi ini bisa menjagi dilema
ketika calon daerah memang dihadapkan pada banyak permasalahan
mendesak di lapangan. Hal ini bisa terkait dengan kondisi kemiskinan
masyarakat, ketertinggalan pembangunan, keterisolasian, dan rendahnya
representasi politik dan pemerintahan. Permasalahan-permasalahan ini
jelas harus segera di atasi tanpa menunggu lahirnya kabupaten baru.
Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, juga pemerintah pusat
sebagai penyedia pelayanan publik memiliki tanggungjawab penuh untuk
membantu masyarakat keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut.
Dalam kondisi ini, dimekarkan ataupun tidak, pemerintah harus
merespon permasalahan yang ada. Kebijakan alternatif di luar rencana
persetujuan pemekaran ini juga bisa dimaksudkan sebagai kebijakan
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di masa persiapan untuk menuju kelayakan daerah untuk dimekarkan.
Beberapa alternatif kebijakan tersebut adalah (Pratikno 2007, Pratikno &
Hanif 2006):

a.

Sehubungan dengan tuntutan pemekaran daerah otonom yang

dimotivasi oleh tuntutan peningkatan aksesabilitas pelayanan publik,

pemerintah bisa meresponnya dengan memperkuat dan memekarkan
kecamatan, yaitu:

1) Memposisikan pemerintah kecamatan sebagai basis pelayanan
publik, baik pelayanan administratif (KTP, IMB dan lain-lain),
maupun pelayanan substantif (pelayanan kesehatan, pendidikan,
dan lain-lain). Perbaikan proses pelayanan, seperti gagasan One

Stop Service, seharusnya ditempatkan di ibukota pemerintah?f
kecamatan, dan bukan diletakkan di ibukota pemf_r.i,&tahan yang

lebih atas.
2) Memposisikan pemerintah kecamatan dalam u;g%:;bijakalz
pembangunan ekonomi, sehingga pusat-pus T Jhas

ekonomi bisa berkembang di level kecamatan. | &
3) Merancang desain kelembagaan serta dukungar aparatur d:z

anggaran untuk pemerintah kecamatan yang memungkinkann
merespon secara cepat perkembangan kebuéhan

kecamatan. ,
4) Memekarkan kecamatan sebagai pilihan kebijakan untuk mende-
katkansentra pelayanankepadamasyarakat, daripadamemekarkan
kabupaten atau kota atau provinsi sebagai daerah otenom ‘yang
membutuhkan infrastruktur pemerintahan yang Iegh@s .4
5) Untuk mengurangi kecenderungan pemeka};af"b, kecamatan
yang kemudian diikuti oleh pemekaran kabupaten, maka’ posisi
pemerintahan kecamatan perlu ditingkatkan sehingga memberikan
kebanggaan sosio-kultural bagi masyarakat setempat.
Sehubungan dengan pemekaran daerah otonom yang dimotivasi
oleh tuntutan pembangunan ekonomi di suatu wilayah, pemerintah
bisa menyikapinya dengan memeratakan pembangunan ekonomi,
mengembangkan kapasitas potensi ekonomi lokal, atau bila sesuai
dengan parameter yang ada, dengan menetapkannya sebagai kawasan
khusus dalam pembangunan ekonomi.
Sehubungan dengan kebutuhan representasi politik dan birokrasi
masyarakat daerah yang menuntut pemekaran, pemerintah harus
membuka kesempatan untuk masuknya SDM lokal, juga melalui
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aktivasi kegiatan politik pemerintahan di level desa dan kecamatan
dengan lebih memperhatikan representasi sosial masyarakat.

d. Sehubungan dengan kebutuhan rekognisi sosial budaya, pemerintah
bisa menyikapi dengan mendorong kerjasama dengan instansi adat
dan keagamaan yang ada juga dengan memberikan kebebasan
berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik.

e. Sehubungan dengan kebutuhan pemerintah nasional untuk
mengaktifkan wilayah perbatasan dengan negara lain bagi kepentingan
pertahanan dan keamanan nasional, pemerintah bisa meresponnya
dengan membentuk kawasan khusus untuk kepentingan pertahanan
dan keamanan.

Ide dasar dari kebijakan-kebijakan alternatif di atas sebenarnya?
adalah pengaktifan instansi yang ada. Sehingga kebutu
yang memicu tuntutan pemekaran dari masyarakat bisa - uhi tanE
harus mengambil keputusan pemekaran. Dengan cara ini, pemerihtah pus
dapat mengambil beberapa keuntungan positif, antara lﬁiﬂ—pe
anggaran nasional, serta sebagai masa persiapan calon daerah menuju rha
pemekaran.

Respon kebijakan di atas harus segera diambil oleh pemerigtah untuZ
menghindari munculnya potensi masalah berikutnya. Ki ijakar] penataan~
kelembagaan, pemerataan pembangunan ekonomi, serta pemﬁﬁt kanD

kawa-san khusus ini juga perlu penanganan serius. Masa ini harus terds<

dikawal sambil mempertimbangkan perlu tidaknya p&eses—peM(raa

(permasalahan mendesak telah teratasi), perlu dievaluasi kembali perlu
tidaknya daerah dimekarkan berdasarkan urgensi kebutuhan dan/kesiapan

diteruskan. Selanjutnya, jika daerah telah mencapai masa staanSxi

kapasitas daerah. N Phid
{0 F=+
5. Mendesain Kebijakan Pemekaran 2

Kalaupun sebuah daerah memenubhi persyaratan fisik, administratif
dan teknis untuk dimekarkan, tidak berarti tidak perlu lagi kehati-hatian
dalamimplementasikebijakan pemekaran. Sebagaimana telah dikemukakan
terdahulu, daerah otonom baru banyak yang mengalami kesulitan untuk
menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Permasalahan ini bisa berupa
konflik dengan daerah induk atau daerah tetangga, kapasitas untuk
menyediakan infrastruktur pendukung penyelenggaraan pemerintahan,
dan permasalahan lain. Oleh karena itu, selain diperlukan tahap persiapan
sebelum kebijakan pemekaran dilakukan, juga diperlukan kebijakan transisi
pasca pemekaran.

Perbaikan kebijakan masa pra pemekaran pada prinsipnya adalah
masa persiapan untuk memastikan kapasitas daerah siap menerima status
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dan tanggung jawab baru sebagai daerah otonom, sebagaimana telah
diuraikan pada subbab terdahulu. Perbaikan kebijakan ini bisa ditempuh
dengan menerapkan kebijakan alternatif seperti dikemukakan pada subbab
sebelumnya. Sehingga calon daerah telah benar-benar siap baik secara
administratif, teknis, maupun fisik untuk dimekarkan.

Sementara kebijakan masa transisi pasca pemekaran dilakukan
untuk menjamin daerah baru hasil pemekaran mampu mempercepat
proses kesiapan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom.
Desain manajemen transisi diperlukan untuk membantu daerah baru hasil
pemekaran untuk memecahkan permasalahan kompleks yang dihadapinya
di tengah kemampuan dan pengalaman yang sangat terbatas sebagai unit
pemerintahan daerah otonom baru. Berbagai kesenjangan antara kebutuhan?y
dan permasalahan yang dihadapi dengan kapasitas yang_ dimiliki harus,
bisa dikelola dengan baik agar daerah otonom baru dap
jalannya roda pemerintahan.

Kebijakan pada masa transisi yang ditempuh mengiri
kebijakan pemekaran suatu daerah harus diarahkan pada (Pratikrio
Hanif, 2006):

) Z
a. Menjamin dukungan pemerintah provinsi dan daeraz ind
ntut

Manajemen masa transisi pasca pemekaran me ukung

komitmen yang besar dari daerah induk, pemerintah atasan da@
pemerintah pusat. Kontribusi daerah induk dalam bentuk su?a‘aom
finansial, danalokasisumberdayasangat dibutuhkan &aefah-ba-ﬁ&umup
menata diri di tahun-tahun pertama pembentukannya. Oleh kareﬁﬂ'ms\

komitmen dan dukungan daerah induk merupakan prasyarat pentin
bagi kebijakan pemekaran daerah. /)

b.  Memperkuat dan mempertegas dukungan masyarakat Wi,
Kelangsungan proses pembentukan daerah otonom ba1§1 J@nfer]ukan
dukungan besar dari masyarakat. Oleh karenanya padam;psa transisi
pasca pemekaran ini perlu mendayagunakan potensi daerahsecara
maksimal termasuk dalam bentuk dukungan masyarakat. Dalam hal
ini perlu diidentifikasi sumberdaya yang ada dalam masyarakat untuk
didayagunakan, termasuk kontribusi fisik seperti lahan untuk kantor,
maupun kepedulian masyarakat lainnya sebagai bentuk perwujudan
komitmen dukungannya terhadap pembentukan daerah baru.

c. Meningkatkan kerjasama antar daerah
Selain dukungan dari pemerintah daerah induk, dan atasan, dukungan
dari pemerintah tetangga juga sangat diperlukan pada masa-masa awal
pembentukan daerah baru. Dukungan dari pemerintah tetangga ini
nantinya dapat berfungsi sebagai pintu masuk untuk mengembangkan
hubungan kerjasama baik dalam bidang politik, hukum, perekonomian,
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maupun pengembangan daerah. Pemanfaatan jaringan kerjasama ini
juga sangat dibutuhkan untuk manajemen konflik antar daerah.
Memprioritaskan kebutuhan mendesak daerah baru bagi keberlanjutan
fungsi pemerintahan.

Sebagai institusi pemerintahan baru, daerah hasil pemekaran dapat
dipastikan memiliki kebutuhan yang sangat beragam. Dalam kondisi ini
dibutuhkan prioritas agenda kebutuhan yang akan didahulukan agar
pemerintah dapat memulai managemen organisasi pemerintahannya
dengan baik.

Mendayagunakan kearifan lokal dan institusi-institusi utama di
daerah, seperti institusi agama, adat dan institusi lokal lainnya dalam
menjalankan fungsi kepemerintahan. od
Pada masa transisi sistem pemerintahan dan tatanag_@lidupan c.Ll/_
daerah baru belum terbentuk dengan sempurna. Prose memulat
jalannya pemerintahan ini perlu didukung oleh pot ;%s;lok
yang ada. Dalam hal ini, norma dan kearifan lok institus
institusi adat harus dilibatkan untuk memulai membangun tatan.
baru agar dapat dikelola dengan baik sesuai dengan budaya lokal da&
regulasi pemerintah.
Sensitif terhadap budaya dan nilai-nilai sosial dalam &asyaﬁ@ W
Proses transisi dalam pembentukan institusi daerah otonom bard

harus dilakukan dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai sl)sim

di daerah setempat. Proses ini tidak dapat dilakuk&ﬂ—éeng&nfjﬁlaa

menyeragamkan kebijakan di semua daerah tetapi harus dila
sesuai dengan tradisi daerah.

Menjamin pemerataan akses kelompok-kelompok masyarakat dalam
sistem pemerintahan yang baru. N Phid

Dalam berbagai kasus, tuntutan pemekaran banyak diirﬁsgas'@leﬁ elit-elit
politik lokal dengan interest-interest pribadinya. Masa }réi"ﬁ,ﬁﬁiqm harus
dilaksanakan dengan menjamin pemerataan akses setiap kelompok
kepentingan yang ada. Hal ini diperlukan selain untuk menghindari
berkembangnya potensi konflik juga yang lebih penting adalah untuk
memberikan keadilan sesuai hak-hak masyarakat daerah.

Membantu pemerintah daerah baru dengan prinsip menjamin otonomi
dan demokrasi daerah.

Pembentukan daerah baru dan penataan sistem pemerintahannya harus
dilaksanakan dalam kerangka regulasi nasional untuk mewujudkan
demokratisasi dan otonomi daerah. Oleh karenanya setiap langkah
kebijakan yang ditempuh harus dilakukan dengan mengembangkan
kapasitas daerah dalam rangka mewujudkan demokrasi dan
kemandirian daerah.
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Desain kebijakan pemekaran di atas pada prinsipnya bukan hanya
menekankan pada perbaikan standar substantif dan teknokratis pemekaran,
tetapi juga mengarahkan pada pentingnya mengawal daerah otonom baru
pada masa-masa awal pembentukannya. Melalui perbaikan kebijakan pada
masa pra pemekaran dan transisi pasca pemekaran di atas diharapkan
proses pemekaran daerah dapat berjalan terarah sehingga mampu menjadi
solusi kebijakan atas tuntutan masyarakat dan membawa kebaikan bagi
kehidupan pemerintahan pusat dan daerah. Untuk memperoleh desain
kebijakan yang rekomendatif bagi masyarakat Numfor tersebut, kajian ini
dilaksanakan berdasarkan proses dan metode penelitian yang sistematis.

C. PROSES PENELITIAN o
Kerangka pikir penelitian yang dikemukakan di atas—-melunjukkay

bahwa studi ini dilakukan tidak hanya untuk mengukur kesiapan NumfcITr_‘
untuk mekar, namun lebih dari itu dilakukan untuk menyysun reKomendasi-
kebijakan atas permasalahan riil yang dihadapi Numfor. P db
man pada kerangka teori di atas, proses studi dilakukan dengan mengkagi_
realitas di lapangan, bukan sekedar mengumpulkan opini atattynelakuk

survey keinginan masyarakat. Untuk memperoleh hasil kajian yangr
rekomendatif berdasarkan kerangka teori, penelitian dilakzkan denganfarar)

menggali data-data riil yang mengungkap permasala}m;patma.sa.ljhaa
masyarakat Numfor, tuntutan masyarakat Numfor ‘atas pemek rafel
dinamika proses usulan pemekaran, kontroversi usulan\pememﬁ,‘d

pada akhirnya menyusun rekomendasi kebijakan bagi Numfor.
Untuk memperoleh data-data tersebut, proses pengumpulan

data dilakukan melalui dua metode penelitian, yaitu desk study’dan field
study. Pada tahap pertama (desk study), penelitian dilakuKangdengan
mengumpulkan data-data sekunder mengenai regulasi pemiik@rgdaorah,
sejarah pemekaran di Indonesia, konteks lokal wilayahypemekaran,
kemunculan tuntutan pembentukan Kabupaten Numfor, dinamika dalam
proses pemekaran Kabupaten Biak Numfor, kesiapaan kapasitas Numfor
untuk mekar, serta potensi konflik yang mungkin muncul jika Numfor
dimekarkan. Sedangkan pada tahap kedua (field study), dilakukan FGD
(Focus Group Discussion) dengan narasumber yang relevan di Yogyakarta
dan sekitarnya yang mengetahui kondisi Biak dan Numfor. FGD di
Yogyakarta ini dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Biak, Numfor
dan Jayapura dengan menggunakan variasi metode pengumpulan data.
Selain pengamatan langsung dan penyelenggaraan FGD, juga dilakukan
wawancara mendalam di tiga daerah tersebut.

Alur penggunaan metode tersebut dalam studi ini bisa digambarkan
secara garis besar di bawah ini.
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1. Di Yogyakarta (Desk Study, FGD, dan Wawancara)

Kegiatan di Yogyakarta dimulaijauh sebelum peneliti terjunlangsung
ke lapangan. Aktifitas ini meliputi antara lain:

a. Desk Study
Kegiatan berupa studi literatur baik melalui buku-buku, laporan
penelitian, publikasi media, dan lain-lain terkait regulasi pemekaran,
pengalam pemekaran di berbagai daerah di Indonesia, sejarah dan
konteks lokal Kabupaten Biak Numfor, juga pembacaan terhadap
berita-berita seputar tuntutan pemekaran Biak Numfor.

b. Foccused Group Discussion (FGD)
Untuk memperkayainformasitentang konteks Kabupaten Biak Numfor,
dilakukan FGD dengan masyarakat Numfor di Yogyaka taphda tanggg
23 Januari 2008. Melalui kegiatan ini, peneliti dapat me Mﬂy{
informasi mengenai kondisi riil di Biak Numfor. I i ‘nas-i—l

awal dari peserta FGD ini kemudian terus dlperdala i a
dengan data-data sekunder yang diperoleh melaui web‘srtidan media

massa. Z
() 2
c. Wawancara mendalam (/)
Dilakukan dengan Akademisi dari Universitas Cende:a-wagb,gx
Joram Wambraw, pada tanggal 8 Mei 2008. Wawancara dengan] a
Wambraw sangat bermanfaat karena bisa men]adl

dan simpul komunikasi yang sangat memudahkan, bagi proses ri
berikutnya.
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7,
2. Di Biak (Desk Study, FGD dan Wawancara o=
Kegiatan lapangan di Biak dimulai pada tanggal 11 Mei 2@8 §Deﬁgan
bekal informasi dari hasil kajian yang dilakukan di Yogyaw peneliti
melakukan serangkaian kegiatan riset di Biak yang antara lain meliputi:

a. Desk Study
Dilakukan pencarian data berupa dokumen-dokumen daerah dan
dokumen pemekaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak
Numfor, tim sukses pemekaran, kalangan media, masyarakat, juga
gereja. Kegiatan ini dilakukan selama peneliti berada di Kabupaten
Biak Numfor, kurang lebih selama 2 minggu.

b. FGD

Kegiatan FGD antara lain dilakukan dengan:
1) Masyarakat Numfor di Biak
Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12 Mei 2008. Dari kegiatan ini
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tim peneliti dapat mendengar harapan masyarakat Numfor, cerita
tentang dinamika proses pembentukan Kabupaten Numfor, juga
problema yang tengah dihadapi saat ini.

2) FGDdengandinasdanbadandilingkungan Pemerintah Kabupaten
Biak-Numfor
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2008. Hadir
dalam FGD kali ini adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,
Dinas Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pekerjaan
Umum.

Wawancara Mendalam
Aktivitas ini dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi yan%a
lebih detil dengan topik-topik tertentu. Wawancara Yang\dilakukahﬁ

antara lain dengan: |:
1) Pihak media ‘ —
Aktivitas ini dilakukan pertama kali ketika tim_peneliti tib‘a iy

Biak, yaitu pada tanggal 12 Mei 2008. Hal ini diambil det‘ga&
pertimbangan bahwa kalangan media merupa can_aktor yangz
independen, dan lebih mengetahui akar pe % daar
peta aktor yang berkepentingan dalam tuntut(u_;g 4ka‘1{)
Kabupaten Numfor. Diskusi dengan pihak media-ini ibatka

wartawan dari Antara, Cenderawasih Pos, da’e pengelola situi)
Biak.go.id. —_—

2) Mantan Sekda Numfor Drs. [zaak Kapisa / \
Kegiatan wawancara ini dilakukan pada tanggal 12 Mei 2008.
Sebagai seorang birokrat senior, informasi dari Bapak Sekda sangat
membantu peneliti dalam membaca konstelasi poligjk‘ dafikondisi
kapasitas kelembagaan di Kabupaten Biak Numfer @ng’haﬁapi
pembentukan Kabupaten Numfor. ./

3) Dinas Perhubungan v
Dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2008. Kegiatan ini penting
mengingat masalah kondisi geografis jauhnya Pulau Numfor dari
Ibukota Kabupaten Biak Numfor disebut-sebut sebagai masalah
paling urgent yang melatarbelakangi munculnya tuntutan
pemekaran.

4) Ketua Klasis di Biak
Kegiatan ini dilaksanakan pada 16 Mei 2008. Wawancara ini
dilakukan mengingat pentingnya peran geraja dalam setiap
aktivitas kehidupan masyarakat Biak Numfor. Dalam tradisi
masyarakat Biak Numfor, gereja memainkan peran yang sentral
bagi perumusan kebijakan dan penyelesaian sengketa.
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5) Bupati Biak Numfor, Yusuf Melianus Maryen, S. Sos MM dan
Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, Nehemia Wospakrik
Aktivitas wawancara ini dilakukan pada tanggal 16 Mei 2008
malam. Dengan kegiatan ini peneliti dapat memperoleh informasi
mengenai sejarah tuntutan pembentukan Kabupaten Numfor,
serta komitmen dukungan pemerintah Kabupaten induk dalam
hal ini Pemkab dan legislatif bagi proses pembentukan Kabupaten
Numfor.

3. Di Numfor (Desk Study, Pengamatan, FGD dan

Wawancara)

Proses  penelitian
lapangan kemudian juga
dilakukandiwilayahlokasi
calon pemekaran. Untuk
sampai di Numfor, tim
peneliti harus melakukan
perjalanan laut dengan
perahu motor (speed boat)
selama 4 jam. Jauhnya
lokasi riset dan rawannya
medan perjalanan tidak
menyurutkan semangat tim peneliti untuk dapat mende%gTdaTm/ekha
langsung kondisi masyarakat Numfor. Kegiatan ini sangat penting agm’\
peneliti dapat memperoleh informasi dan data-data langsung dari daerah
calon pemekaran. Aktivitas penelitian di Numfor dapat di\lab ‘ kah se‘Pagai
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berikut: o 7\
40 F%
a. Desk Study % T
Aktivitas ini dilakukan 2 hari, selama peneliti berada &i Pu umfor.

Kegiatan desk study dilakukan dengan mengumpulkan ’ia{ta-data
berupa dokumen-dokumen yang ada baik di kantor kecamatan di
Numfor Barat dan Numfor Timur, gereja, tim sukses pemekaran, juga
masyarakat.

b. Pengamatan
Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari baik siang maupun malam dengan
caramengamatisecaralangsungkondisi geografis, infrastruktur, potensi
ekonomi dan modal sosial di Numfor. Mengingat Numfor adalah pulau
kecil, maka proses pengamatan ini cukup mudah dilakukan meliputi
seluruh wilayah.
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Gambar 1.2. FGD Tim Peneliti S2 PLOD UGM
dengan warga Numfor di Jayapura, 18 Mei 2008

4. Di Supiori Sebagai Pembanding (Penga

Wawancara)

Untuk memperoleh hasil kajian yang utuh, tin%neliti juga.
al ini

menyempatkan diri untuk melakukan studi di Supiori.

c. FGD

Aktivitas ini dilakukan dengan
masyarakat Numfor di Numfor
pada tanggal 14 Mei 2008, segera
setelah tim peneliti tiba di Pulau
Numfor.

d.  Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan
dengan ketua adat, keluarga
Numfor, kepala distrik dan
sekretaris, juga Tim Sukses

Pembentukan Kabupaten Numfo?,a
bersamaan dengan, proses”/

pengamatan lapaf gan.

sebagai pembanding atas usulan proses kebijakan peme Kabupat

Biak Numfor. Sebagai Kabupaten baru yang dimekarkan dari Kabuphatep
Biak, Supiori menjadi inspirasi bagi tuntutan pemekadan Biak NuquoD

Namun sayangnya, proses pemekaran Supiori dinil

, c o T
karena masih menyisakan banyak permasalahan pada masa transisi pasca

pemekaran. Aktivitas di Supiori meliputi:

a. Pengamatan

4}
s\ MAZ, ,.

Dilakukan kunjungan lapangan ke wilayah Supiori un&@e{ga‘ma’cl

kondisi fisik, infrastruktur, geografi, dan potensi 80

onomi

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari penuh pada tanggal 17 Mei 2008.

b. Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan dengan pejabat Pemerintah Kabupaten
Supiori dan warga masyarakat Supiori untuk mengungkap cerita
seputar pengalaman proses pemekaran Supiori.

5. DiJayapura (Desk Study, FGD dan Wawancara)

Untuk memperkaya data-data penelitian, tim peneliti kemudian
melanjutkan kegiatan lapangan di Jayapura. Kegiatan di Jayapura meliputi
Desk Study, Pengamatan, FGD, dan Wawancara, yang dilaksanakan selama
3 hari mulai tanggal 18 Mei 2008, sampai tanggal 20 Mei 2008. Rincian
kegiatan selama di Jayapura dapat dijelaskaan sebagai berikut:
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a. Desk Study
Dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder dari Universitas
Cenderawasih, Ikatan Keluarga Numfor di Jayapura, dan dari
masyarakat Numfor diJayapura. Dari kegiatan ini dipeoleh data tentang
kajian dari Universitas Cenderawasih tentang kelayakan Numfor
dimekarkan, juga dokumen dukungan pembentukan Kabupaten
Numfor dari Ikatan Keluarga Numfor.

b. FGD
Kegiatan FGD dilakukan pada tanggal 18 Mei 2008 bertempat di
kediaman Sdr. Joram Wambraw selama 5 jam, mulai darijam 14.00 WIT,
sampai jam 19.00 WIT. Kegiatan ini dilakukan dengan audiens Ikatan
Keluarga Numfor, dan sebagian besar warga Numfor di Jayapura®
Dalam kegiatan ini, peserta nampak sangat antusias mengikuti prosé_é
FGD. Acara berlangsung sangat demokratis, dan mampu\menyerajp—
banyak masukan dari peserta. Bahkan dalam kesemipatan ﬂh_lge erfa |

menyampaikan bahwa baru kali ini diberi kesempatan duduk ber
membicarakan masa depan pembentukan Kabupaten Numfor. (ol

c. Wawancara \ Z
Kegiatan wawancara dilakukan dengan beberapa H(ihak, a tara}lairg

1) Majelis Rakyat Papua (MRP). Kegiatan ini dilaksan a
tanggal 19 Mei 2008. Hadir dalam kesempatan ini Ir. Frans Ay
Wospakrik, Dra. Mintje Roembiak, Pdt. Hofni &mhmkmera
Hilda Imbir Wanggober. 0

2) Ketua Sinode Asal Numfor di Jayapura yaitu Pdt. Yemima Kre
Sth, Mth, dan Pdt. Yoku. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal
20 Mei 2008. N

3 ‘_‘§\ “Hllufw

o 2
6. Di Yogyakarta untuk pengecekan ulang }Dggs}tudy
dan Wawancara) N
Setiba di Yogyakarta pasca studi di lapangan, peneliti kemudian
menganalisis data-data hasil kajian, yang kemudian dilakukan proses
pengecekan ulang. Aktivitas di Yogyakarta pasca studi lapangan ini dapat
diuraikan sebagai berikut:

a. Desk Study
Data-data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dilakukan
pengecekan ulang dengan data-data sekunder yang telah diperoleh
sebelumnya melalui web site, dan media massa.

b. Wawancara
Sebagi bagian dari proses verifikasi, data yang diperoleh dari hasil
kajian lapangan kemudian dicroscheck ulang melalui kegiatan
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wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu warga Numfor yang
berada di Yogyakarta. Pada tahap ini, peran Sdr. Joram Wambraw
sangat membantu peneliti dalam melakukan pengecekan ulang data.
Kompilasi data dari berbagai sumber yang diakumulasi melalui
berbagai metode tersebut menghasilkan kuantitas dan kualitas data yang
memadai. Berbasis pada data tersebut tim peneliti melakukan analisis untuk
menjawab tujuan penelitian yang dituangkan dalam laporan penelitian ini.

D. STRUKTUR LAPORAN

Setelah bab pendahuluan, laporan penelitian ini disambung dengan
rangkaian bab dua sampai dengan bab enam. Bab dua berisi tentang konteks
lokal Numfor sebagai objek kajian studi ini. Pada bab ini disampaikan?)
posisi strategis Pulau Numfor, dengan romantisme kejayaaa-%sa lalunya/
pada era kolonial, juga berbagai permasalahn yang dihadapi Numf
dewasa ini. Problema marginalisasi ekonomi, renda
politik, keterbatasan akses pelayanan, serta ketertinggala
merupakan beberapa masalah yang pada akhirnya mendorong masyarak
untuk eksodus dan menetap di daerah lain. Konteks permasatahan inil
yang kemudian menguatkan tuntutan masyarakat untuk mperolzg

CY %
tan)

pemekaran.

Selanjutnya bab tiga menjelaskan tentang konstelasi_nm.tt
pembentukan Kabupaten Numfor. Pada bab ini, dinamika aspirasi tunt tal=
pemekaran disampaikan secara runtut berdasarkan periodisasi fy
Untuk menggambarkan dilema pembentukan Kabupaten Numfor, bab™qi
juga mengungkapkan kontroversi aspirasi yang mendukung dan me:?;}
pemekaran termasuk kendala marginalisasi etnis pribumi, isufsengketa
tanah, dan potensi kerusakan lingkungan. e

Bab empat berisi uraian analisis mengenai kesiaparik@s!tas»dan
resiko Numfor untuk mekar. Bab ini ditulis berdasarkan W! riil di
lapangan yang disesuaikan dengan kerangka regulasi pemekaran‘daerah
seperti yang diatur dalam UU No. 32/2004 dan PP No 78/2008. Secara
komprehensif bab ini menyajikan analisis kelayakan Numfor untuk dime-

karkan baik berdasarkan persyaratan administratif, fisik kewilayahan, mau-
pun indikator substantif seperti potensi Sumber Daya Manusia, kesiapan
kelembagaan, kapasitas manajemen konflik, kemampuan ekonomi daerah,
serta potensi dukungan politik dari pemerintah daerah induk, dan pusat.
Setelah menguraikan kelayakan pembentukan Kabupaten Numfor
pada bab sebelumnya, bab lima ditulis untuk menguraikan upaya-upaya
yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk mengatasi
permasalahan krusial masyarakat tanpa melalui kebijakan pemekaran
dan sekaligus dalam rangka menyiapkan pembentukan Kabupaten
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Numfor. Beberapa kebijakan yang direkomendasikan pada bab ini sifatnya
teknokratis, berangkat dari ide pengaktifan potensi yang dimiliki Numfor,
baik potensi ekonomi, kelembagaan, kerjasama, dan sebagainya. Penulisan
rekomendasi kebijakan juga dilengkapi dengan pertimbangan fisibilitas,
dan limitasi kebijakan.

Karena terdapat kemungkinan untuk dilakukan pemekaran yang
akan menghasilkan Numfor sebagai kabupaten tersendiri, bab tujuh akan
menguraikan manajemen transisi sebagai kabupaten baru. Sebagai daerah
otonom baru, tentu banyak keterbatasan permasalahan yang dihadapi.
Oleh karena itu diperlukan kebijakan transisi yang tepat pada periode awal
sebagai kabupaten baru.

Bab terakhir yaitu penutup berisi ikhtisar perjalanan tuntutan?
pembentukan Kabupaten Numfor dengan kompleksitas permasalahan d
potensi realisasinya. Disamping itu juga ditulis tentang r kebijakaE
pembentukan Kabupaten Numfor, terkait dengan kebjijakan ymakro di
tingkat pusat dewasa ini sehingga bisa disusun rekomend &1‘ a
sesuai kebutuhan daerah dan konstelasi kebijakan di tingkat nasional. |

—

-

JURUSAN PGL

J
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SBAB |
MATAHARI HAMPIR

TERBENAM DI PULAU

NUMFOR

)

/

—_—

Aspirasi masyarakat yang menuntut Numfor agar dijadikdn sel:‘a

kabupaten tersendiri bukanlah tuntutan yang datang—seea{a—t-iba-jib;

Mendengar cerita tentang masa lalu Numfor yang berjaya, kemudian seak

menemukan ironi ketika melihat kondisi kekinian Nunﬁb‘fﬁh’gﬁ'ﬁﬁl\ta%

atas tuntutan pemekaran di Pulau Numfor menemukan relevarm\
dengan kondisi sosial ekonomi dan pelayanan publik di Pulau Numfor.
Bab ini akan mendeskripsikan Numfor dengan segala permasalahan yang

. . N\ /
melingkupinya. P Wi

O F+
A. NUMFOR DI LAUT CENDERAWASIH o
Membayangkan Numfor adalah membayangkan Papua dengan cara
yang berbeda. Selama ini cara pandang populer tentang Papua selalu lekat

gy,

pada Papua daratan, terutama kawasan pegunungan tengah. Sehingga,
tidak aneh, citra tentang Papua identik dengan topografi pegunungan dan
lembah, masyarakat dengan budaya tribal dengan struktur sosial-politik
yang berpusat pada kepemimpinan Big Man, serta tradisi perang suku yang
menahun. Namun, citra populer tentang Papua seperti itu, ternyata tidak
sepenuhnya berlaku untuk melihat Numfor.

Perbedaan Numfor dengan citra populer tentang Papua salah satunya
nampak dari posisi Numfor secara geografis. Pada peta Indonesia, Pulau
Numfor merupakan salah satu pagar terluar yang dimiliki Indonesia. Pulau
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Matahari Hampir Terbenam Di Pulau Numfor

ini merupakan gugusan pulau yang berada di sebelah utara daratan Papua,’
terletak di Teluk Cenderawasih, dan berseberangan langsung dengan
Samudera Pasifik. Posisi ini menjadikan Pulau Numfor sebagai salah satu
tempat yang strategis dan penting untuk berhubungan dengan dunia luar
terutama negara-negara di kawasan Pasifik, Papua Nugini, Vanuatu atau
Philipina. Dengan demikian, keperbedaan cara pandang dalam melihat
Numfor dibandingkan kawasan Papua pada umumnya adalah Numfor
lebih direpresentasi dalam karakter daerah kepulauan.

Saboadal

Gambar 2.1. Foto Satelit Sebagian wilayah Papua

Sebagai daerah kepulauan, Numfor memiliki karakte
sebagai daerah pesisir. Karena wilayahnya sebagaian besar éh, maka
kehidupan masyarakat sehari-hari bergantung pada laut. Laut me’myimpan
potensi ekonomi yang cukup kaya. Demikian pula dalam karakter sosial
sangat diwarnai oleh ciri khas masyarakat pesisir yang lebih heterogen dan
terbuka.

Secara demografis, masyarakat di Numfor pada umumnya
didominasi oleh pendatang, dalam artian orang-orang Biak yang datang di

! Pulau Numfor adalah salah satu pulau yang berada di kawasan Kabupaten Biak
Numfor. Kabupaten Biak Numfor memiliki 2 (dua) pulau utama yaitu Pulau Biak dan
Pulau Numfor, serta lebih dari 62 buah pulau sangat kecil. Luas keseluruhan Kabupaten
Biak Numfor adalah 21.572 km? yang terdiri dari luas daratan 3.130 km? dan luas lautan
18.442 km? atau sekitar 5,11 % dari luas wilayah Provinsi Papua. (Sumber : Dokumen
RPJMD Kabupaten Biak Numfor 2004 - 2009)
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Matahari Hampir Terbenam Di Pulau Numfor

Numfor dan menetap disana.”? Penduduk Numfor yang berasal dari etnis
Biak, secara fisik memiliki kemiripan dengan ras Melanesia dan Papua
daratan. Mereka lebih pendek dari orang Malenesia tetapi lebih tegap dari
orang Papua daratan. Dan seperti kebanyakan daerah Indonesia bagian
timur, selain etnis-etnis lokal (asli), di Numfor juga terdapat sejumlah
kelompok pendatang yang sebagian berasal dari etnis Makasar, Bugis,
serta Ambon. Mereka sangat dikenal secara turun temurun sebagai
kelompok pedagang, sehingga mereka masuk ke Numfor karena faktor
ekonomi pula.?

Sedangkan yang disebut sebagai suku Numfor asli* hanya menem-
pati sebagian kecil wilayah di Numfor tersebut yang tersebar di beberapa
kampung kecil seperti Kansai, Wando, Ambermadi, Serbin, dan Nambeba
Selebihnya merupakan pendatang dari Biak yang masih sat
suku asliNumfor, tetapi mereka memiliki dialek yang berbeda:Suku Nume
asli melakukan migrasi meninggalkan pulaunya berpindah ke Manokwati
pada sekitar abad 17 dan menetap di sana. Warga Num g,
sering disebut sebagai Numfor Tulen, dianggap sebagai penduduk prifju
Numfor. Namun, dalam tafsir sejarah yang lain, warga-Nuanfor Tule?
justru disebutkan sama-sama berstatus sebagai pendatang, karena beras
dari etnis dan bahasa yang sama, yakni Biak. Dahulu pend‘uduk dalaman~

disebut orang Arfak, kulit mereka lebih hitam dari yang di pesisir. Bahasa)
yang digunakan adalah bahasa Biak yang didominasi oleh dialek Wadib&<

Swopodibo, dan Samber. Secara dialek dibagi menjadi se&nbﬂ-aa—ke]-en\gop

di pulau-pulau Schouten dan Numfor, serta tiga kelompok diale

? Interaksi orang Biak dengan orang luar itu terjadi terutama melaluishubungan
perdagangan dan ekspedisi-ekspedisi perang. Bukti terlihat pada ada g{ Pemuklman-
pemukiman orang Biak yang sampai sekarang dapat dijumpai di- tempat
seperti tersebut di atas. Rupanya pada masa sebelum kedatangan: ofang ‘Eropa di
Kepulauan Maluku dan daerah Papua awal abad ke-16, orang Biak ! Wen]ela]ah
ke berbagai wilayah Indonesia lainnya baik melalui ekspedisi- ekéf)edls perdagangan
dan perang yang dilakukan oleh orang-orang Biak sendiri maupun bersama dengan
sekutu-sekutunya, misalnya dengan Kesultanan Tidore atau dengan Kesultanan
Ternate. Kejayaan orang Biak untuk melakukan berbagai ekspedisi itu menghilang
pada akhir abad ke-15. Kabupaten Biak berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain di
seluruh provinsi, bahwa di seluruh provinsi hampir di seluruh Papua itu bahasanya dan
etnisnya sangat banyak. Etnisnya terkuak 50-an dan bahasanya sekitar 5000-an. Tetapi
hanya satu bahasa yang mendominasi yaitu bahasa Biak. Supiori, Nabire, Kepulauan
Memambo, Raja Ampat juga berbahasa Biak. Sebagian dari Ternate dan Tidore juga
berbahasa Biak. (Jurnal Antropologi Papua : 2003)

3 Keberadaan Suku Bugis yang berjaya dalam bidang perdagangan juga menimbulkan
kecemburuan tersendiri bagi warga Numfor Tulen. Mereka merasa tersisih di ‘’kandang’
mereka sendiri.

4 Nama Numfor berasal dari nama pulau dan golongan penduduk asli Pulau Numfor.
Penggabungan nama Biak dan Numfor menjadi satu nama dan pemakaiannya secara resmi
terjadi pada saat terbentuknya lembaga dewan daerah di Kepulauan Schouten yang diberi
nama Dewan daerah Biak-Numfor pada tahun 1959. (Jurnal Antropologi : 2003).
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emigrasi Roon, Doreh dan Waigeo Barat. Namun pada intinya, hanya satu
bahasa yang digunakan oleh Suku Biak Numfor.

Sedangkan subetnis Numfor asli terdiri atas Samber, Sopen, Manuor,
dan Mandeder (K.W Gallis 1961, Anton Ploeg 1970). Dari sisi komposisi
demografis, warga Numfor asli justru menjadi bagian minoritas dengan
tersisa hanya sekitar 40 hingga 50 KK saja. Penduduk Numfor Tulen hanya
menempati beberapa kampung saja yang terletak di Kecamatan Numfor
Barat, yaitu sekitar lima kampung dari total tiga puluh tiga kampung di
Numfor. Kelima kampung tersebut adalah : Kampung Kansai, Warido,
Namber, Serbin, dan Ambermasi.®

Selain memilik karakter sosial yang heterogen, struktur sosial
di Numfor juga relatif terbuka dan egaliter seperti halnya ciri umum?y
masyarakat pesisir. Secara historis, di Numfor tidak terd
sosial yang diatur secara jelas seperti dalam stratifikasi sosi asyarakE

dua golongan masyarakat, yaitu masyarakat bebas dan m
Golongan pertama, masyarakat bebas disebut manseren, artinya ya
dipertuan, pemilik, yang membuat putusan dan yang betkwasa, tetapi
bukan dalam arti bangsawan atau ningrat yang sesungguhya s i
terdapat pada orang Jawa atau orang Bugis. Golongan
atau manseren itu terdiri dari golongan masyarakat yang berasal dari Keret)

pendiri kampung dan golongan masyarakat yang berasal dari keret—ﬁer&

lain yang bergabung kemudian.® Perbedaan antara dua gﬂenga-a—m&-rr&rea

pendiri dan pemilik kampung, sedangkan golongan kedua hanya disebu
golongan manseren saja. /)
Golongan masyarakat yang disebut budak atau womei'begasal dari
tawanan-tawanan perang. Mereka ini tidak berhak untt§< @elﬁbentuk
rumah keret sendiri seperti yang sudah dijelaskan di atas,yte”f‘q,m@endapat
kamar atau bilik tertentu di rumah keret. Tugas utama golongan ini‘adalah
membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi siapa mereka dipertuan,

seperti berkebun, mencari ikan, membangun rumah dan lain-lain. Oleh

itu ialah bahwa golongan pertama disebut manseren mnu, artinya goloTng&

karena tugas yang demikian maka seorang budak sering dinamakan
juga dalam bahasa Biak manfanwan, artinya yang dapat disuruh untuk
melaksanakan pekerjaan tertentu.”

> Padahal Kecamatan Numfor Barat kebetulan juga menjadi daerah yang tingkat pemba-
ngunannya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Kecamatan Numfor Timur.

¢ Perbedaan antara kedua golongan Manseren itu ialah bahwa golongan pertama disebut
Manseren mnu, artinya golonan pendiri dan pemilik kampung, sedangkan golongan
kedua hanya disebut golongan manseren saja.

7 Tidak jarang terjadi bahwa seorang budak dapat merubah statusnya menjadi anggota
masyarakat keret asli, tetapi untuk membedakannya dengan anggota masyarakat keret
asli maka ia dan keturunannya mendapat sebutan keret kasun, atau keret kecil. Dengan
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Penggolongan sosial ke dalam dua golongan utama ini bergeser
pada konteks kekinian. Saat ini, kesatuan sosial dan tempat tinggal yang
paling penting bagi masyarakat Numfor adalah keret atau klan kecil. Suatu
keret terdiri dari keluarga batih yang disebut sim. Pada masa lalu, keret
tinggal dalam satu rumah rumsom (rumah adat) berbentuk bangsal. Rumah
adat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu rum rapak yang merupakan keluarga
penghuni bilik (sim) bagian belakang menghadap laut; yang kedua adalah
rum rawer sebagai keluarga penghuni bilik (sim) bagian depan; dan terakhir
rum som pesisir. Pada masa sekarang masing-masing keluarga batih (sim)
mempunyai rumah sendiri, tetapi biasanya mereka berkelompok menurut
keret dan mnu (Jules Michelet, 1995 : 13).

Ketika struktur sosial habis terbagi ke dalam keret, maka muncul’
kesadaran untuk membangun struktur yang menghubungkan antar keret. ,
Struktur itu selanjutnya dilembagakan ke dalam dewan ~Awal mu
pembentukan dewan adat dimulai pada tahun 1947 dengan di entuknE
lembaga Kainkain Karkara Biak (De Bruijn 1965:87). IrEmbag b
merupakan pengembangan dari lembaga adat Kainkain Karkara Mnu Yai
suatu lembaga adat yang mempunyai fungsi mengatur kehidtipan bersarr?
dalam suatu komnunitas yang disebut mnu atau kampung (J /hmqansoben

2003:14). Pada saat ini, Dewan Adat Biak merupakan sebgah perkumpplan~
a£

yang terdiri atas ketua-ketua keret. Keret ini dipimpin oleh ketua keret yang)
sangat ditaati oleh masyarakat. Bahkan kedudukannya dalam masyaraké~

mengalahkan aparat pemerintahan. Ketua-ketua kereNHi—mem-be@Lg

sebuah dewan yang dinamakan Dewan Adat Biak (DAB).;DW
membangun struktur yang hierarkis sampai ke tingkat kecamatan.
7,

B. PROBLEMA KETERISOLASIAN N L

Problema sebagai daerah kepulauan yang terisolisi@a pusat
pemerintahan dan pembangunan betul-betul dirasakan Bléh, Jnasyarakat
Numfor. Secara administratif pemerintahan, Numfor termasuk”dalam
wilayah Kabupaten Biak Numfor.® Pulau Numfor adalah satu dari dua
pulau utama yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Namun karena pusat
pemerintah kabupaten berada di Pulau Biak yang relatif lebih luas, maka
pulau tersebut relatif lebih maju dan menjadi daerah yang harus dituju.

demikian mereka berhak menggunakan nama keret, namun tidak mendapat hak penuh
atas hak-hak keret seperti yang dipegang oleh anggota-anggota asli keret.

8 Kepulauan Biak-Numfor membentuk suatu daerah pemerintahan berstatus daerah
kabupaten di Provinsi Papua dengan nama Kabupaten Biak Numfor. Kabupaten tersebut
selanjutnya dibagi ke dalam dua belas wilayah kecamatan, dan 153 desa. Ibukota Daerah
Tingkat II Kabupaten Biak Numfor adalah Kota Biak yang berpenduduk * 60.111 jiwa.
Selain berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan, kota Biak juga berfungsi sebagai pusat
pendidikan dan perekonomian daerah tersebut.
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Keadaan tersebut kemudian memaksa Numfor untuk harus ‘mengejar’
Biak dalam segala hal, dari aspek ekonomi secara umum, transportasi,
pendidikan, pembangunan infrastuktur, pendidikan, dan banyak aspek
lainnya.

Pada awalnya, Numfor telah memiliki dua distrik, yaitu Numfor Barat,
dan Numfor Timur. Pada bulan Desember 2007, Distrik Numfor Timur
dikembangkan menjadi satu distrik lagi: Distrik Yorker. Selanjutnya, ada
pemekaran menjadi tiga distrik lagi yaitu Bruyadori, Poiron, dan Orkeri.’

Mengacu pada aksesibilitas geografis, yang selanjutnya juga
berimplikasi langsung pada aksesibilitas pelayanan publik, Numfor
boleh dikatakan agak terisolasi atau mengalami keterbatasan yang cukup
signifikan. Secara geografis, letak Numfor sebenarnya lebih dekat dengan?s
Manokwari dibandingkan dengan Pulau Biak. Dari Manojmqi, Numf@g_/
dapat ditempuh dengan menggunakan kapal dalam waktutimg'jam, tuj
jam lebih cepat jika dibandingkan dengan waktu tempu!w;::;b:(r:or
Biak yang memakan waktu dua belas jam. Hal ini diperku ga
dari seorang warga Pulau Numfor : p |

_

“Jika dibandingkan, jarak dari Numfor ke Biak atau ke Manokwari,

lebih dekat dengan Manokwari. Jika dengan pesawat i;;f:;ﬁe/ ‘

Manokwari, dengan kimapea atau dengan perahu cuncung yang

menggunakan mesin memakan waktu 3 jam, jika menggunakan

tenaga angin butuh waktu 8 jam. Padahal jika ke Biak m%&%k%/\

waktu 24 jam. Jadi jauh lebih sulit ke Biak ketimbang ke Manokwari.

Nah dan ini menyebabkan akses untuk pelayanan ini kalau melaui\

laut agak susah kecuali melalui pesawat.”* /)

e i,

Selain masalah geografis, keterisolasian juga dapatgii@i nalisasi
melaluiaksesabilitasnyaterhadapsaranakomunikasidansa;afi"@,i;mmportasi.
Karena wilayah Pulau Numfor yang kepulauan, maka akses 'darat’adalah
hal mustahil, sehingga mengandalkan transportasi laut dan udara. Akses
melalui perjalanan laut hanya dapat dilakukan melalui Pelabuhan Saribi di
wilayah Numfor Barat, satu-satunya pelabuhan laut yang dimiliki Pulau
Numfor. Terdapat tujuh armada yang melayani transportasi laut menuju
dan dari Numfor ke Biak dan ke Manokwari. Sayangnya, kapal menuju dan
dari Biak justru tidak beroperasi setiap hari, atau hanya setiap sekitar tiga

? Pemekaran distrik tersebut selain untuk memudahkan akses masyarakat terhadap
pelayanan publik, juga ditengarai sebagai salah satu jalan untuk memuluskan langkah
Numfor untuk menjadi kabupaten tersendiri.

10 Seperti yang diungkapkan oleh Joram Wambraw dalam wawancara dengan Tim Peneliti
52 PLOD tanggal 8 Mei 2008, di Yogyakarta,
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atau empat hari sekali." Itu artinya, jika orang keluar dari Pulau Numfor
ataupun sebaliknya, masuk ke Pulau Numfor, harus menunggu hingga
empat hari kemudian untuk dapat bertolak.

Sedangkan akses dari Numfor ke Teluk Cenderawasih, tepatnya ke
Manokwari yang jaraknya lebih dari dua kali lipat jauhnya, yaitu 147 km
namun hanya membutuhkan waktu yang relatif lebih pendek. Dari dermaga
— ~ Sar%bi di Numfor Baratf

n, perjalanan ke Manokwari
‘ hanya membutuhkan waktu
( sekitarlimajam. Untukmenuju
Manokwari, telah terdapat
sarana transportasi yaitt?)

kapal feri Pagua\Situ, PapL&

Dua, Papua an Pap

Empat yang rutin
Jika mengingi

: yang lebih “cepat dari Bi
Gambar 2.2. Pelabuhun:Pint;t Pembuka Keterisolasian mentyu Num terda}%
Numfor pesawat Twin Qtter ya
membutuhKan waktu hanyg~
sekitar tiga puluh menit. Itupun tidak setiap hari beroperasi, yaitu hanya)
pada hari Senin dan Rabu saja dan harus memesan seminggu sebelur-l‘ny@f
karena hanya terdapat 17 kursi. Pesawat ini beroperasi i e

terbang perintis yang letaknya di Distrik Numfor Timur."?/
Ketersediaan sarana transportasi merupakan salah satu poin pentin

menuju perkembangan sebuah daerah. Kesulitan transportasi yang dialami
oleh Pulau Numfor selanjutnya menyiratkan sulitnya masyax
dalam mengakses pelayanan, termasuk hal yang sifatny:
seperti pengurusan surat-surat kependudukan, perizinan,yd )
Mereka harus menyeberangi lautan dalam waktu yang tidak sebentar hanya
demi mengurus surat-surat ke kabupaten.

Keterisolasianternyatatidak selalu bermaknaketerisolasian geografis.
Sebagai dampak lanjutannya, Pulau Numfor menggenapi keterisolasiannya
dengan keterbatasan suplai energi serta sarana komunikasi dan informasi

yang serba minimalis. Slogan yang diusung oleh PLN yaitu “Listrik
Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik”, sungguh menjadi harapan bagi warga
Numfor. Di tengah hingar-bingar arus teknologi dan informasi belakangan
ini, ternyata Numfor masih harus mengalami keterbatasan dalam suplai

I Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, tanggal 14
Mei 2008 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.
2 my.opera.com/luluch/blog
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energi. Listrik sebagai salah satu ‘nyawa’ bagi aktivitas keseharian, ternyata
hanya tersuplai selama empat jam setiap harinya, mulai dari pukul 18.30
WIT hingga pukul 22.30 WIT. Listrik di Pulau Numfor merupakan bagian
dari program LisDes (Listrik Desa) PLN."® Sehingga dapat kita bayangkan,
bahwa keadaan tersebut tidak memberikan ruang sedikitpun bagi dunia
industri untuk berkembang dengan lebih baik sebab pasokan listrik menjadi
unsur pokok. Jangankan untuk industri skala besar, pada level menengah
dan kecil sekalipun, tentu tidak mampu mengembangkan industri secara
maksimal.

C. PROBLEMA MARGINALISASI EKONOMI DAN
PELAYANAN PUBLIK o

Wacana tuntutan yang terlanjur terlontar agar or menjadi/
kabupaten tersendiri sebenarnya bukan untuk mengibat semangg
etnisitas yang sempit, namun lebih untuk mengambil e%wan’—
terhadap struktur dominasi yang membuat masyarakat elljaE’S
tersisih. Dominasi dapat terlihat pada aksesabilitas masyarakat Numfon_
terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Nuansa muarginalisasi
begitu kental terlihat dari ketidakadilan dan ketidakmeratgan akse
terhadap berbagai pelayanan publik antara Pulau Numfor dengan PFlam
Biak. Marginalisasi atas Pulau Numfor dapat dilihat dﬁ.r.i_bab&:a.pa!si i
yaitu marginalisasi dalam hal infrastruktur, pelayanan‘dasar, pelay nafn™
administratif dan perekonomian. ;’\ 2
1. Minimnya Pembangunan Infrastruktur Pasca Kelonial \

Infrastruktur di Pulau Numfor, seperti halnya daerah-dagrah lain,
tidak mengalami pemerataan dan bias kota, atau cenderung be{‘e}uﬁlé di pusat
pemerintahan. Jalanan pada awalnya dibangun pada masa_peémjajahan
Sekutu, dan sejak itu tidak pernah dilakukan perbaikan lag%biﬁg  sekitar
tahun 2000. Jalanan di Numfor merupakan bekas dari mag’d’f)enjajahan
pendudukan Sekutu ketika menjadikan Numfor sebagai basis mil?’cernya di
Kawasan Pasifik. Baru sekitar tahun 2005 pembangunan infrastruktur jalan
dimulai lagi.

Total jalan yang teraspal di Pulau Numfor hanya sekitar 50 km.
Untuk wilayah Pulau Numfor yang rata-rata luas wilayah tiap desanya
sekitar 33 km?, tidak ada jalanan aspal yang lebih dari 5 km untuk total
satu desa. Bahkan rata-rata hanya sekitar 2,5 km saja. Parahnya lagi, jalan
aspal yang sudah ada kini tidak ada yang berstatus baik. Sekitar 44 km
berstatus sedang, sedangkan 5 km sisanya berstatus rusak."* Sedangkan

% Dikutip dari my.opera.com/luluch/blog (Blog pribadi dr. Luluch Mulyani, dokter PTT
yang bertugas di Numfor Timur)
4 Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2005
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untuk akses jalanan menuju ke daerah perkampungan, hanya terdapat dua
pilihan, yaitu jalanan kerikil, atau jalan tanah. Sayangnya, pembangunan
infrastruktur jalan ini juga masih terbatas pada daerah-daerah tertentu yang
menjadi konsentrasi pemukiman dan fasilitas pelayanan publik, sehingga
secara tidak langsung, akses masyarakat terhadap pelayanan publik lebih
mudah bagi mereka yang tinggal di pusat, namun masih tetap sulit bagi
mereka yang hidup di daerah pedalaman.”

Tabel 2.1.
Panjang Jalan Berdasarkan Kualitas
Kualitas Aspal Kerikil Tanah

Baik - - - J
Sedang 44 km 15 km TN A4
Rusak 5 km 8,3 km v - —
Rusak Berat - 10 km 44‘9 km ' —
Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Biak Numfor , tahun 2004, ‘ O
/ (a1

Buruknya kondisi jalan
dirasakan sendiri oleh tim
peneliti selama berada di Pulau
Numfor. Baru sebagian kecil
jalanan yang kondisinya cukup
baik dan itupun baru mulai
diperbaiki sejak sekitar tahun
2005 ketika wacana tuntutan
agar Numfor berdiri menjadi
kabupaten  sendiri  mulai
mengemuka. Konsekuensi
dari keadaan tersebut adalah
bahwa mobilitas masyarakat
Numfor sangat terbatas hampir
dalam segala aspek, termasuk Gambar 2.3. Salah Satu Jalan yang Kondisinya Sudah
dalam bidang perdagangan pgoys
dan ekonomi secara umum,
serta bidang pendidikan. Konsekuensi lanjutan dari rendahnya mobilitas dan
aksesabilitas masyarakat Numfor adalah kesulitan mereka dalam memasarkan

C
& ..‘
D

hasil alam mereka baik dari daerah pedalaman menuju ke kota, lalu dari kota ke
pantai, lalu selanjutnya dari pantai menuju daerah lain. Buruknya infrastuktur

> Pembangunan jalan aspal masih terkonsentrasi di pusat pemukiman. Data ini tergambar
dari data pembangunan jalan di Wilayah Pulau Numfor yang tertulis dalam Dokumen
Rancangan Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2004.
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jalan juga berimbas. Sedangkan transportasi dalam pulau juga masih terbatas,
yaitu hanya tersedia empat mikrobus yang beroperasi muali pukul 06.00
hingga pukul 21.00 WIT. Jika terlalu kerepotan menunggu mikrobus tersebut,
maka akses transportasi lokal beralih pada motor ojek.

2. Problema Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan

Untuk fasilitas pendidikan, pemerataan hampir terjadi untuk tingkat
SD namun untuk jenjang yang lain masih terkonsentrasi pada beberapa
wilayah saja. Untuk sekolah TK, di keseluruhan Pulau Numfor hanya
terdapat tiga buah Taman Kanak-Kanak yang terdapat di Yemburwo,
Komasoren, dan Manggari. Sedangkan untuk SD hampir merata di semua
desa. Dari total 33 desa, terdapat lima desa yang belum memiliki SD, yaitu
di desa Raribo, Desa Sub Mander, Desa Wansra, Desa Sub Manggunsi, datd
Desa Pomdori. Pada level SMP, Di seluruh Pulau Numforfianya terdapaiﬁ

empat sekolah SMP, yaitu di Desa Yemburwo, Bruyado 1, ber, d
Kansai. Sedangkan untuk tingkat SMA, hanya terdapat <‘ua buah se la‘h_

5P
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di Pualu Numfor, yaitu di Sauribru dan Kameri. )
4 | &
Tabel. 2.2 N\ —
Jumlah Gedung, Guru, dan Murid di Pulau Numfo <
Gedung Guru Murih-—- ‘ (S
TK 1 2 1 1 x
SD 22 120 202L_/\ -
SMP 3 22 281 !
SMA 1 14 214
SMK 1 4 70 7
Sumber : Diolah dari dokumen Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka ta&m%éﬁ
§ -

Sebenarnya masyarakat Numfor memiliki kepeduhara,7 ang cukup
terhadap pentingnya pendidikan.Sudahada dalamkesadaranmerekabahwa
pendidikan akan memberikan pengaruh terhadap masa depan individu
putra-puteri mereka. Mereka juga sangat menyadari bahwa kemajuan dan
perkembangan Pulau Numfor akan terletak di tangan generasi muda yang
terdidik dan berilmu. Hal tersebut tergambar dari antusiasme para peserta
FGD (atau nara sumber) yang pada umumnya memiliki cita-cita untuk
menyekolahkan anak mereka ke luar Pulau Numfor, misalnya ke Jawa atau
ke Makasar yang kualitas pendidikannya lebih baik. Namun mereka masih
terbentur dengan biaya, mengingat hasil potensi yang mereka hasilkan
tidak bisa dipasarkan secara lebih luas.

“Padahal keinginan kami juga harus anak-anak kami juga harus
disekolahkan keluar Papua seperti ke Jawa sehingga anak kami bisa
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baik, dapat ilmu yang banyak sehingga kembali sudah bisa mengatur
Pulau Numfor ini, maju seperti daerah-daerah kami atau daerah
daerah diluar Papua seperti di Jawa di Makasar dan lain-lain.
Pokoknya keluar daripada potensi Papua.”1°

Masih terkait dengan masalah pendidikan, warga Pulau Biak juga
menghadapi masalah lanjutan tentang lapangan pekerjaan yang tersedia
bagi generasi muda Pulau Numfor. Anak muda Numfor yang telah
menyelesaikan pendidikannya, entah setara SMA maupun perguruan
tinggi, tidak lantas dengan mudah mendapatkan pekerjaan.

3. Keterbatasan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, nasib Pulau Numfor hampir setali tig‘éa
uang dengan hal pendidikan. Ketlmpangan terlihat dari sekl-e\pelayanay
kesehatanyangserbaminimalis
mulai dari prasarana fisik
seperti bangunan dan instalasi
kesehatan, hingga kurangnya
tenaga medis dan ketersediaan
obat-obatan. Posisi geografis
Pulau Numfor sebagai sebuah
kepulauan tersendiri tentunya
sangat membutuhkan fasilitas
kesehatan yang stand by
setiap saat. Di Kabupaten
Biak Numfor, rumah sakit
milik negara hanya ada satu

dan terdapat di Biak Kota o '
Gambar 2 4. Puskesmus Yembu@o

dengan kapasitas tempat tidur Fasilitas Pelayanan Kesehatan dfﬁm
hanya 123 tempat tidur saja. /4

Sedangkan rumah sakit milik militer ada dua buah dengan kapasitas tempat
tidur 62 tempat tidur dan terletak juga di Pulau Biak."” Di Pulau Numfor

sendiri tidak terdapat rumah sakit. Bisa dibayangkan, jika seorang warga
Pulau Numfor mengalami sakit yang cukup parah atau membutuhkan
perawatan kesehatan yang cukup serius, mereka terlebih dahulu harus
menjangkau Pulau Biak dengan menyebrangi lautan dalam waktu yang
lama dan dengan biaya yang besar. Beruntung, pada tahun 2005 sebuah
apotik didirikan oleh klasis yang bergerak di level kecamatan. Apotik ini
berada di Distrik Numfor Timur.

6 Hasil FGD antara Tim Peneliti S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan para
Kepala Kampung Numfor, tanggal 14 Mei 2008 di Numfor.
7 Data diolah dari Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka, Tahun 2005

39

PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM



Matahari Hampir Terbenam Di Pulau Numfor

Tabel 2.3.
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Tersedia di Pulau Numfor
Fasilitas Kesehatan Jumlah

Puskesmas 3
Puskesmas Pembantu 8
BKIA

Dokter Umum 3
Bidan 15
Perawat 13

Sumber : Diolah dari dokumen Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2007
™\ N
Fasilitas kesehatan tersebut pun terkonsentrasi di pusat pefgerintahajp—
(kecamatan). Terkait dengan kondisi infrastruktur jalan )‘:a;gih;nrakz
masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pedala.cnan_tenm_jka@
mengalami kesulitan untuk mengaksesnya. Sulitnya ‘akses pelayanaf-
kesehatan akan sangat terasa ketika warga Pulau Nu
sakit keras atau membutuhkan penanganan yang agak sérius. Mengingat{_
keterbatasan tenaga medis, instalasi kesehatan, dan obat=
tidak ada pilihan lainnya kecuali harus menyeberangi laummvu]
rumah sakit daerah yang terletak di Pulau Biak. \ _—
Tidak mengherankan ketika tim peneliti melakukan FGD_dengar
masyarakat, tuntutanakan perbaikan fasilitas kesehatan sahgat mengemuk

sehingga pemerintah harus segera merespon tuntutan tersebut dengan
menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. )

K&

SN SR,
4. Keterbatasan Aksesabilitas Pelayanan Administrai% ”{ ’ §

Usaha untuk mendekatkan pelayanan publik ke rak};ﬁ; sebenarnya
bisa dilakukan dengan memperbanyak atau menyebarka% berbagai pusat
pelayanan publik (seperti kantor kecamatan, Puskesmas, Polsek, sekolah,
dll) ke kawasan pinggiran, membangun prasarana jalan, dan memberi
kewenangan untuk melayani publik ke tingkat kecamatan. Namun kondisi
di Numfor selama ini belum memungkinkan hal tersebut. Seluruh aspek
pembangunan lebih banyak terpusat di ibu kota kabupaten dan Pulau
Biak. Oleh sebab itu dapat dimengerti jika kemudian tuntutan pemekaran
merupakan jalan tercepat dan dipandang efektif untuk mendekatkan
pelayanan publik ke masyarakat.

Selain mengalami kendala dalam masalah akses terhadap pelayanan
publik, warga Numfor juga mengalami kendala dalam aksesabilitas
administratif. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan pusat pelayanan
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pemerintahan yang tersentralisasi di pusat kota atau di ibukota kabupaten.
Sentralisasi tersebut memang akan mempermudah koordinasi antar
instansi, namun dengan kendala geografis yang sedemikian rupa,
maka konsekuensinya adalah bahwa pelayanan administratif terhadap
masyarakat menjadi tidak optimal, atau tidak tertangani dengan baik.

Dahulu ketika Numfor masih terbagi atas dua distrik yaitu distrik
Numfor barat dan distrik Numfor timur, hanya terdapat satu kantor
distrik yaitu di Yemburwo, namun pada setiap kampung telah memiliki
kantor kampung (Kantor Kepala Desa). Sedangkan untuk kantor sub unit
pelayanan pemerintahan, terdapat beberapa kantor yang menjadi kantor
perwakilan di Numfor, yaitu :

Tabel 2.4.
Kantor Pemerintahan yang Terdapat di Pulau Numfor
Instansi Jumlah Lokasi
Kantor Perhubungan 2 Yemburwo dan Saribi

4
|
\

Kantor Perikanan 2 Yemburwo dan Kansai

Kantor Pertanian 3 Yemburwo, Duai, dan Kansai
Kantor Kehutanan 2 Yemburwo dan Kame;(
Koramil 2 Yemburwo dan ﬂ‘uyad&ri ,
Polsek 2 Komasoren dan Kamreri — |

Kantor Peternakan 1 Duai , |
Sumber : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Biak Nunifor tahun 2004 \

Untuk wilayah Pulau Numfor yang memiliki Karakter geografi
tersendiri yaitu wilayah kepulauan, maka pelayanan terhadap kep»entingan
publik menjadi suatu prioritas yang harus diusahakan.

J

\\\"s\ “Hlm{,”

5. Stagnasi Roda Perekonomian Numfor Q<%
Rentang jarak yang cukup jauh dan keterbatasan huL) niekonomi
dan perdagangan antara Pulau Numfor dengan Pulau Biak sebagai pusat

pemerintahan telah mengantarkan Pulau Numfor sebagai sebuah pulau

SRy,

yang mandiri secara ekonomi. Artinya, terlepas dari besar atau kecilnya
pendapatan yang diperoleh, masyarakat telah terbiasa untuk survive
dengan menyandarkan kehidupan mereka dari sektor informal sederhana
dengan tidak menggantungkan intervensi pemerintah maupun kelompok
pedagang atau pengusaha besar yang memiliki jaringan nasional. Pada
satu sisi, keadaan tersebut dapat bermakna positif ketika dipahami sebagai
salah satu wujud kemandirian ekonomi, namun sekaligus akan bermakna
negatif bagi sebuah kehidupan jangka panjang, sehingga Numfor harus
tetap menyiapkan sebuah bangunan pondasi perekonomian yang kokoh
dan lebih menekankan pada sektor informal. Ketergantungan pada
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sektor informal sebenarnya bukan sebuah permasalahan jika mampu
mengembangkan potensi sumber daya alam dan memiliki kapasitas yang
memadai untuk mengolah sumber daya alam tersebut.

Sektor informal seperti pertanian, kelautan, perkebunan yang masih
berkutat pada wilayah domestik tersebut yang selanjutnya membawa
Numfor pada situasi perekonomian yang stagnan. Walaupun masyarakat
tidak menggantungkan kehidupan pada pemerintah atau sistem ekonomi
dan perdagangan yang lebih besar, mereka tidak memiliki kecukupan
kapasitas untuk mengembangkan diri. Salah satu contoh yang paling
sederhana adalah bahwa mereka mengalami kendala dalam memasarkan
hasil potensi yang ada. Jika hasil perdagangan tersebut akan dipasarkan di
Biak, konsekuensinya bahwa mereka harus mengeluarkan biaya yang cukug?y
besar hanya sekedar untuk melakukan perjalanan. Bahkan, seri
harus menginap di Biak jika barang dagangan mereka be ku terjuE

adalah ~ memasarkan
potensi yang ada. l‘otensi

ada ini sebaiknya dipasarkan
kemana? Ke Pulau Biak ‘
jaraknya cukup jablk,.m.zmakan/\
biaya yang besar?

waktu yang kami butuhkan
untuk menginap di Biak juga
cukup  lama. Men .._nw “
cuaca, kadang alam._j i1 0-ti
mengizinkan (untuk berlayar, penulis), sehingga dari hasil yang k
peroleh itu sudah dihabiskan juga di Biak sana. Maka kami jpu ﬂng
dengan tangan kosong. Dan sampai di Numfor orang yang berkeluarga
ketemu ibu, ibu marah menuntut bahwa hasil itu dimana, itu kendala.
Lebih lumayan jika kita bawa hasil dari Numfor ke Manokwari...”?

JURUSAN POL

Gambar 2.5. Suasana Pasar di Numfor

Kendala struktur ekonomi tersebut juga muncul dalam lingkup
lokal. Dari keterangan yang diberikan oleh tokoh masyarakat serta dari
hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh Tim Peneliti S2 PLOD,
pada bidang perdagangan, perekonomian warga Numfor berada pada

8 Diungkapkan oleh Kepala Kampung Soroa dalam FGD antara Tim Peneliti S2 Politik
Lokal dan Otonomi Daerah dengan para Kepala Kampung Numfor tanggal 14 Mei 2008
di Numfor.
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posisi yang tersubordinasi. Pasar dan perdagangan lebih dikuasai oleh para
pedagang dari Bugis dan Makasar. Mereka sangat dikenal secara turun
temurun sebagai kelompok pedagang, sehingga mereka masuk ke Numfor
juga karena faktor ekonomi. Keberadaan Suku Bugis yang berjaya dalam
bidang perdagangan juga menimbulkan kecemburuan tersendiri bagi
warga Numfor Tulen. Penguasaan sektor usaha kecil tersebut kemudian
mengakibatkan adanya dislokasi terhadap masyarakat asli yang membuat
mereka merasa tersisih di ‘’kandang’ sendiri sebab hanya sebagian kecil saja
warga Numfor yang bergerak di sektor perdagangan.

Peranan perbankan juga masih sangat terbatas dalam menggerakkan
roda perekonomian di wilayah tertentu saja dan tidak mampu menggerakkan
pengembangan ekonomi pedesaan. Di seluruh Pulau Numfor, hanya terdapat?y
satu bank pemerintah, yaitu Bank Papua. Minimnya kehadiran pat@{f)erbank&
di Numfor, secara tidak langsung menyiratkan bahwa transakst dagangain_—
baru sebatas tingkat lokal dan dalam jumlah nominal yang tidak signi

Mengacu pada konsep kebijakan makro ekonomitﬂﬂg i *k
bagi Numfor, sempat lahir sebuah harapan akan pembangunan ekofo
Numfor yang lebih baik pada sekitar tahun 1990-an. Atas dasar dagi kebijakz?
pemerintah pusat, dibentuklah sebuah kawasan pengemt:ang ekono
terpadu di beberapa kawasan di Indonesia yang disebut {deng Kawjvalfsa@n
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Program ini untuk membangun)
sebuah jaringan ekonomi yang memadukan beberapa kawasan, dimana lsat@ﬁ

fikan. —

kawasan menajdi pusatnya dan kawasan lain menjadi hin&%&nd.—léa-ba—;&tea

tersebut bersama-sama dengan beberapa kabupaten disekitarnya, seperti
Kabupaten Manokwari, Kabupaten Yapen Waropen, Nabire, dan Mimika.
Namun pada perjalanannya, KAPET Biak cenderung tumbuh sebagai
kebijakan pembangunan sentralistis yang hanya membegil@’l ?»im.pian
Abunawas” tentang kemajuan. Bukannya menjadi pemicy, Iféﬂ;ﬁm angan,
KAPET justru menjadi kapot (dalam bahasa Numfor berarti rusak). Untuk
menghindari dampak kontraproduktif semacam ini, kebijakan untuk

Biak Numfor terpilih menjadi salah satu daerah yang menjadi'sasaran prN

menentukan arah pembangunan ekonomi harus dirancang agar memiliki
akar kuat terhadap potensi dan karakter daerah. Dengan strategi semacam
ini, aktivitas perekonomian diharapkan mampu menjadi instrumen riil
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

D. RENDAHNYA TINGKAT REPRESENTASI POLITIK

Representasi politik dari suatu wilayah tertentu menjadi satu
kebutuhan yang sangat penting. Bagi daerah-daerah pinggiran yang
mayoritas penduduknya mempunyai perbedaan yang mencolok dengan
mayoritas penduduk di wilayah kabupaten induk, selalu merasa bahwa
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aspirasi mereka tidak terwadahi karena wakil-wakil yang duduk di
pemerintahan dianggap tidak merepresentasikan aspirasi kelompoknya.
Ketidakterakomodasikannya kepentingan dan representasi politik mereka
menyebabkan mereka berusaha untuk memekarkan diri demi untuk
menunjukkan eksistensi dan politik identitas mereka.
Problemarepresentasi politikjuganampakjelasdari masyarakat Numfor.
Ketika Tim Peneliti S2 PLOD membaca data KPU mengenai hasil Pemilihan
Umum 2004, maka terlihat dua persoalan yang mendasar, yaitu: pertama,
keterwakilan politik Pulau Numfor dalam daerah pemilihan digabungkan
dengan kecamatan Yedidori, dan Biak Barat. Hal ini artinya ruang representasi
politik tidak didesain berdasarkan karakteristik kepulauan melainkan secara
sederhana dilakukan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang?

secara geopolitik-kultural berbeda menjadi satu daerah pemili,ba,& \

Tabel 2.5. (1 l:

Distribusi Anggota DPRD Menurut Daerah Pemili ‘ 5

Daerah Pemilihan Kecama’;m atautGabungan ’]u.mlgh Kurs! Q-

ecamatan — —

Biak Numfor 1 Samofa, Biak Kota kaursi\ <

Biak Numfor 2 Biak Timur, Padaido ursi L—— ‘ (S
. Yendidori, Biak Barat, ; ‘

Biak Numfor 3 . b kursi (a'd

Numfor Barat, Numfor Timur |\ . >

Biak Numfor 4 Warsa, Biak Utara Zkursi \\ -

Sumber : KPU 2004 / \

Kedua, sebagaikosekuensidaerahkepulauanmaka partai polftlk hanya
memusatkan aktivitasnya di wilayah-wilayah yang dekat @é bukota
kabupaten seperti kecamatan Biak Barat. Dengan demikian, ak 1t§s partal
politik akan lebih fokus di Pulau Biak dan kosekuensi berlkmtngf ndahnya
keterwakilan wilayah-wilayah di luar Pulau Biak. Keadaan tersebiit seperti
mendapat affirmasi dengan hasil Pemilu 2004 dimana tidak ada satupun
wakil dari Pulau Numfor yang lolos sebagai anggota legislatif di DPRD,
padahal pada Dapil Biak Numfor 3 tersebut, Numfor Barat dan Numfor
Timur, lebih dari sepertiga penduduk berasal dari Pulau Numfor.*

Tuntutan pemekaran yang diajukan oleh warga masyarakat Pulau
Numfor juga menunjukkan adanya upaya mereka untuk mengembalikan
atau menunjukkanidentitas dan eksistensi mereka. Representasi masyarakat
Pulau Numfor dalam pengelolaan Kabupaten Biak Numfor dapat dijelaskan
melalui keterwakilan dalam tubuh birokrasi pemerintahan. Sayangnya,

19 Komposisi penduduk pada Dapil Biak Numfor 3 : Numfor Barat : 4056 KK, Numfor
Timur : 5676 KK, Yendidori : 6842 KK, dan Biak Utara : 7571 KK.
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rekrutmen birokrasi dari Pulau Numfor masih sangat terbatas. Dari
keterangan seorang tokoh masyarakat Numfor, Joram Wambraw, aparat
birokrasi yang berasal dari Pulau Numfor baru sebatas pejabat eselon IV.

E. WACANA KEJAYAAN NUMFOR DI MASA LALU

Hal yang berkaitan dengan ingatan akan masa lalu nampaknya juga
menjadi pendorong munculnya ide pemekaran Pulau Numfor. Keberadaan
gereja dan warisan fasilitas pada masa pendudukan sekutu di Pulau Numfor
masih erat melekat pada ingatan kolektif warga Pulau Numfor. Ingatan
itu pula lah yang kemudian menginsipirasi warga Pulau Numfor untuk
berjuang meraih kembali kejayaan yang pernah mereka nikmati pada masa
lalu. Dari keterangan yang diperoleh selama wawancara dengan berbagai’)
narasumber yang terdiri atas tokoh-tokoh di Pulau Nu
gambaran bahwa Numfor pada masa lalu merupakan sebtia

membanggakan bagi warganya. Justru pada masa kol(tznial, yai
penjajahan Belanda, mereka bisa turut menikmati berbagdi-fasil

yang selanjutnya memberikan kenyamanan hidup bagi mereka. | A
Saat Numfor berada pada masa jajahan Belanda dan dijadikan sebag%

basis Angkatan Udara Sekutu di Kawasan Pasifik, jalan—'gllarLTEmfo&E
erlua tapr

lebih nyaman dan bagus, walaupun utamanya untuk k kegi
militer Sekutu. Warga Numfor otomatis juga turut umsaxan_!asitaa
tersebut. Hingga saat Sekutu meninggalkan Numfor pada sekitar t e

1945.% Infrastruktur jalan ini masih mereka nikmati hingg i fic
oleh waktu, tanpa sempat dilakukan perubahan. Jarang, sekali dilaku
perbaikan, apalagi pembangunan berbagai infrastruktur yang baru. FR’\
7,

“Ya, kadang kami mengandaikan waktu zaman Belanda masihGisa

minum susu, makan roti pagi. Sekarang tidak. Ya, dan dg <

ada toko besar di Kameri, Cina. Cina punya toko besar di sttu, dulu

di Kameri. Tetapi sekarang tidak ada. Dia mengumpul teripang,

mengumpul hasil laut, jadi itu bagus jaman-jaman itu. Sekarang
semua sudah tidak ada. Jadi rupanya yang saya jauh tangkap baik
yang di kampung maupun yang di kota-kota Bapak-Bapak yang itu,
semua sepakat bahwa Numfoor harus dibangun. Dan dibangunnya
solusinya menurut mereka ya pemekaran itu Pak.””!

Seperti halnya daerah-daerah lain di Papua, Kabupaten Biak Numfor,

? Selain infrastruktur jalan, jejak Sekutu juga masih dapat terlihat dengan jelas dari
bangkai pesawat, bangkai mobil, dan tugu peringatan.

2 Seperti yang diungkapkan oleh Joram Wambraw kepada Tim Peneliti S2 Politik Lokal
dan Otonomi Daerah, tanggal 8 Mei 2008, di Jayapura.
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khususnya Numfor, juga
melandaskan  kehidupan
kemasyarakatannya
pada tiga pihak, yaitu:
pemerintah, adat, dan
gereja. Ketiga pihak tersebut
seringkali disebut sebagai
tiga tungku. Ketiga entitas
tersebut secara signifikan
memberi pengaruh yang
kuat pada kehidupan

- masyarakat Numfor?y
Gambar 2.6. Toko Obat Berizin “Bethesda”: Peran Pihak ad merupak
Penting Gereja dalam Penyediaan Pelayanan Dasar a&

entitas memlh‘E
derajat kedekatan paling tinggi dalam masyarakat adat. éﬂe:%s::lig
juga menjadi pihak yang paling dihormati dan dianut. gd
atau tokoh adat yang sedemikian itu kemudian memposisikannya sebag

pihak yang cukup berpengaruh dalam setiap pengambilankebijakan, bai
itu level pemerintahan, maupun level masyarakat setempat. edangka

gereja, selain sebagai entitas religius juga muncul sebagai entitas 1

kemasyarakatan, sekaligus memberi pengaruh padaentitasbudayasetethpat)
melalui berbagai pelayanan sosial yang dilakukannya, seperti pendldlkaﬂf

dan kesehatan. Gerejalah yang berperan penting da*am—membex‘l(aa

berbagai pengetahuan baru pada masyarakat Papua. Sekm
mereka dirikan memberikan banyak manfaat pada masyarakat setempat.

Walaupun beragam dari sisi etnik, warga Numfor dipérsatukan
oleh faktor agama yakni kehadiran Gereja.? Misionaris perta ‘
datang ke Biak-Numfor adalah misionaris dari Eropa dis a@a n1855.
Sedangkan agama Kristen masuk ke Pulau Numfor sekitar t 1
pendeta Petrus Kafiar, Pada tanggal 26 April 1908 Pendeta F.J.F Fan- Hasselt
membuka Pos Zending pertama di Mandori dengan menempatkan Guru
Petrus Kafiar putra asli Maudori (Biak) yang menjadi Guru Injil pertama di
Irian Jaya (Danilyn Rutherford, 2002:7).

FenomenakehadiranGerejadi PulauNumforyang merepresentasikan

2 Sebelum Gereja masuk di Pulau Numfor terdapat banyak kepercayaan animisme,
termasuk kepercayaan terhadap Manseren Nanggi (Tuhan Langit) dengan ritual upacara
Fanananggi dengan maksud permohonan berkah. Sebelum gereja, pengaruh agama
Islam juga masuk dari pengaruh Kesultanan Tidore. Hal ini terbukti dari adanya Fam
Kapisa (Kapitan, Kapitaran, Kapitan Laut) dalam sistem Keret masyarakat Biak. Kemudian
adanya Rumsram, semacam asrama pendidikan tradisional suku Biak atau semacam
pesantren saat ini. Tradisi Rumsram ini musnah sebagai akibat wabah cacar tahun 1897
yang banyak menyerang penghuni Rumsram tersebut. Selain itu terdapat pula ritual
ritus k’bor atau semacam sunatan dalam tradisi Islam.
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kondisi umum di Papua menunjukkan bahwa keberadaan gereja tidaklah
sekedar menjadi sebuah organisasi yang memiliki aktivitas di ranah ritual
semata. Lebih dari itu, agama (dalam hal ini gereja) sejak zaman kolonial
telah memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan-
pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Peran gereja
dalam membuka keterisolasian wilayah-wilayah di Papua juga menjadi hal
yang cukup penting dalam usaha memajukan wilayah. Dengan demikian,
gereja diakui tidak hanya sebagai institusi religi, namun juga menyentuh
nilai budaya yang menjadikan gereja merupakan lembaga yang dihormati
dan dijunjung tinggi. Dari berbagai wawancara yang dilakukan oleh Tim
Peneliti S2 PLOD UGM secara tersirat dapat terungkap bahwa mereka
menempatkan posisi gereja seperti halnya mereka menghormati dewan?y
adat serta unsur pemerintah. Zending yang merupakan gera
agama Kristen, masuk ke Biak-Numfor melalui gerakan naris daE
Eropa pada sekitar tahun 1855. Mereka kemudian men(bentu berbagai
organisasi pelayanan sosial (Frans A. Wospakrik, 2002). —
Di tengah kealpaan negara di Pulau Numfor, pada awalnya, 1nst‘tug
gereja justru hadir secara efektif ke berbagai aspek kehidumasyarali%
Numfor. Zending pulalah yang pertama kali memperkenalkean bent
suatu bentuk ‘administrasi pemerintahan” di Pulau /u?nﬁ Ii
secara tidak langsung memperkenalkan bentuk pembagian wi ilayah'dan)
pengelolaan. Dalam struktur kepengurusan Zending, terdapat hle.l‘arlaﬁ
mulai dari tingkat provinsi (Papua) hingga ke wilayah l&ea-ma-ta-ﬂ—-b‘(cup
wilayah provinsi, kepengurusannya disebut dengan GKI (Gereja KW
Injili di tanah Papua), lalu di tingkat kabupaten disebut dengan Sinode, dan!
di tingkat kecamatan disebut sebagai Klasis. /)
Khususnya dalam bidang pendidikan, sejarah mencatat bahwa
perkembangan pendidikan di Biak merupakan daerah keﬂu@s&ela.h di
Manokwari yang dimulai pada awal abad 20, ketika Petrus K,q‘f,].at sebagai
salah satu guru pertama membawa pendidikan formal - Ke Biak dari
Manokwari. Peradaban baru yang dirintis oleh Petrus Kafiar ini merubah
masyarakat Biak menjadi pelopor-pelopor pembangunan tanah Papua.
Pendidikan formal yang masuk ke Biak ini berada pada tahap pendidikan
peradaban (beschaving school) yang menekankan kegiatan-kegiatan budi
pekerti dan kesehatan. Di sisi lain fungsi utama sekolah-sekolah yang
dibangun pada waktu itu adalah sebagai “Zending Center” atau pusat
pekhabaran Injil. Selain pendidikan budi pekerti dan kesehatan, kemampuan
membaca merupakan aspek pendidikan akademis yang sangat vital, karena
dijadikan alat yang digunakan untuk mengetahui isi Injil. Dengan demikian
membaca permulaan dijadikan pelajaran penting dalam sekolah-sekolah
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peradaban (Ibid, 2002).

Perkembangan Pendidikan di Biak Numfor mempunyai pendekatan
yang berbeda dalam pengelolaannya : Pertama, masa pemerintah Belanda,
mereka memberikan kepercayaan penuh kepada Zending untuk mengelola
sekolah-sekolah yang didirikannya dengan subsidi penuh, yaitu berupa
LOSO dan MOSO dari pemerintah Belanda. Pendidikan yang diterapkan
oleh Zending saat itu adalah pendidikan yang ketat, sehingga sistem
pendidikannya mengutamakan seleksi yang ketat dengan alasan untuk
mengutamakan kualitas. Kedua, Masa integrasi dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah sendiri, dan
mereka kelola sendiri, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat
melalui yayasanatau perorangan untuk mendirikan sekolah-sekolah dengan?y
dana dari masyarakat dan sekedar bantuan dari pemerin Sedangkan ,
pemerintah memiliki sistem pengelolaan yang berbeda d ZendinaE
Pemerintah cenderung untuk membuka keran lebih lebay, bahkan deng
mewajibkan anak usia 6 - 12 tahun untuk bersekolah. y
kualitas bukan lagi menjadi hal yang utama (Ibid, 2002). | &

Ketika kehidupan masyarakat telah nyaman bersamadengan gere;
paska republik, peran gereja secara berangsur-angsur mulai tersisili:

Berbagai bentuk diaponia (pelayanan) yang mereka lakukan perljha@n
mulai berkurang seiring dengan kebijakan pemerintah_yang cendetung)

ingin melakukan kendali penuh atas Pulau Numfor. Peminggiran peraZ

gereja ini diindikasi sebagai bentuk antisipasi atas cengke @aa

negara, atau lebih tepatnya bentuk kekhawatiran negara, dimana gereja
menjadi institusi yang lebih penting dari negara.

/

F.  SURVIVALITAS: MEREKA YANG TETAP BERTAHM
Menelisik lebih dalam, berbeda dengan wilayah Papté l@?aﬂBiak
Numfor tergolong miskin sumber daya alam. Kecuali sumb,e;;,« aya laut
yang diandalkan, belum ada sumber daya mineral yang siap 'dieksploitasi
di tiga pulau besar dan 62 pulau kecil yang membentuk Kabupaten Biak
Numfor. Bahkan, tidak seluruh wilayah bisa ditanami tanaman pangan dan
perkebunan, karena fisiolog tanah yang dibentuk oleh batuan karang.
Masyarakat Pulau Numfor, meski hidup dalam keterbelakangan
dan kekurangan, mereka masih bisa menggantungkan hidup dari usaha
perikanan. Usaha yang cukup berkembang adalah perikanan laut, namun
usaha perikanan darat dan tambak belum dikelola secara optimal. Usaha
perikanan laut pun masih menggunakan peralatan tradisional, seperti
perahu, motor tempel, pancing, pukat cincin, jaring insang, dan alat-alat
tradisional lainnya. Namun mereka juga masih mengalami ketergantungan
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dengan kendala alam.

“Ada musim yang di Biak yang oleh warga disebut sebagai musim
Wambraw yang membawa angin Wambraw. Jika keadaan seperti itu,
kami tidak bisa keluar selama hampir satu bulan lebih. Itu semua
tali kapal bisa putus, karena gelombang besar. Dan itu serentak
itu dengan musim kemarau panjang. Pada masa-masa itu adalah
masa-masa paceklik di Numfor. Biasanya bulan Agustus-Oktober,
di Ampare musim Wambraw sehingga susah untuk keluar ke
Manokwari ataupun ke Biak...”*

Masyarakat Numfor menggantungkan hidupnya seb;agia\r\il dari hasg/
melaut, sebagian lagi dari hasil bercocok tanam. Tanam gan yang—
mereka kembangkan antara lain adalah ketela, jagung, Can yang uta
adalah kacang hijau sebagai komoditas utama (Kabupa *nf
Dalam Angka, 2007). Namun mereka kemudian menglﬁima
untuk memasarkan hail potensi alam tersebut. Tidak pem‘a'l-\ada upaya
yang sungguh-sungguh dari pihak pemerintah kabupaten tuntik mengur o

masalah pemasaran tersebut. ‘ A
-

G. EKSODUS DAN DIASPORA NUMFOR \ o
Sebelumnya telah tergambarkan bahwa pulau Nu-mﬁor—semgki;
majemuk, karena arus migrasi dari Biak ke Pulau Nurnfor amun fer a |

yang menarik adalah migrasi dari Pulau Numfor ke luar. Persebaran warg
Numfor ke beberapa daerah ini awalnya dari perpindahan mereka ke luar
Pulau Numfor untuk ‘mencari penghidupan’ yang lebih b@l&k,&larlpada
di Numfor. Seperti yang telah disebutkan diatas, Pembanén@ di Pulau
Numfor tidak memberikan harapan yang cukup bagi waﬁgag,wghmgga
mereka lebih tertarik untuk merantau ke luar daerah.

Kurangnya perhatian bagi penduduk Pulau Numfor, mendorong
sebagian masyarakat Numfor untuk berpindah ke Manokwari, yang juga
daerah kepulauan. Sama-sama ditempuh melalui jalan laut, namun akses
menuju Manokwari relatif lebih lebih dekat, dengan kata lain, akses menuju
Manokwari lebih mudah. Bahkan karena kedekatan tersebut, hubungan
ekonomi penduduk Numfor relatif lebih dekat dengan Manokwari jika
dibandingkan dengan ke Biak.

Fenomena migrasi warga Numfor ke luar memunculkan proses
pengorganisasi melalui pembentukan Ikatan Keluarga Numfor. Organisasi

2 Seperti yang dituturkan oleh Joram Wambraw dalam wawancara dengan Tim Peneliti
52 PLOD pada tanggal 8 Mei 2008 di Jayapura.
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yang menggunakan sentimen “Numfor” telah berdiri sejak tahun
1974, tersebar di berbagai daerah. Ide awal pendirian Ikatan Keluarga
Numfor adalah warga Numfor di rantau ingin mengabdikan dirinya
bagi pembangunan dan kemajuan Numfor. Anggotanya adalah warga
masyarakat Numfor baik yang tinggal di Numfor maupun di luar daerah.
Dalam struktur organisasinya, tercatat Isak Kapissa (Sekda Biak Numfor
periode 2003-2008) pernah menjabat sebagai sekretaris umum Ikatan
Keluarga Numfor dalam waktu yang cukup lama. Organisasi ini memiliki
peranyang cukup penting dalam perkembangan Numfor, hingga saat proses
pemekaran ini berlangsung. Anggota dari organisasi ini telah merasakan
kehidupan yang lebih baik di luar Numfor, mereka menjadi orang yang
merasakan betul adanya kesenjangan dalam pembangunan Numfor.* o2
Ikatan Keluarga Numfor merupakan salah satu /_mg’gor dala&
menuntut perubahan di Numfor. Organisasi ini berdomisiti-diJuar Pulap—
Numfor. Hingga saat ini, tercatat beberapa Ikatan Keluayga Numfor ya:;
tersebar di beberapa daerah, diantaranya : di Manokwari,(cli-hy da
di Biak. Persebaran warga asli Numfor ke beberapa daerah ini awalny,
dari perpindahan mereka ke luar Numfor untuk ’mencari’mghidupal’?
yang lebih baik daripada di Numfor. Seperti yang telah d?sebu an diata o

pembangunan di Numfor tidak memberikan harapan yang cikup bagi~
warganya, sehingga mereka lebih tertarik untuk merantau ke luar daerah)
Kurangnya perhatian bagi penduduk Pulau Numfor, mendorong sebagiaf
masyarakat Numfor untuk berpindah ke Manokwari, }&ﬂﬁ-uga—dagraa
kepulauan. Sama-sama ditempuh melalui jalan laut, namun akses memmuju
Manokwari relatif lebih lebih dekat, dengan kata lain, akses menuju
Manokwari lebih mudah. Bahkan karena kedekatan tersebut, hubungan
ekonomi penduduk Numfor relatif lebih dekat dengan*Manekwari jika
dibandingkan dengan ke Biak. ¥

Tersebar di berbagai daerah, organisasi ini memiliki I‘)}er?‘%;l,ﬂ@ﬁg cukup
penting dalam perkembangan Numfor, hingga saat proses pemekaran ini
berlangsung. Sebagai warga yang telah merasakan kehidupan yang lebih
baik di luar Numfor, mereka menjadi orang yang merasakan betul adanya
kesenjangan dalam pembangunan Numfor. Olehkarenya organisasi yang
telah berdiri sejak tahun 1974 ini berupaya untuk banyak berperan bagi
kemajuan Numfor.

Ikatan Keluarga Numfor masih memiliki pengaruh yang cukup kuat
dalam berbagai kebijakan atau perkembangan Numfor. Dalam konteks
pemekaran ini, mereka juga turut ambil bagian sebagai pihak penggagas
Panitia Pemekaran Kabupaten Numfor. Di Jayapura berdiri organisasi

4y,

4

\\\\“

# Terungkap dalam FGD antara Tim Peneliti S2 PLOD dengan Ikatan Keluarga Numfor
di Jayapura, hari Minggu tanggal 18 Mei 2008, bertempat di Yogyakarta.
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Masyarakat Peduli Pembangunan Numfor, yang pada intinya memberikan
support pada kesiapan pembentukan Kabupaten Numfor menjadi
kabupaten tersendiri. Diaspora masyarakat Numfor ini juga membawa
dampak positif bagi Numfor. Para perantau tersebut, khususnya yang
tergabung dalam Ikatan Keluarga Numfor, masih memiliki kedekatan
dan kepedulian dengan Pulau Numfor. Mereka mendorong dinamisasi
di Numfor, setidaknya memberikan sumbangan saran bagi pembangunan
Numfor. Mereka juga yang disinyalir memberikan inspirasi bagi warga
Numfor untuk menuntut pemekaran

Kesenjanganyangterjadiantara Pulau BiakdanNumformenimbulkan
adanya kesan bias daratan dalam pembangunan Kabupaten Biak Numfor.
Penyebutan Kabupaten Biak Numfor seolah hanya sebatas formalitas sajag
sedangkan pembangunan terpusat di Biak saja. Penilaian ataspembangunan ,

yang bias daratan dapat dilihat melalui kondisi masyarak or, yailul_—
jauhnya akses pelayanan publik. ‘
Jarak yang terbentang antara Biak dan Numfo t 'Alb

PU“”’LI
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pada suara masyarakat Numfor yang kurang terdengar’ oleh IQ
Konsekuensinya, kepentingan, kebutuhan, keinginan warga*mgn]am su]?

untuk untuk diketahui, apalagi untuk direspons secara iepat an sesu

dengan sasaran.

H. RASA KETIDAKADILAN | o

Sebagian masyarakat Numfor yang ditemui tim peritl-x-ﬂ-meﬂga-rrgga
bahwa selama ini telah terjadi ketidakadilan pembangunan antara‘l’ﬂ'lg&

Biak dan Pulau Numfor. Ketimpangan pembangunan terlihat dengan jelas
dengan keadaan masyarakat di Pulau Numfor yang masih berkutat dengan
kealpaan peran negara seperti kegagalan dalam jangkauan“pelayanan
publik serta kegagalan mengembangkan potensi Pulau i\]@IfEI' yang
berlimpah di bidang kelautan. Pengembangan kawasan )/am,g,acnderung
bersifat sentralistis juga terlihat dari berbagai ketimpangan antara Pulau
Biak dan Pulau Numfor dalam bidang infrastruktur umum dan pelayanan
publik.

Argumentasi atas tuntutan pemekaran di Pulau Numfor menemukan
relevansinya dengan kondisi sosial ekonomi dan pelayanan publik di Pulau
Numfor. Sehingga, munculnya wacana untuk membentuk Kabupaten
Numfor yang terpisah dari Kabupaten Biak Numfor bukan sebuah gagasan
yang muncul secara tiba-tiba, karena wacana itu memiliki fondasi struktural
yang berujung pada tiga problematika serius yang dihadapi warga
Pulau Numfor. Ketiga problema struktural itu antara lain: keterisolasian,
marginalisasi secara ekonomi dan akses terhadap pelayanan publik serta
problema representasi politik. Keterisolasian, marginalisasi dan under
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representation itu menimbulkan implikasi pada kesenjangan antara kondisi
empirik yang senyatanya dengan sejumlah harapan dan bahkan imajinasi
atas kejayaan Pulau Numfor di masa lalu.

Kesenjangan antara kondisi objektif dengan harapan inilah
memunculkan kekecewaan warga Pulau Numfor. Dalam rentang waktu,
kekecewaan itu diekspresikan dengan berbagai cara: mulai dengan eksodus
warga Pulau Numfor ke berbagai daerah, artikulasi tuntutan untuk
bergabung ke Kabupaten Manokwari, sampai aspirasi untuk membentuk
kabupaten baru.

- —

(*F)\F)

,.__
JURUSAN POLITIK &

-/
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SBAB ]
GELIAT ASPIRASI NUMFOR

Setelah mendeskripsikan Numfor dengan segala permasalahan Ja
melekat padanya, bab ini akan mendiskusikan aspirasi yan tumbuh\dafi

mengalami pasang surut. Adakalanya pada potongan_wa
aspirasi untuk memisahkan diri dari kabupaten induk
namun pada penggalan waktu lainnya aspirasi tersebut t’Erasa mengendu
Bab ini tidak sekedar mendiskusikan ragam aspirasi masyaraka un\fog
tetapi juga membahas tentang bagaimana proses mewujudkannynx
kontroversi yang melingkupinya. Kontroversi yang dimaksud lebih
berkaitan dengan kendala dalam proses realisasi aspirasi ya/'hg pada
gilirannya menghadirkan sederet permasalahan. o “""""‘v?
@ %

&

A. DINAMIKA ASPIRASI MASYARAKAT NUMFOR"

Hadir dan berkembangnya aspirasi masyarakat Numfor tidak dapat
dilepaskan dari kondisi riil yang ada di tengah masyarakat dan juga tidak
dapat dicabut dari perjalanan sejarah Numfor. Berangkat dari permasalahan
yang dihadapi sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, denyut
aspirasi masyarakat Numfor mengalami pasang surut seiring dengan
bergulirnya waktu. Awalnya, aspirasi masyarakat Numfor menuntut
pembentukan daerah baru muncul ke permukaan sekitar era reformasi
tahun 1998. Adanya perluasan desentralisasi yang memberi kebebasan
pada daerah untuk berotonomi sekitar tahun 2000 semakin menguatkan
aspirasi masyarakat Numfor untuk menuntut pemekaran Biak Numfor.
Namun dalam perkembangannya tuntutan masyarakat tersebut mengalami

My

L
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pasang surut yang ikut dipengaruhi oleh perubahan orientasi kebijakan
pemerintah kabupaten.

Uraian berikut menjelaskan geliat aspirasi masyarakat Numfor
berdasarkan periodisasi waktunya yang melukiskan adanya pasang surut
tuntutan pembentukan Kabupaten Numfor.

1. Numfor Sekitar Tahun 2000: Hasrat

Berpemerintahan Sendiri

Aspirasi atau keinginan masyarakat menjadikan Numfor sebagai
kabupaten sendiri dapat dilacak ke belakang, paling tidak mulai kurun
waktu sebelum tahun 2000. Numfor, sebagai bagian dari Kabupaten Biak
Numfor, sampai sekitar 10 tahun yang lalu merasa memperoleh perlakua@a
yang tidak sebagaimana mestinya oleh kabupaten induk. Pa-l{kuan yang/

diberikan Kabupaten Biak Numfor dirasakan oleh masyaraket Numf('_
sebagai perlakuan terhadap “anak tiri. Numfor merasa ku{ang di erhatt'kaE
sebagaimana wilayah lain di Kabupaten Biak Numfor.

Perlakuan pemerintah kabupaten yang dirasakan masyarakat Nuinfeh_
tidak semestinya tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi obyektif Numf(z
sebagai pulau tersendiri yang berjarak relatif jauh dari pusat pe erintaha&:
kabupaten. Dengan letak geografis yang relatif jauh dari ibukota kab qatdnf)
juga sarana dan prasarana perhubungan yang tidak memadai—eeréa—éipeﬁpﬁrfap
dengan kurangnya perhatian dari pemerintah kabupaten n‘enjadikan Nu g
semakin terisolir dan kurang tersentuh proses pembangunan. Haltersebu ﬁa
gilirannya menjadikan Numfor semakin termarjinalisasi dari;arus modernh'\

Permasalahan keterisolasian dan ketermarjinalisasian yang pada
gilirannyamerembetpadaeksoduswargakeluarNumfor demi penghidupan
yang lebih baik ternyata membawa dampak yang semakin dirasakan oleh
warga masyarakat Numfor. Masyarakat semakin merasa bef__gp@) ayanan
publik semakin tidak memuaskan dan roda perekonomiandirasakan hanya
bergerak di tempat tanpa adanya pertumbuhan yang berarti. Dalamkondisi
seperti inilah tidak mengherankan apabila secara perlahan tetapi pasti
muncul bibit-bibit ketidakpuasan di kalangan warga masyarakat Numfor
terhadap pemerintah kabupaten. Mereka menilai upaya yang dilakukan
pemerintah dirasakan kurang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan

! Perhatian yang kurang dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tehadap Numfor
sebagaimana dinyatakan oleh seorang Kepala Kampung di Numfor yang menyatakan
bahwa pembangunan di Numfor, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,
kurang mendapat perhatian. Hasil wawancara tanggal 14 Mei 2008. Hal serupa juga
dinyatakan oleh Joram Wambraw, akademisi dan peneliti dari Universitas Cenderawasih
asal Numfor, yang menyatakan bahwa sudah lama Numfor terbengkalai, tidak diurus
oleh Biak (Pemerintah Kabupaten Biak Numfor), sehigga tidak memperhatikan
pembangunan di Numfor. Wawancara di Yogyakarta, tanggal 8 Mei 2008.
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yang sebenarnya dapat dicapai melalui perbaikan pelayanan publik dan
pembangunan ekonomi.

Selain itu, kurang optimalnya perhatian terhadap Numfor juga
disebabkan anggapan pemerintah kabupaten yang menilai bahwa warga
masyarakat Numfor sebenarnya bisa tetap survive secara ekonomi walaupun
kurang mendapat sentuhan campur tangan pihak pemerintah. Hal ini
dikarenakan Numfor dikenal sebagai pulau yang memiliki kekayaan sumber
daya ekonomi seperti banyaknya pohon kelapa, jenis tanah (hara) yang
subur untuk pertanian, dan hasil laut yang melimpah. Dengan kekayaan
alam seperti itu, Numfor memang tetap dapat survive secara ekonomi, akan
tetapi tanpa sentuhan tangan pemerintah warga masyarakat Numfor akan
mengalami kesulitan dalam mengembangkan hasil alam yang dimilikinyag
Selama ini, pergerakan arus barang sebagai supply ke Nuny‘.o\datang da_i(‘
Makassar, Surabaya, Manokwari, dan Biak. Sementara penjualain_—
hasil alam, hanya bisa dilakukan ke Manokwari dan Biak S

Perasaantidak puas yangberangkat darisederet per i ‘ata
dan kurang optimalnya perhatian terhadap Numfor tersebut menyefu
di seluruh lapisan masyarakat. Warga yang tergabung dalafimfasyarak
Adat Numfor, kalangan gereja ataupun yang berasal dari jajardg birokra
pemerintah tidak dapat menutupi ketidakpuasan tersebut. Demjkian pulg~
perasaan tidak puas itu tidak hanya muncul di kalangan warga masyarakat)
yang berdiam di Numfor. Ketidakpuasan juga melanda warga yang beflas&lC
dari Numfor tetapi bertempat tinggal di luar Numfor. Ti i r
Numfor yang berdiam di luar Numfor yang menyatakan ketldakplﬁsaqx

terhadap pemerintah setempat yang kurang memberi perhatian terhadap
Numfor sebagai tanah asalnya. Beberapa kelompok organisasi warga
Numfor di luar Numfor yang cukup nyaring ikut mempegjuangkan
ketidakpuasan ini antara lain Ikatan Keluarga Numfor di Nﬁr@vfarl,dan
Ikatan Keluarga Numfor di Jayapura. "y M
Perasaan tidak puas seperti tersebut di atas, membawa warga Numfor
padakeinginan untuk melepaskan diri dari Kabupaten Biak Numfor. Hasrat
yang berupa aspirasi tersebut muncul didasari pertimbangan bahwa dengan
berpemerintahan sendiri, warga Numfor yakin mampu untuk menjadikan
dirinya lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Mengemukanya aspirasi
juga dikarenakan diberlakukannya Undang-undang Otonomi Khusus
Papua pada tahun 2001, di mana dengan diberlakukannya Undang-undang
tersebut seolah memotivasi warga Numfor untuk berperintahan sendiri.

2 Informasi dari Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D)
Kabupaten Biak Numfor, dalam dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Pulau Numfor,
2005.
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2. Numfor Tahun 2002: Gagasan Untuk Bergabung

Dengan Kabupaten Manokwari

Keinginan warga Numfor untuk berpemerintahan sendiri di era 2002
mengalami perubahan. Di tengah ketidakpastian untuk membentuk pemerintahan
sendiri, hasrat tersebut beralih dengan munculnya keinginan warga Numfor
bergabung dengan Kabupaten Manokwari. Sekitar tahun 2002 warga
Numfor melihat peluang untuk mengatasi permasalahan keterisolasian dan
ketermarjinalisasian dengan cara bergabung dengan daerah lain. Pemecahan
permasalahan yang ada dipandang dapat dilakukan dengan menggabungkan diri
dengan Kabupaten Manokwari yang secara geografis lebih dekat dengan Numfor.

Berpalingnya warga Numfor untuk bergabung ke Kabupaten
Manokwari didasarkan pada beberapa kondisi obyektif. Kondisi yang aded
menunjukkan bahwa roda perekonomian Numfor lebih ba-rry-ak ditopang/
Kabupaten Manokwari.’> Hal ini dimungkinkan antara lain Rarena jar
dari Numfor ke Manokwari lebih pendek dibandingkar] dari Numfor ke
Biak, walaupun keduanya sama-sama harus ditempuh melalti petjaldn
laut. Ketergantungan perekonomian Numfor pada Kabupaten Manokwar)._
mendorong munculnya keinginan untuk menggabungkan dmabupatez

Manokwari

Aspirasi untuk menggabungkan diri dengan Kabu‘aten i
dianggap sebagai alternatif kebijakan yang dapat ditempuh—me@yﬁeka‘jikp
keinginan berpemerintahan sendiri sulit terwujud. Di sisi lain, keing na%
untuk bergabung dengan Manokwari ini juga dimarLLﬁﬂm_sﬁb\gga-l—,
alat untuk mengancam Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Upay?ﬂ'\
dilakukan dalam rangka menaikkan daya tawar Numfor untuk meloloskan
tuntutan mekar. Aspirasi untuk bergabung dengan Manokwari//ini mulai
marak sekitar tahun 2002 menjelang pemilihan Bupati Biak: N'{'imf?or yang
diselenggarakan setahun kemudian. =

Tuntutan untuk bergabung dengan Manokwari ini (ﬂfdﬂﬁng oleh
aspirasi warga masyarakat Numfor yang bertempat tinggal diManokwari.*
Masyarakat Numfor di Manokawri yang peduli dengan tanah kelahirannya
membentuk kelompok asosiasi bernama lkatan Keluarga Numfor (di
Manokwari). Walaupun tinggal di Manokwari, kelompok ini cukup intens
mengadakan pertemuan dan memiliki program-program khusus untuk
pembangunan Numfor® Melihat lambannya respon pemerintah terhadap

* Jeremias Maryen, PNS di Fak-fak asal Numfor Timur menyatakan bahwa “Bupati
Manokwari pernah membuat gebrakan dengan banyak memperhatikan Numfor, antara
lain dengan membangun gereja dan infrastuktur”. Pernyataan tersebut dikemukakan
dalam FGD di Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2008.

* Warga Numfor yang tinggal di Manokwari sering disebut dengan istilah Numfor Dore

> Tuntutan penggabungan Numfor ke Kabupaten Manokwari dimotori oleh Jack Kapisa,
seorang warga Numfor yang bertempat tinggal di Manokwari dan menjabat sebagai
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tuntutan pemekaran Biak Numfor, maka kelompok ini mulai melontarkan
tuntutan baru untuk menggabungkan Numfor dengan Manokwari.

Dalam perkembangannya, tuntutan ini berhasil menarik perhatian
pemerintah kabupaten. Pemerintah Kabuapten Biak sejak saat itu mulai
mempertimbangkan aspirasi-aspirasi tuntutan dari masyarakat terkait
dampak pemekaran Biak Numfor dankemungkinan penggabungan Numfor
dengan Manokwari. Kondisi ini kemudian meningkatkan komitmen
pemerintah untuk lebih mengalokasikan pembangunan ke Numfor.

3. Numfor Era 2003: Terpilihnya Bupati Baru,

Perbaikan Pelayanan

Pada tahun 2003 seiring dengan terpilihnya bupati baru®, aspira?b
warga Numfor untuk berpemerintahan sendiri dan u bergabung/
dengan Kabupaten Manokwari sedikit menyurut. Hal “ini “antara Iai|E
dikarenakan bupati yang baru relatif lebih memperhatikan pempangynarry
Numfor daripada pejabat-pejabat sebelumnya. Kebijakan pemeriht
di bawah kepemimpinan bupati yang baru banyak dialokasikan uhtuk_
memperbaiki kondisi perekonomian dan pelayanan publik di
satunya berupaya mendorong kemajuan perekonomian /Nu
memperbanyak frekuensi transportasi laut dan udara dariBiak ke Numfoits/)
Upaya ini dilakukan dengan menggandeng pemerinta-h—p«aﬁi-nei—ga
bekerjasama dengan Departemen Perhubungan dalam réngka pengada
sarana transportasi laut dan udara. L —

Dengan memperbanyak frekuensi transportasi dari Biak ke Ntmbg\
pelayanan publik di Numfor juga mengalami perbaikan walaupun belum
sepenuhnya memuaskan warga masyarakat yang berdiam di’Numfor.
Mereka masih mengalami kesulitan memperoleh pelaygnegﬁ"% harus
dirampungkan di Biak apabila terkena kendala cuaca yané rienghalangi
transportasi laut dan udara untuk beroperasi. u et

Akan tetapi kondisi seperti ini tidak memadamkan keinginan warga
masyarakat Numfor untuk berpemerintahan sendiri sebagai kabupaten definitif
lepas dari Kabupaten Biak Numfor. Hal ini antara lain karena mereka masih
merasa belum puas terhadap perhatian dan kebijakan yang dikeluarkan
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kepada warga Numfor. Mereka masih
merasa terpinggirkan dengan penilaian bahwa Numfor masih diperlakukan
tidak sebagaimana mestinya. Warga Numfor sadar sekali akan kekayaan sumber

salah satu Kepala Bagian di Pemerintah Provinsi Papua Barat. Dia mengusulkan apabila
rencana pemekaran diulur-ulur, sebaiknya Numfor digabung saja ke Manokwari dan
menjadi bagian Papua Barat. (Pemkab Biak Didesak Tindak Lanjuti Pembentukan
Kabupaten Numfor, 28 Juli 2007 03:37:27, www.cendrawasih.com)

¢ Bupati Biak Numfor terpilih untuk masa jabatan 2003-2008 adalah Yusuf Melianus
Maryen, S.So0s.,M.M.
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daya alam yang ada di pulau Numfor,” walaupun Pemerintah Kabupaten sudah
mulai memberi perhatian kepada Numfor, tetapi kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan dianggap belum sebanding dengan potensi yang terkandung di
Numfor.

4. Numfor Era 2004: Pemisahan Supiori dan
Menguatnya Aspirasi Numfor Berpemerintahan
Sendiri
Aspirasi untuk berpemerintahan sendiri sebagai kabupaten definitif

terpicu kembali dan hadir menjadi tuntutan semakin menggumpal terkait

dengan terbentuknya Kabupaten Supiori.® Supiori merupakan salah satu
wilayah di bagian utara pulau Biak yang pada tahun 2004 lepas daftd

Kabupaten Biak Numfor menjadi kabupaten definitif berdasarkan UU NQ_{

35 Tahun 2003. Di mata warga Biak Numfor pada umumnya,’dan warga—

masyarakat Numfor pada khususnya, Numfor dinilai lz ;Bik/w‘ltuls

mekar menjadi kabupaten dibandingkan dengan Supiori,

Fakta lapangan menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaafi
infrastruktur yang ada, Numfor lebih siap dan emaai untuk>
berpemerintahan sendiri dibandingkan dengan infrastéktur Xang adar

di Supiori. Demikian pula halnya dengan ketersedia 4a}kﬂ

alam, Numfor tidak kalah dengan Supiori. Dari sisi jum ga
penduduk, dua wilayah tadi juga mempunyai jumlah yang hampir samar
Hal inilah yang mengusik warga masyarakat Numfor%ﬁm'_ar{éeka—.
mengupayakan lebih serius agar Numfor dapat berpemerintahan senahq'
sebagai kabupaten definitif sebagaimana halnya dengan Supiori.

Tuntutan Numfor menjadi kabupaten definitif juga diﬁicu oleh
kondisi makro dalam sistem politik yang berlangsung di tanals}%‘f‘f"'.'"' dirnya
beberapa kabupaten baru hasil pemekaran pada tahun-ta}%}n@rgkh’ff ini
dapat dinyatakan memberi dorongan kepada warga masyé@ékﬁfNumfor
untuk melepaskan diri menjadi kabupaten definitif. Walaupun tampak
sedikit emosional, tetapi alasan ini apabila disokong alasan-alasan lain yang
lebih rasional sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka menjadikan
tuntutan Numfor lepas dari Kabupaten Biak Numfor tidak terhalangi lagi.

Uraian di atas menggambarkan proses kemunculan aspirasi warga

7 Potensi Numfor dapat dinyatakan besar bila dilihat dari sumber daya alam yang ada
di Numfor. Selain sumber daya laut yang berupa ikan, Numfor menghasilkan kacang
hijau sebanyak 50 ton per tahun, dan produksi kelapa 228 ton per tahun dari lahan
seluas 941,90 ha (sumber : Biak Numfor Dalam Angka 2007, diolah).

8 Joram Wambraw, akademisi dan peneliti Universitas Cendrawasih yang berasal dari
Numfor, menyatakan bahwa ’.... pembentukan Kabupaten Numfor menjadi lebih santer
terutama sejak Supiori menjadi kabupaten sendiri lepas dari Kabupaten Biak Numfor
..... ‘, wawancara di Yogyakarta, tanggal 8 Mei 2008.
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masyarakat Numfor untuk mekar menjadi kabupaten sendiri. Apabila
ditelusuri lebih mendalam, di balik aspirasi pemekaran tersebut terdapat
keinginan kuat pada warga masyarakat Numfor untuk hidup lebih sejahtera.
Di mana hidup lebih sejahtera tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan
derajat kehidupan ekonomi saja, namun juga memperoleh pelayanan publik
yang memuaskan. Hal ini besar kemungkinan untuk terealisir apabila
Numfor lepas dari Kabupaten Biak Numfor menjadi kabupaten definitif
yang berpemerintahan sendiri.

B. PROSES PENGENTALAN ASPIRASI NUMFOR

Selama kurun waktu dari tahun 2000 sampai 2008, telah terjadi’)
serangkaianeventdanprosesformulasikebijakandalamrangka-mewujudkay
aspirasi warga Numfor. Aspirasi yang paling menonjol adalah keingin
Numfor untuk berpemerintahan sendiri sebagai kaltupate defriti-f—
lepas dari Kabupaten Biak Numfor.” Menonjolnya aspirasi—irt )
dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan keingingan,_
tersebut. Sementara itu aspirasi yang berupa penggabunganNNumfor kz
Kabupaten Manokwari juga tetap beredar di kalangan Ea—r%m—es;kipuat
tidak semenonjol aspirasi untuk berpemerintahan sendiri‘ ¥p)

Kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan aspirasi Num.ﬁa.r_ber.p.ilmcg
rintahan sendiri setidaknya dapat dilacak melalui berbagai dokumen us laR=
pemekaran yang disusun oleh berbagai tim yang berupa isasik
aspirasi tersebut. Sekitar April 2003, hampir bersamagn dengan pro
pemekaran Supiori menjadi kabupaten definitif, warga NumfoEég
mengadakan pertemuan yang dihadiri berbagai elemen masyarakat untuk
membicarakan gagasan pembentukan Kabupaten Numfor.9Aktivitas ini
dapat dinyatakan sebagai manifestasi dari proses mewujﬁjd@n? spirasi
yang berkembang di Numfor. Dari kegiatan ini dapat gﬂéexa,hm bahwa
ekspresi ketidakpuasan warga terhadap Pemerintah Kabupaten Biak
Numfor masih terus berkembang, dan hasrat untuk melepaskan diri untuk
berpemerintahan sendiri mulai diupayakan realisasinya.

Sepanjang berlangsungnya proses mewujudkan aspirasi, ternyata
masih dijumpai variasi keinginan yang berkembang di masyarakat.
Sebagaimana telah disinggung di atas, aspirasi untuk menjadikan Numfor
sebagai kabupaten definitif masih mendominasi di kalangan warga. Akan

 Hasil FGD yang diselenggarakan di Yogyakarta 23 Januari 2008, Beni Dimara (Pendeta
/ Sesepuh Mahasiswa asal Numfor di Yogyakarta ) menyatakan bahwa : “Aspirasi
masyarakat Numfor untuk berpemerintahan sendiri sangat menonjol karena dipicu
Supiori menjadi kabupaten baru walaupun infrastruktur yang dimilikinya belum sebaik
yang ada di Numfor.

10 (http:/ /www.biak.go.id/ default.php?dir=newsé&file=detail&id=406)
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tetapi ditengah hiruk-pikuk aspirasi pemekaran tersebut, masih tersembul
keinginan untuk bergabung dengan Kabupaten Manokwari. Upaya
penggabungan Numfor ke Kabupaten Manokwari ditindaklanjuti dengan
pembentukan tim yang bertugas untuk mensosialisaskan aspirasi tersebut
ke masyarakat luas." Keinginan untuk bergabung dengan Manokwari ini
selain dilatarbelakangi oleh letak geografis Numfor yang lebih dekat ke
Manokwari daripada ke Biak juga karena besarnya perhatian Pemerintah
Kabupaten Manokwari terhadap program pembangunan Numfor khususnya
menyangkut pemberian bantuan rumah ibadah. Untuk menyukseskan
rencana penggabungan Numfor ke Manokwari ini bahkan telah dibentuk
tim yang bertugas mensosialisasikan gagasan tersebut ke masyarakat.

Beredarnya aspirasi yang menuntut penggabungan Numfor ke?
Kabupaten Manokwari, segera direspon oleh Pemerin
Biak Numfor dengan janji Numfor dijadikan kabupate itif ya
berpemerintahan sendiri.”> Guna memperteguh komitmtn terhadap E
tersebut, selang beberapa waktu, Pemerintah Kabupat i
kembali meneguhkan janji pemekaran bagi Numfor.” | &

Berawal dari janji tersebut, maka sejak Oktober ZGONemerintz%
Kabupaten Biak Numfor mulai mempersiapkan segala

ebuttthan unt 5
merealisasikan pembentukan Kabupaten Numfor sebagai Kabupaten~

definitif. Untuk memenuhi persyaratan administratif pemekaran)
seperti yang diatur dalam undang-undang, maka pada tahun 2004

2005 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bekerjasama\deﬂga-ﬂ—t-i-mQaa
Universitas Cenderawasih melakukan seperangkat kajian termasuk sﬁmgg\

a

menyangkut potensi SDA, SDM dan infrastruktur di Numfor. Dari prose
kajian ini didapat kesimpulan bahwa Numfor layak dimekarkan menjadi
kabupaten yang berpemerintahan sendiri.'* N Phid
Usaha-usaha untuk mewujudkan keinginan menjagil@q Numfor
sebagai kabupaten baru telah beberapa kali dilakukaﬁr}. “Periode 2006
merupakan kurun waktu dimana usaha ini menjadi sangat masif dilakukan.
Berbagai organisasi yang dibentuk oleh tokoh adat maupun gereja, menjadi

! Pada Juli 2004, salah seorang Tokoh Adat Numfor, Simon Wanma, menyatakan
bahwa masyarakat Numfor sudah sepakat dengan keinginan untuk menggabungkan
Distrik-distrik yang ada di Pulau Numfor ke Kabupaten Manokwari. Alasan yang
mendasarinya, selain karena secara geografis lebih dekat juga karena adanya perhatian
dari Pemerintah Kabupaten Manokwari terhadap Numfor, khususnya yang berupa
bantuan pembangunan rumah ibadah. Sumber: Antara.co.id

12 (http:/ /biak.go.id/ default.php?dir=newsé&file=detail&id=613) Pemerintah Kabupaten
Biak Numfor, melalui Bupati Yusuf Melianus Maryen pada saat kunjungannya ke
Numfor, berjanji akan memberikan pemekaran kepada Numfor.

13 (http:/ /www.biak.go.id/ default.php?dir=newsé&file=detail&id=407) Dalam kunju-
ngannya ke Numfor pada bulan April tahun 2007, Bupati Biak Numfor kembali
meneguhkan janji untuk menjadikan Numfor sebagai kabupaten definitif.

4 (http:/ /www.biak.go.id/ default.php?dir=newsé&file=detail&id=406).
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wadah bagi penggalangan dukungan untuk mewujudkan Numfor menjadi
kabupaten baru.

Salah satu yang menjadi pelopor adalah usaha yang dilakukan oleh
Ikatan Keluarga Numfor (IKN). Ikatan Keluarga Numfor adalah organisasi
yang didirikan pada tahun 1974. Anggotanya terdiri dari warga Numfor
yang tinggal di Numfor maupun di luar daerah. Tujuan pendirian IKN
disebutkan untuk mengabdikan diri bagi pembangunan dan kemajuan
Numfor.

Pada periode 2006, IKN bersama dengan Dewan Adat Numfor
membentuk panitia pemekaran yang ditandai dengan dikeluarkannya
Surat Keputusan Bersama No. 01/DANB-NT-IKN/VII/2006 tentang
Pembentukan Panitia Pemekaran Kabupaten Pulau Numfor. Susunas?f
kepanitiaan yang terbentuk melibatkan jajaran pemerintahap.sgzle(rti Bupai&
Biak Numfor, Ketua DPRD Biak Numfor, dan Kepala Bi Numf
Barat dan Timur, yang menjadi pelindung. Susunan kepanitiah terseb
dikirimkan ke pihak Pemerintah Kabupaten Biak Numf;tpad-a il
Juli 2006 dengan disertai dokumen dukungan aspirasi warga dalam bept
tanda tangan dan cap jempol (ibu jari). TN\

Dokumen aspirasi warga masyarakat Numfor ini tergoleng sang;
unik. Hampir seluruh warga yang menyatakan dukungannya terhjdag)
pembentukanNumformenjadikabupatenbaru, membubuhkantandatangan)
dan cap jempol. Daftar pernyataan sikap itu disusun menurut kamau
tempat warga berdomisili, serta dikelompokkan berdasa*kaa—&ka-t-aﬁvkrg

seperti: kepala keluarga, pemuda dan perempuan. Dapat d1nya13'l\

hanya sedikit warga yang tidak menandatangani surat pernyataan sikap.
Hal itupun tidak dapat diartikan bahwa yang bersangkutansmenolak
pembentukan Numfor menjadi kabupaten baru. Beberapajwarga tidak
memberikan tanda tangan karena sebagian warga tidak begédgtempat
ketika surat pernyataan sikap diedarkan. . 7S w««i

Usaha pembentukan Numfor menjadi kabupaten baruy ternyata
juga dilakukan oleh organisasi yang masih memiliki ikatan dengan IKN.
Masyarakat Peduli Pembangunan Numfor (MPPN) adalah organisasi
ini didirikan pada tahun 2006 oleh Ikatan Keluarga Numfor di Jayapura.
Meskipun berlokasi di Jayapura, kontribusi yang diberikan oleh MPPN
cukup signifikan dalam mempengaruhi pembentukan Numfor menjadi
kabupaten baru.

Selain itu usaha untuk menjadikan Numfor sebagai kabupaten baru
ternyata juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Bagian
Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Biak Numfor telah membentuk
Tim Sukses Pembentukan Kabupaten Numfor. Bersama dengan Tim
dari Universitas Cendrawasih, tim ini melakukan survey kelayakan
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pemekaran.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Numfor
kemudian menjadikan isu pembentukan Numfor sebagai kabupaten baru
mengemuka. Dengan meningkatnya popularitas isu pembentukan Numfor
sebagai kabupaten baru maka aspirasi masyarakat menjadi lebih mudah
disampaikan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Aspirasi
tuntutan pemekaran ini disampaikan secara langsung kepada bupati
pada tanggal 23 April 2007. Aspirasi yang sama juga disampaikan kepada
Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu saat sedang melakukan kegiatan
turun kampung ke Numfor pada tanggal 9 Juni 2007. Aspirasi tersebut
disampaikan dengan disertai dokumen-dokumen aspirasi masyarakat
Numfor yang diperkuat oleh komponen adat, agama, perempuan, pemuda?j

dan pemerintah.”® Aspirasi-aspirasi ini mendapatkan resp ang positif
berupa dukungan dari bupati dan gubernur bagi agen bentukz?-l_—
Numfor menjadi kabupaten baru. ( —_—

Berbagai agenda sidang dan konsolidasi juga i e‘rn-@

dilakukan  oleh masyarakat Numfor. Pada bulan Juni 2007 misalhyg~
diadakan sidang klasis yang juga dihadiri oleh kepala—ke}ﬁ'l'\kampun%
tokoh adat, dan majelis jemaat untuk menghimpun ashirasi da
merekomendasikan pembentukan Kabupaten Numfor. (qu)

Proses usulan untuk mewujudkan aspirasi pemekaran ini semakin)
memanas dan mencapai titik puncak pada hari Senin 10 Desember 2007<
Pada hari itu ratusan masyarakat Numfor mendatangi—léaﬂ-ter—&‘paa
dan Gedung DPRD Kabupaten Biak Numfor untuk menyam}ﬁﬂ\
aspirasi pemekaran secara langsung. Masyarakat yang berdemonstrast
datang langsung dari Numfor untuk menyampaikan tuntutannya di
Biak. Demonstrasi berlangsung secara damai dan tertib baik gmelalui orasi
maupun pembentangan spanduk. 4 © E 5

Menurut penanggung jawab aksi Theo Wann}j;l,’%}gggﬁtan ini
dilakukan untuk mempercepat proses pengusulan pemekaran Biak Numfor.
Di samping menyampaikan aspirasi secara langsung, penanggung jawab
aksi juga datang dengan membawa dokumen pernyataan politik yang
ditandatangani oleh Kepala Suku Besar Pulau Numfor, Barnabas Sorbu
dan Ketua Ikatan Keluarga Numfor, Marthen Marisan. Tanggapan yang
diberikan oleh Bupati Biak Numfor melalui Kepala Bagian Hukum terhadap
aksi tersebut adalah sebagai berikut'®:

Sl

W

Setelah mendengar dan menerima aspirasi masyarakat Numfor

> (http:/ /biak.go.id/default.php?dir=newsé&file=detail&id=613)
6 Sumber: KPDE Biak Numfor, http://biak.go.id/default.php?dir=newsé&file=detail&id
=613, Selasa, 11 Desember 2007, Masyarakat Numfor Minta Pemekaran Kabupaten.
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tentang keinginan memiliki Kabupaten sendiri yang dinyatakan

langsung tanggal 10 Desember 2007 di Kantor Bupati Biak Numfor,

dan setelah membaca hasil survey dari tim asistensi pemekaran

Pulau Numfor menjadi daerah otonomi baru yang dibentuk oleh

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan SK Bupati Nomor

98 Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007, maka dengan ini Bupati

Biak Numfor menyatakan :

- Satu, bahwa Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendukung
secara penuh keinginan masyarakat Numfor untuk memiliki
kabupaten sendiri

- Dua, bahwa sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten
Biak Numfor untuk memekarkan Pulau Numfor menjadi
Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua.

- Tiga, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersedia sqhkan
10 % dari total APBD Kabupaten Biak Numfor untuk membi yaz
operasional dari Kabupaten Numfor sebagai dae
baru selama 3 tahun berturut-turut. p

- Empat, memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupatem Biak
Numfor untuk menyiapkan segala sesuatu yani berkmitan

dengan proses pemekaran Pulau Numfor menjadi dagrah ‘
otonomi baru dengan tetap berpedoman pada__peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini dituangkan
dalam surat yang ditandatangani Bupati Biak N

kemudian ditembuskan kepada Menteri Dalam Negerz RI dan
kepada Ketua Ikatan Keluarga Numfor di Biak.

===

JURUSAN POLITIK &

f‘

)

7
Setelah memperoleh tanggapan positif dari Bupati, masst kepwdian
melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Biak Numfor. Di tfin@ zu " S
massa diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Biak Numf Wuﬁz
Dewan, dan sejumlah anggota Dewan. Padakesempatan im pernyataan
aspirasi pembentukan Kabupaten Numfor sebagai kabupaten definitif
yang berpemerintahan sendiri kembali dinyatakan oleh penanggung
jawab aksi. Tanggapan pimpinan dewan atas nama lembanga adalah
mendukung aspirasi pembentukan kabupaten baru.

Sejak peristiwa aksi masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Biak
Numfor semakin serius memperjuangkan proses pembentukan Kabupaten
Numfor menjadi kabupaten definitif. Salah satu langkah tindaklanjut yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah mengadakan
kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada melalui Program S2 Politik
Lokal dan Otonomi Daerah untuk mengadakan kajian tentang kelayakan
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pembentukan Kabupaten Numfor.

Kajian ini dimaksudkan untuk menindaklajuti kajian-kajian yang
sudah dilakukan sebelumnya. Langkah-langkah untuk mewujudkan
aspirasi pembentukan Kabupaten Numfor tersebut dapat menjadi indikasi
betapa serius upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
dan warga Numfor untuk menjadikan Numfor sebagai kabupaten yang
berpemerintahan sendiri.

C. KONTROVERSI DAN KENDALA MEWUJUDKAN
ASPIRASI PEMEKARAN

Dalam perjalanannya, proses usulan pembentukan Kabupaten
Numfor mengalami beberapa kontroversi. Kontroversiini dapat dipandar%a
sebagai kendala dalam rangka mewujudkan aspirasi pem n. Kondisi/
semacam ini merupakan hal yang lumrah terjadi. Bahkan d1 eberapa daer

berkepanjangan antara pemerintah dengan masyarakat ™ maupun
kelompok dalam masyarakat.

Untuk kasus Numfor, kontroversi proses pemeka/r\setldaknyz
terjadi pada tiga isu, yaitu marginalisasi Numfor Tule /sz%i’/v:arg{
asli Numfor” dalam proses usulan pemekaran, sengketa ;lrtana an t tkaﬁ.’f)

dengan isu tanah ulayat, dan kekhawatiran lahirnya masa-la-h—eleg-rafian':
. /

lingkungan. \ . )

—_
1. Isu Marginalisasi Numfor Tulen / \

Pengusulan pembentukan Kabupaten Numfor sebagai kabupaten
definitif bisa dikatakan telah mendapatkan dukungan secara aklanfasi. Pada
dasarnya, semua elemen masyarakat mendukung gagasan 1n1°*g" ungan
dengan hal tersebut perlu disimak pendapat petinggi di I%b llgn‘fhak
Numfor yang menyatakan bahwa di antara warga Numfor té’i‘d‘ﬁ" at pihak
yang pro pemekaran, ada pula pihak yang kontra pemekaran: Pihak yang
kontra pemekaran jumlahnya relatif sedikit, dan setelah ditelusuri alasan
penolakan terhadap pemekaran karena mereka tidak terlibat dalam proses
pemekaran."

Berdasarkan pernyataan terebut, mereka yang kontra pemekaran
sebenarnya tidak pernah menghalangi Numfor dimekarkan sebagai

yang lain, proses pemekaran daerah tidak jarang meyebaljkan kohflik jn
t*@

7 Dalam wawancara yang dilakukan oleh Tim Peneliti dengan Ketua DPRD Biak Numfor
dan Bupati Biak Numfor, 16 Mei 2008 terungkap bahwa : “.... dalam proses perjalanannya
ada dua kubu, ada yang pro dan ada pula yang kontra .... jumlah yang pro mencapai
800-an orang, di mana mereka berkeinginan Numfor segera dimekarkan menjadi suatu
kabupaten; sedangkan yang kontra tidak lebih dari 150-an orang .... setelah ditelusuri
kenapa mereka kontra pemekaran, persoalannya sebenarnya terletak pada keinginan
mereka untuk selalu dilibatkan dalam proses ini (pemekaran) ....”
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kabupaten definitif. Kemauan dasar mereka sebenarnya hanyalah ingin
lebih dilibatkan dalam proses pembahasan usul pemekaran. Fakta ini
menunjukkan pentingnya proses penyerapan aspirasi dengan cara yang
lebih representatif sehingga dukungan yang lebih luas dari segenap elemen
masyarakat bisa dioptimalisasikan.

Keberadaan kontroversi maupun perbedaan pendapat terkait dengan
rencana pembentukan kabupaten baru harus dikelola secara demokratis agar
rencana ini tidak mendapatkan hambatan di masa yang akan datang. Hal yang
perlu diperhatikan adalah perlunya usaha untuk memastikan keterlibatan dan
partisipasi seluruh subsub etnis yang cukup beragam di Numfor dalam proses
penyerapan aspirasi untuk pembentukan kabupaten baru.

Mayoritas warga yang tempat tinggal di Numfor merupakan etnis?
Biak. Mereka datang dan menetap di Numfor ratusan n lalu dag,
sekarang dikenal sebagai ‘penduduk asli’" Numfor atau r Tulen &=
Penduduk yang datang sesudahnya, meskipun juga beretiis biakjdian ga!p__
bukan sebagai penduduk asli Numfor. Penduduk yang d iga
ini biasanya berasal dari subetnis Samber, Sopen, Manuor/ dan Mandec‘ern_
Selain itu, pendatang yang ada di Numfor juga berasal dari Makassar, Bug'%
dan Ambon. <

Meskipun secara umum subsub etnis ini mayoréas sethju uptuk~
membentuk kabupaten baru, namun terdapat perbedaan pandangan terkait)

dengan proses menuju pemekaran. Perbedaan tersebut tidak menyangkut<
substansi usulan pemekaran tetapi lebih ke hal-hal yang s fa
prinsipiil. Perbedaan yang muncul lebih merupakan gesekan kepenti
menyangkut siapa yang akan duduk dalam kepanitiaan pemekaran. L\
Posisi kepanitiaan pemekaran dipandang menjadi hal yang penting
bagi setiap subetnis sebab kedudukan tersebut dianggap akanimemberikan
posisi strategis untuk mendudukkan warganya dalam birolga@(a upaten
baru. Setiap sub-etnis berupaya mempromosikan v&af‘gqpya untuk
menduduki jabatan-jabatan birokrasi strategis pada kabupaten baru:
Perbedaan pendapat juga muncul dari kompetisi antara penduduk
asli Numfor Dikenal sebagai penduduk asli Numfor, subetnis Numfor
Tulen dalam kadar tertentu harus ‘bersaing” dengan subsub etnis lainnya
dalam rangka pengusulan pemekaran. Persaingan ini setidaknya terkait
persoalan ekonomi dan penguasaan tanah. Sebagai subetnis yangjumlahnya
relatif lebih sedikit, Numfor Tulen juga tidak menguasai sumber-sumber
perekonomian strategis yang ada di Numfor. Akibatnya daya tawar subetnis
Numfor Tulen dalam proses pengusulan pemekaran menjadi lemah.

8 K.W.Galis, menyatakan bahwa Numfor asli (dikenal sebagai Numfor tulen) terdiri dari
4 (empat) klen, yakni Anggradifu, Rummansr, Rumbepon, dan Rumbepur; lihat pada
K.W. Galis, Land Tenure in the Biak Numfor Area, hal. 6.

1 Wawancara dengan Barnabas Sorbu, di Yembrowo, Numfor Timur, Tanggal 15 Mei 2008.
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Dari sisi demografis, masyarakat Numfor Tulen memang minoritas.
Kelompok ini berkembang lebih lambat dibanding warga yang datang
kemudian. Saat ini warga Numfor Tulen jumlahnya relatif sedikit (sekitar
40-50 KK). Warga Numfor Tulen juga mengalami keterpinggiran di sektor
pendidikan yang dapat dilihat dari sedikitnya jumlah warga Numfor Tulen
yang berkesempatan mengenyam pendidikan.?

Dari sisi geografis, penduduk Numfor tulen juga mengalami
keterpinggiran dalam penguasaan wilayah. Dari total 33 jumlah kampung
di Pulau Numfor, warga Numfor Tulen hanya menempati 5 kampung
di wilayah Numfor Barat, yakni di kampung Kansai, Warido, Namber,
Ambermasi, dan Serbin. Sementara itu dari sisi pembangunan ekonomi,
wilayah Numfor Barat cenderung lebih terbelakang dibanding Numfaes?y
Timur.”' Dengan kondisi keterbelakangan di bidang ekonomiyang berimbas ,
pada keterbelakangan di bidang pendidikan pada ujung erdamp
atau berimplikasi pada sedikitnya warga Numfor Tulen rfendu ki posisi
penting atau strategis di jajaran birokrasi pemerintahan.? -

Sepanjang proses usulan pemekaran yang masih berjalan hingga ‘qrg
warga Numfor Tulen masih tetap merasa dirinya teralienasi;fiiegeka mera

tidak diikutkan sebagaimana mestinya status mereka sebagaipendud
asli” Numfor. Mereka merasa kalah dari subsub etnis liinnya ala h@?,:)
‘keterlibatan proses pemekaran’. Hal tersebut dengan jelas diungkap)
oleh salah seorang tokoh adat dari Numfor Tulen, Barnabas Sorbu, gag
mengungkapkan perasaannya bahwa mereka termarginalisasi e
tidak dilibatkan dalam tim pemekaran (tim 15) yang dibentuk Pemert
Kabupaten Biak Numfor. Tim pemekaran ini dinilai para tokoh adat terlalu
teknokratis, yang hanya melibatkan unsur pemerintah kabupatemdan dari
Tim Universitas Cederawasih, sehingga masyarakat pribumidyang tidak
dilibatkan merasa terpinggirkan.? s © E >
et
2. Isu Sengketa Tanah \

Di samping isu marginalisasi warga Numfor Tulen seperti
dikemukakan di atas, masalah lain yang cukup banyak terekspos dalam
proses usulan pembentukan Kabupaten Numfor adalah isu yang berkaitan
dengan pertanahan. Isu pertanahan berkembang dan mengarah menjadi
benih-benih konflik yang memunculkan sengketa tanah. Kondisi obyektif

L

W

? Info dari wawancara tim peneliti dengan Joram Wambraw, peneliti dari Uninersitas
Cendrawasih, di Yogyakarta, tanggal 8 Mei 2008

2 Dengan kenyataan ini, maka wilayah Numfor Barat dijadikan prioritas dalam rencana
pembangunan tata ruang kawasan Pulau Numfor (data dari Badan Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor).

2 Wawancara dengan Joram Wambraw, Yogyakarta 8 Mei 2008

# Hasil Wawancara dengan Barnabas Sorbu, 15 Mei 2008.
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saat ini menunjukkan bahwa kepemilikan tanah di Numfor masih
didasarkan pada hak ulayat; dan kepemilikan hak ulayat berada di tangan
keret. Sementara itu sampai saat ini pihak yang berwenang (dalam hal ini
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor) belum mengatur secara administratif
kepemilikan hak ulayat tersebut.

Persoalan pertanahan mencuat ke permukaan manakala pembicaraan
merembet pada rencana pembuatan atau pembangunan infrastruktur
(jalan, gedung perkantoran, dan prasarana fisik lainnya sebagai pendukung
hadirnya kabupaten baru). Guna pembangunan infrastrukur kebutuhan
akan tanah tidak mungkin terelakkan. Tanah yang hanya mungkin
diperoleh dari pemberian ganti rugi kepada pemilik hak ulayat ternyata
tidak semulus yang diperkirakan. Sebagai pemilik, keret ataupun subetnis?
sebagai pemegang hak ulayat, mempunyai pertimbangan te
tanah untuk keperluan pembangunan infrastruktur dita
harapan, yang sebenarnya lebih merupakan tuntutan, bahwa anggo
keluarganya (paling tidak anggota subetnisnya) mempe(eleh—p iSi fa
jabatan strategis pada pemerintahan baru yang kelak terbentuk. Selaih i
ditengarai pula, lahan tanah guna pembangunan infras’[ruk’cﬁ'lsqi’cawarkagZ

oleh pemilik hak ulayat dengan pertimbangan ekono:gl. ain gan

rugi materi, pertimbangan ekonomi yang mengedepah adaldh bahwg~

dengan dijadikan lahan yang dibangun infrastruktur, maka harga tandh diD

sekitarnya (yang notabene masih luas dan kepemilikannya masih di taga@Z

pemegang hak ulayat) akan mengalami kenaikan di kemﬁd-ia-n—ha*i—.-/\ -

para pemegang hak ulayat. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila
masing-masing pemegang hak ulayat menawarkan lahan miliknya untuk
dikembangkan menjadi lokasi pembangunan infrastruktur. §Sehubungan
dengan hal itu, gesekan antar pemegang hak ulayat kadaxgjj l@mﬁul;.dan
hal tersebut sudah barang tentu mempengaruhi proses us‘}}léi"n, pemekaran.

L]

-
Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata ada d1‘mﬁ§

3. Isu Degradasi Lingkungan

Selain isu marginalisasi ‘warga asli’ Numfor Tulen dan isu
sengketa tanah, juga terdapat isu lain berkaitan kekhawatiran terjadinya
degradasi lingkungan jika Numfor menjadi kabupaten baru. Isu ini banyak
dikemukakan oleh kalangan masyarakat adat yang sepintas terasa menolak
usulan pemekaran.

Sepanjang proses mewujudkan aspirasi Numfor untuk mandiri dari
kabupaten induk, ada kekhawatiran dari sekelompok masyarakat merasa
khawatir dengan adanya pemekaran apabila Numfor menjadi pusat
pemerintahan yang baru. Rasa khawatir bila proses pertumbuhan dan
perkembangan Numfor akan berdampak pada perkembangan tata guna

67

PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM



Geliat Aspirasi Numfor

lahan, intensifikasi dan ekstensifikasi ruang, serta perubahan pada sistem
lingkungan. Numfor yang diperkirakan tumbuh dan berkembang dengan
pesat akan membawa dampak pada sistem lingkungan. Sehubungan
dengan hal tersebut, Dewan Adat memperingatkan bahwa masalah
lingkungan diperhatikan serius, agar jangan sampai terjadi pembabatan
hutan, pembalakan liar ataupun pengkaplingan tanah oleh investor yang
masuk apabila pemekaran terwujud.*
Perubahan lingkungan yang terjadi diprediksikan akan berakibat

adanya degradasi lingkungan yang mencakup :
a. Dampak fisik berupa:

1) Meningkatnya jumlah penduduk, dan meluasnya permukiman

akan menyebabkan bertambahnya limbah yang mencemati’

lingkungan.

2) Tergesernya lahan hijau (pertanian) menjadi are ukima:E

bangunan mengakibatkan berkurangnya paru—garu lihgkung

sehingga daya serap air berkurang, dan beruba b
menjadi lahan kritis. p |
b. Dampak Non fisik: TN
i

(a1
Berubahnya perilaku manusia dan perubahan nilai sosia mbulné
gejala hidup konsumtif) dan gaya hidup yang semakin'terbuk sehilig&%

melunturkan nilai-nilai adat setempat.

Berkaitan dengan adanya kekhawatiran terjadinya degra‘daﬁﬁ
lingkungan, maka dalam rangka mempersiapkan 'aca

yang mungkin muncul sebagai akibat pembangunan infrastruktur baru.
Hal ini diungkapkan pula oleh salah seorang anggota Dewan Adat
yang merasa khawatir apabila proses pemekaran yang ditindaklanjuti

embangunan infrastruktur secara besar-besaran, selain: il¥1bulkan
=

sengketa tanah ulayat, juga dikhawatirkan akan terjadinye:l{ kés,%al(an alam
seperti berkurangnya areal lahan bakau. Oleh karena itu, untuk mencegah
kerusakan lingkungan harus dilakukan terlebih dahulu kajian yang
mendalam.®

kabupaten definitif perlu dilakukan kajian yang serius ferhadap da?rpﬁ

Apabila dicermati secara mendalam berkaitan dengan rasa
kekhawatiran terjadinya degradasi lingkungan seperti tersebut di atas,
muncul kesan yang sangat hati-hati dari sekelompok warga (dalam hal
ini masyarakat adat) dalam menyikapi pembentukan Kabupaten Numfor.
Mereka memberikan dukungan tetapi mensyaratkan perlu dilakukakan
kajian mendalam sebelum pemekaran dilaksanakan. Dari sini dapat
disimpulkan adanya harapan besar masyarakat agar proses pembentukan

# Wawancara dengan Dewan Adat Biak, di Biak, tanggal 13 Mei 2008.
» Hasil wawancara tim peneliti dengan Ketua Dewan Adat Papua di Biak, 13 Mei 2008
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kabupaten baru, dijalankan secara seralas dengan program-program
pelestarian lingkungan.

JURUSAN POLITIK &
PEMERINTAHAN

FISIPOL UGM
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MENAKAR KAPASITAS
UNTUK MEKAR
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/ \
Bab sebelumnya telah memberikan deskripsi tent/\bagaimanz
kuatnya tuntutan masyarakat di Numfor untuk mew; Ejﬁélkis;gbua{

kabupaten baru. Tuntutan ini dilihat akan bisa menjawab pers a‘lalh/)

POLITIK &

PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM

persoalan krusial masyarakat Numfor seperti -ke(efbelekafﬁa -
keterisolasian, eksodus maupun problema pelayanan plf?lik. Tuntutan i
telah berkembang sedemikian masif dalam masyarakat dan tela mel‘ja
gelombang politik lokal dalam beberapa tahun terakhir. Oleh kare@\
diperlukan analisis yang mendalam terhadap dimensi urgensi dan kapasitas
Numfor menjadi kabupaten baru. )

Secara umum, kehadiran sebuah daerah baru selalu ﬁ’\%"ﬁ'ﬁ ratkan
adanya kesiapan dalam berbagai hal terutama menyangk&t Ketersediaan
infrastruktur, lahan, sumber daya manusia, dukungan ”ppifﬁk serta
konsolidasi internal yang terkait dengan imajinasi tentang arah-daerah ke
depan. Upaya menakar kapasitas tersebut menjadi sangat penting karena
beberapa hal. Pertama, adanya kapasitas daerah yang kuat akan menjamin
bahwa proses-proses pemekaran baik secara administratif maupun politik
dapat berjalan dengan baik. Kedua, menjamin bahwa pemekaran daerah
ke depan tidak akan menjadi masalah baru bagi masyarakat. Ketersediaan
faktor-faktor tersebut akan sangat menentukan sejauh mana daerah bisa
menangani proses transisional menjadi daerah otonom baru. Ketiga, upaya
menakar kapasitas akan memungkinkan kita melihat sejauh mana kuatnya
urgensi sebuah daerah menjadi daerah otonom baru.

Analisis kapasitas daerah untuk menjadi daerah otonom juga sangat
terkait dengan dimensi regulasi. Relevansi analisis ini ditekankan oleh
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Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Daerah khususnya pasal 6 yang menunjuk
pentingnya pemenuhan syarat-syarat teknis, administratif dan kewilayahan
berupa kesiapan dalam hal kependudukan, wilayah, infrastruktur, ekonomi,
dan lain-lain.

Bab ini akan menilai bukan hanya secara kaku berdasarkan syarat-
syarat formal tersebut, tapi juga mencoba menelisik lebih dalam secara
kualitatif tentang sejauh mana kesiapan dan kapasitas Numfor sebagai
calon daerah baru. Di sini akan ditunjukkan bahwa sebenarnya Numfor
memiliki kapasitas yang kuat. Meskipun begitu, kapasitas yang ada ini
tidak bisa menjamin sepenuhnya bahwa Numfor bisa menjadi kabupaten
baru karena ada berbagai aspek-aspek politis dan administratif yang?
menjadikan pembentukan Kabupaten Numfor dalam waktg‘deat ini tid&

LITI
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terlalu fisibel. 1
A. KESIAPAN KEPENDUDUKAN DAN LAHANL [

Dari sisi ukuran Pulau Numfor memang menjadi daerah yang tid
terlalu besar. Akan tetapi kalau dilihat dari peran strategisnya, maka Pul
Numfor memiliki arti yang sangat penting. Numfor dalam sejarahnya tela
menjadi daerah yang memiliki interaksi dengan pera@aban- eradiba@q
besar seperti Eropa (Belanda), Jepang dan Amerika semen.ialga:m].a.bjd 200
hingga masa Perang Dunia II. Selain itu, hingga kini posisinya juga cuku
strategis karena menjadi salah satu pintu masuk dan ja
dari Indonesia bagian barat menuju Papua. y

Kalau dibandingkan dengan rata-rata luas wilayah di Provinsi %
yang seluas 15.853 km? maka Pulau Numfor memang termasuk/memiliki
luas relatif kecil yaitu 391 km2 Kini Pulau Numfor terbagi'keydalam 5
distrik yaitu Numfor Barat, Numfor Timur, Bruyadori, Poiu@ar{()ﬁkeri.
Sebelumnya di Numfor hanya ada dua distrik yaitu N‘g_n{'ﬁ)mBhrat dan
Numfor Timur, akan tetapi pada tahun 2007 lewat Perda Nomox4 Tahun

2007 Tentang Pemekaran Distrik daerah ini dimekarkan menjadi 5 distrik.
Secara gamblang Bupati Biak Numfor pernah menegaskan bahwa proses

pemekaran Numfor menjadi 5 distrik adalah dalam rangka memenuhi
syarat teknis pemekaran daerah.! Dalam konteks inilah maka sebenarnya
Numfor telah menapakkan langkahnya untuk menuju sebagai kabupaten
baru dengan terpenuhinya aspek minimal kewilayahan yaitu minimal
terdiri dari 5 kecamatan atau distrik.

Upaya untuk mewujudkan daerah otonomi baru akan sangat
ditentukan oleh kesiapan dan kapasitas penduduk Numfor. Dari data

! http:/ /www.biak.go.id/default.php?dir=newsé&file=detail&id=678 diakses 25 Mei
2008, 11.32 am.
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Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2006/2007 ditunjukkan bahwa jumlah
penduduk Numfor pada tahun 2006 adalah 10.717 jiwa dengan jumlah
rumah tangga 2.105 KK. Dengan luas wilayah 391 km? dan total jumlah
penduduk 10.717 maka kepadatan penduduk di Numfor adalah 27,41 per
km?.

Dibanding daerah-daerah sekitarnya memang jumlah penduduk
Numfor relatif lebih sedikit. Data yang didapatkan dari Papua Dalam
Angka 2006 menunjukkan bahwa rata-rata penduduk kabupaten/kota di
Papua adalah 93.769 jiwa dan di level distrik sebanyak 7.505 jiwa. Sementara
di Numfor total jumlah penduduknya adalah 10.717 jiwa dengan rata-rata
jumlah penduduk per distrik sebanyak 2.143 jiwa. Meski begitu tingkat
kepadatan penduduk per kilometer persegi jauh lebih tinggi dibandingkan?y
rata-rata di Provinsi Papua. Di Numfor mencapai 27 jiwa per}.m{sementar&

di Provinsi Papua hanya sebesar 6 jiwa per km? 1 =
Tabel 4.1 L_ ‘ —
:

Perbandingan Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Papda

No Keterangan Luas Km’* | ¥ Penduduk [ Kepadatan,

1 |Kabupaten Biak Numfor 2.360,0 99.798 / \ 42 <[

- { wW

5 R?lta ra’Fa I?er Kabupaten 15.853 93.769 L_ 17)/ ‘ -+
di Provinsi Papua L =

3 | Pulau Numfor 391 10.717 27 H

=

Data di atas memberi petunjuk kepada kita ‘bahwa dari si8i
kependudukan sebenarnya Numfor memiliki kapasitas yang cukup baik
dilihat dari tingkat kepadatan penduduk yang jauh mel\amp%ﬁg rata-rata
di Provinsi Papua. Kalaupun dari sisi jumlah penduduk Numtor berada di
bawah rata-rata per kabupaten di Provinsi Papua hal tersebu%b@ pahami
karena luas wilayahnya yang juga relatif kecil (391 km?) dibarqi'fcﬂ'ﬁg daerah-
daerah lain. v

Pada level distrikpun, tingkat kepadatan penduduk juga lebih tinggi
dibanding rata-rata distrik di Provinsi Papua. Ini ditunjukkan dengan
tingkat kepadatan di masing masing distrik sebesar 30, 22, 31, 35, 22 yang
artinya berada di atas rata-rata distrik di Papua yang hanya sebesar 6 orang
per km?.
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Tabel 4.2
Data Kependudukan Distrik Calon Kabupaten Numfor
Luas
z . )y Kepadatan
No Kecamatan Kampung Wﬁgza h Penduduk | Penduduk
Numfor Timur
(Yemburwo): Yenmaru,

1 | Pyefuri, Kornasoren, 6 76,0 2.273 30
Yemburwo, Asaryendi,

Rarsibo
Numfor Barat (Kameri):
Kameri, Kansai, Warido,

2 Baruki, Serbin, Namber, 8 89,0 1.993 22
Sub Manggunsi, Pomdori M
Poiru (Serdori): Andey,

3 | Syoribo, Sauribro, 5 65,0 1.993 ﬁ\ 31 WV
Manggari, Bawei N L
Sayori (Bruyadori/Inasi): ( ‘ ar
Sandau, Bruyadori, Duai, L2 1_.35 =

4 Dafi, Amberparem, > 71,0 248 C)
Mandori ( (a1
Numfor Selatan (Orkeri): e P
Saribi, Yenbepon, =

5 | Yenbeba, Rawar, Pakreki, 6 90,0 1.99L »n <L
Wansra, Masyara, Sub e g ' (_f)
Mander 1 P
Jumlah di Numfor 20 391 10.717 AN
Rata-rata Distrik di Papua 1268 750t P

Sumber: Bagian Tapem, Setkab Biak Numfor 2006, “Hasil Survei da g K
Kelayakan Pemekaran Distrik Pada Distrik Numfor Timur dan Distrik nufufor Barat”.

Apabila mengikuti regulasi yang ada PP 78/2007 memet\mng ada dua
indikator penting yang diperlukan yaitu jumlah penduduk ﬁge?k ¥ adatan
penduduk. Data tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari sisi ]umlah
penduduk, nampaknya Numfor mengalami kendala adn"lin1§ atif karena
jumlahnya berada di bawah rata-rata daerah di sekitarnya di' Provinsi
Papua. Akan tetapi apabila jumlah penduduk ini dilihat dalam konteks
luas wilayah maka sebenarnya masalah kependudukan tidak perlu dilihat
sebagai kendala yang besar mengingat tingkat kepadatan penduduk Numfor
relatif lebih baik rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Papua.

Aspek kependudukan di Numfor ini menjadi lebih kaya lagi
manakala kita melihat betapa pluralnya masyarakat Numfor yang mampu
hidup berdampingan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Kalau dilihat
dari kategori sosiologis kita akan bisa melihat bahwa sebaran penduduk di
Numfor relatif beragam dari sisi etnis. Meskipun sebagian besar berakar

dari etnis Biak (yang inipun terdiri dari beberapa subetnis), penerimaan
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terhadap etnis-etnis lain dari luar termasuk cukup tinggi. Ini dibuktikan
dengan relasi sosial yang harmonis antar etnis Biak dengan etnis-etnis Bugis,
Makassar maupun Jawa yang sudah bermukim di Numfor bertahun-tahun
dan menjadi bagian dari masyarakat Numfor.

Dari sisi okupansi, sebagian besar warga masyarakatnya sangat
bergantung pada sektor kelautan dan pertanian, sebagian kecil lainnya
mengandalkan sektor perdagangan. Pola keruangan di Pulau Numfor
menempatkan daerah pantai sebagai sentra kehidupan sosial ekonomi. Hal
ini dibuktikan dengan desain jalan di Numfor yang melingkari wilayah-
wilayah pantaisertaberkembangnya titik-titik pelayanan perekonomian dan
pemerintahan di area-area ini. Sementara di daerah tengah pulau dijadikan
masyarakat sebagai hutan lindung dan sebagian lainnya dimanfaatkan?j
untuk lahan pertanian. Dengan karakter geografis semacam iniinaka sangat ,
jelas bahwa kultur pantai sangat lekat dengan masyarakat- or. —

Munculnya wacana tentang pembentukan Kabupaten Nuinfor tela'E
membuat pihak-pihak yang berkepentingan mulai merhild
penyiapan lahan yang nantinya akan menjadi tempat didirikannya p@sa
pusat pemerintahan dan pelayanan publik lainnya. Dafhampir bis?
dipastikan, area-area disepanjang garis pantaimenjadi fokuf pengembanga Ic

ke depan. W
Untuk keperluan pembangunan fasilitas pemerintahan ke d!pa@
beberapa orang telah bersedia menyerahkan lahan yang luas ke}acm
pemerintah untuk nantinya dipakai sebagai pusat pemeri t

publik. Artinya, kalau ditinjau dari sisi kesiapan lahan secara fisik maka
bisa dikatakan bahwa tidak ada persoalan yang berarti. /)

Dari hasil wawancara dan observasi tim peneliti$lahan ‘yang
diserahkan ini berada sekitar 3 kilometer dari pusat distrik g\h@f(fr Timur
yang sebelumnya dimiliki oleh salah seorang pejabat dgri”"'&j,a,]@i\hmfor
yang berasal dari Pulau Numfor. Beliau menyatakan bahwa'sebelumnya
lahan tersebut dimiliki oleh keluarganya. Namun berdasarkan kesepakatan

baru, sekaligus sebagai tempat berdirinya tempat pele}yanan-pelayﬁ'({

bersama diserahkan lewat proses tertulis kepada Pemerintah Kabupaten
Biak Numfor agar nantinya dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan
pelayanan publik di Numfor.

Akan tetapi, aspek ketersediaan lahan ini memang masih menyisakan
kendala dalam hal status legal pertanahan di Numfor. Ketidakjelasan aspek
legal pertanahan selama ini dianggap masih memiliki potensi konfliktual.
Hal ini terjadi ketika muncul klaim-klaim yang kuat dalam penguasaan
tanah berdasarkan basis historis kultural. Rencana pembentukan kabupaten
baru di Numfor pada gilirannya turut menaikkan tensi konflik pertanahan
ini.
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Ketegangan-keteganganinibisadilihatdariadanyafaktabahwaproses
penyediaan lahan bagi kepentingan kabupaten baru ke depan menghadapi
resistensidaribeberapa kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai
etnis Numfor Tulen.? Kelompok-kelompok ini menganggap memiliki hak
atas semua tanah di Numfor karena nenek moyang mereka-lah yang datang
pertama kali dibandingkan kelompok-kelompok lainnya. Pada sisi yang
lain, kelompok-kelompok non Numfor Tulen memiliki argumen bahwa
sebanarnya telah ada kesepakatan di antara pendahulu-pendahulu mereka
dengan subetnis Numfor Asli tentang pembagian wilayah penguasaan
tanah.

Dalam FGD yang dilakukan tim peneliti di Numfor pada tanggal 15
Mei 2008 tergambar jelas adanya klaim dari Ketua Adat Numfor Tulen yang?j
mengatakan bahwa semua tanah seisinya dan langit yan di atasnya,
adalah milik orang Numfor Tulen. Karenanya dia men ap bahwa—
penggunaan lahan untuk keperluan apapun harus seizﬁ' orang Numf
Tulen. Ungkapan ini sempat mendapatkan tentangan darf a
di luar subetnis Numfor Tulen yang menganggap bahwa klaim semaca
itu dilebih-lebihkan dan mengabaikan perjanjian pembagian wilay
penguasaan tanah yang sudah dilakukan oleh nenek moyahg merek&:
Narasi ini hanya untuk menggambarkan betapa klaim képemil' an tzinaé?r:)
masih menjadi topik yang pelik di Numfor. -

Secarariil, dalam sejarah pembangunan pemerintahan dan pelaye!naﬁﬁ

publik di Numfor masalah ketersediaan lahan dan kejehsa-a—sta-t—as—fz‘{\aa

menunjukkan dengan jelas bahwa beberapa kali ada upaya dari sekelompo
orang untuk menarik kembali tanah yang selama ini telah dipakai untuk
pelayanan-pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas,"magpun kantor-
kantor pemerintahan. Ada beberapa tuntutan agar pemerirga@qgmbayar
ongkos penggunaan tanah yang masih diklaim sebagaﬁi{ milik«keluarga
anggota masyarakat tertentu. Menurut mereka, perjanjian penyerahan tanah
yang dilakukan oleh orang tua atau saudara tidak melibatkan mereka dalam
prosesnya sehingga perjanjian itu dianggap cacat dan mereka menganggap
masih memiliki hak atas tanah tersebut.

memang menjadi persoalan serius. Wawancara yang kami lakukarﬁ%

Dalam kasus yang lain, juga muncul masalah pertanahan akibat
tidak ditemukannya kata sepakat tentang ganti rugi dan mekanisme

2 Meskipun secara genealogis akarnya sama dengan sub-subetnis lain yang ada di
Numfor, yaitu etnis Biak, subetnis ini menganggap mereka sebagai orang asli karena
nenek moyangnya pertama kali mendiami Numfor. Subetnis yang menganggap
sebagai Numfor Tulen ini sebagian besar tinggal di wilayah Numfor bagian barat yang
diantaranya meliputi kampung-kampung seperti Kansai, Warido, Serbin, Namber.
Dari sisi jumlah komunitas memang Numfor Tulen ini tidak terlalu banyak (kurang
dari 10%), namun mereka memiliki klaim historis yang terus menerus direproduksi di
kalangan masyarakat Numfor sebagai pewaris sah atas Pulau Numfor.
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pembangunan yang belum memaksimalkan pola dialogis. Pada bulan
Juni 2007, misalnya, sekelompok masyarakat Numfor sejumlah 13 orang
melakukan aksi demonstrasi di Biak menuntut kepada pemerintah
untuk memberikan ganti rugi tanah dan tanaman akibat penggusuran
untuk pembangunan jalan yang dilakukan di Desa Mandori pada tahun
2002 (Cenderawasih Pos, 29 Juni 2007). Dari hasil pelacakan kecamatan
ada indikasi bahwa mereka yang berdemonstrasi adalah orang-orang
Manokwari yang memang memiliki asal-usul dari Numfor.?

Gambaran di atas menunjukkan betapa penanganan masalah agraria
dan penyediaan lahan pembangunan Numfor butuh kehati-hatian. Luasnya
klaim kepemilikan tanah yang kadang didasarkan pada keanggotaan
keluarga besar (bukan individu) bisa menyulut persoalan serius. Meskipus?j
banyak anggota masyarakat yang merelakan lahan mereka
sebagai tempat pengembangan pelayanan kepemerintahan,
tentang kejelasan status tanah tetap menjadi pekerjaan yané mestidilakuk
agar reclaiming secara sepihak dan aksi-aksi kekerasa h
terhadap tanah tidak terjadi. Apalagi di tengah kuatnya isu pembentigk
kabupaten baru tanah bisa menjadi komoditas politik yang ctikup krusia]z

B. KESIAPAN INFRASTRUKTUR FISIK ( ‘ (</E)
Bagi mereka yang baru pertama kali menjejakkanxalﬂn;u_d.‘_?' i Pulaw)
Numfor dan sebelumnya mengenali Papua semata sebagai daerah ya
terbelakang dan kurang tersentuh dunia luar, maka akan ks
yang sangat berbeda. Mapannya jalan yang melingkari pulau, jarin
telepon seluler, unit-unit pelayanan pendidikan dan kesehatan, baﬁr}a;x
serta pelabuhanyang cukup baik menandakanadanyakualitasinfrastruktur.
Dibandingkan dengan sebagian besar daerah-daerah lain di}Papua maka
bisa dikatakan bahwa ketersediaan infrastruktur fisik di Nui;\f@ t%gelong

sangat baik. Kehadiran infrastruktur fisik ini sangat menguntungkan bagi
pengembangan kesejahteraan masyarakat di Numfor. y

Kehadiran teknologi yang begitu pesat telah menjangkau Numfor
dan menjadikan pulau ini sebagai daerah yang dinamis. Keterpencilan
tisik yang dialami masyarakat Numfor tidak berarti menjadikan mereka
terpisah dengan dunia luar. Sejak beberapa tahun terakhir ini akses
informasi dan komunikasi menjadi lebih lancar karena kehadiran operator
seluler. Dibangunnya menara seluler pelan-pelan telah merubah pola
interaksi masyarakat Numfor baik diantara mereka sendiri maupun dengan
masyarakatdiluar mereka. Tim penelitimenemukan antusiasme masyarakat

* Banyak orang Numfor yang tinggal dan menjadi warga Manokwari. Orang-orang ini
sering disebut sebagai orang Numfor Dore. Mereka memiliki ikatan kultural dengan
orang-orang dan keluarga yang ada di Numfor.
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dengan kehadiran akses komunikasi. Ini misalnya ditunjukkan dengan
munculnya istilah “Pohon SMS” yang dipakai oleh masyarakat sekitar
untuk menyebut tower pemancar sebuah operator telepon seluler di sana.
Sebuah pohon besi yang bisa menghasilkan informasi dan menyampaikan
pesan-pesan yang hendak dikirimkan warga masyarakat kepada dunia luar.
"Pohon SMS’ dengan kata lain adalah gambaran kongkrit tentang mimpi
kemajuan masyarakat Numfor

Bila ditinjau dari segi infrastruktur darat, hampir semua wilayah
pantai sudah terjangkau dengan jalan aspal yang melingkari seluruh
pulau. Kondisi tanah di Numfor yang berupa batu kapur dan karang
telah memungkinkan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan dengan
biaya yang lebih murah dibanding daerah pedalaman Papua yang berupa?j
tanah liat yang labil. Stabilnya permukaan tanah ini menjadi sedemikian,
penting karena tanpa diaspal-pun, dengan metode merata
memungkinkan jalanan dilalui kendaraan dengan nyamary Pengalaman ti
peneliti dalam melakukan observasi infrastruktur ]alaaneh'ﬂg la
Numfor selama hampir lima jam memberikan kesan yang kuat bahwa jal
yang ada sudah bisa dianggap mapan.

Pilihan untuk membuat jalan lingkar ini tentun
mempertimbangkan sebaran penduduk dan pusat-pusat éktiﬁta yania%

di daerah pantai sehingga mampu menghubungkan satu wilayah dengan)

wilayah yang lain. Persoalannya adalah infrastruktur jalan yang mem d&c

ini belum diikuti dengan penyediaan angkutan umum sa

umum yang dipakai untuk mengangkut siswa yang hendak pergi ke sekolah
namun aksesibilitasnya masih belum maksimal. 7
Salah satu cara untuk mengatasi ini, sebagian anggotgl\ma/syarakat
telah menggunakan kendaraan sepeda motor yang juml S }@y cukup
banyak. Ini menjadikan mobilitas dan interaksi antar kamp‘mg,.dan antar
distrik di Numfor menjadi lebih tinggi dibanding masa-masa sebelumnya.
Upaya untuk membuka Numfor dari keterpencilan dan keterisolasian

semua warga masyarakat. Selama ini memang sudah ada bus ang‘lm\

nampaknya dalam beberapa tahun terakhir sudah bisa pelan-pelan diatasi.
Ini bisa ditunjukkan dengan dimilikinya dua dermaga penting disana.
Satu dermaga permanen dan relatif besar selama ini dimanfaatkan untuk
berlabuh kapal-kapal perdagangan yang relatif agak besar. Sementara satu
dermaga lainnya dipakai untuk berlabuh bagi kapal-kapal kecil. Selama ini
keberadaan dua dermaga ini telah mampu memberikan efek ekonomi yang
cukup besar bagi perekonomian di Numfor karena arus barang dari luar
bisa bergerak dengan lebih intens dibanding masa-masa sebelumnya.

Dari hasil riset tim peneliti bahkan ditemukan fakta bahwa harga
beberapa barang-barang dari luar (terutama dari Jawa) yang ada di Numfor

77

PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM



Menakar Kapasitas Untuk Mekar

relatif lebih murah ketimbang dengan harga-harga barang di Biak.* Hal ini
disebabkan karena Numfor menjadi jalur lalu lintas kapal-kapal barang yang
datang dari Surabaya, sementara kapal-kapal dagang yang ke Biak harus
melewati dulu beberapa pelabuhan sehingga biaya operasionalnya lebih
tinggi.

Salahsatu tantangan penting ke depanbagi Numforadalah bagaimana
memaksimalkan pemanfaatan pelabuhan-pelabuhan yang ada untuk
kepentingan pengembangan perikanan, perdagangan dan juga pariwisata.
Tantangan pengembangan infrastruktur laut ini terutama dihadapkan pada
fluktuasi alam yang kadangkala menjadikan pelabuhan yang ada tidak bisa
difungsikan. Hal ini terkait dengan tingginya gelombang laut di bulan-
bulan tertentu yang menghambat pelayaran dan perdagangan.’ od)

Meski begitu, hadirnya bandar udara di Numfpr&ang tela&
dimanfaatkan untuk penerbangan pesawat kecil nampak njadi sa
alternatif untuk mengatasi faktor gelombang laut yang(tinggi lyang biE
menghambat mobilitas warga Numfor. Bandara yang adg-d-i—p
Bruyadori ini dipakai untuk landasan pesawat kecil yang datang duajk
dalam seminggu. TN\

Dalam sejarahnya, Numfor sebenarnya telah memiliki a/rmn pesaw%E

yang relatif besar yang di masa Perang Dunia II dan pergnah dinilanfa kanA
sebagai landasan pesawat-pesawat perang Amerika Serikat.

andasant inD)
sekarang tidak dimanfaatkan dan ditumbuhi oleh tanaman-tanaman llia@ﬁ
Beberapa kalangan di Biak dan di Numfor telah mewacanal&ma-u-ﬁba-lemerQara
faatkan lagi bandara ini untuk kepentingan akses udara yanglebih luﬁﬁﬂ

salah satunya didasarkan pada kenyataan bahwa adanya berbagai potenst
wisata alam dan sejarah yang cukup menarik telah menarik wisatawan asing
dan domestik untuk datang ke Numfor melalui jalur udara. Dalamiangka itu
maka diperlukan landasan yang lebih representatif untuk kepgit@afl ini.
Meski begitu, di tengah berbagai upaya pengembangaf%m@astruktur
di Numfor proses ini ternyata belum mampu mengakselerasi Numfor dari

* Dari wawancara kami dengan berbagai pihak dikatakan bahwa Numfor berada dalam
jalur perdagangan laut di Papua. Barang-barang ini terutama dibawa oleh jaringan
pedagang-pedagang Bugis dan Makassar. Harga barang-barang keramik, misalnya,
lebih murah di Numfor ketimbang di Biak.

5 Dari data yang ada ditunjukkan bahwa musim gelombang tinggi menjadi persoalan
besar bagi nelayan di Numfor karena rendahnya kualitas kapal yang digunakan. Di
Numfor pada tahun 2006 ada sekitar 46 perahu motor tempel dan 198 perahu tanpa
motor.

¢ Hasil wawancara dan FGD yang dilakukan tim peneliti menemukan bahwa ada
kehendak untuk membangun lagi landasan pesawat yang lama karena dianggap lebih
besar. Namun hal ini nampaknya tidak mudah karena diatas landasan sudah ditumbuhi
tanaman dan pohon-pohon liar selama bertahun tahun sehingga dimungkinkan terjadi
kerusakan struktur landasan yang tidaklah kecil. Biaya pembangunan ulang tentunya
juga tidak mudah dan murah.
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berbagai hal. Dari sisi ekonomi, roda produksi masih bercorak memenuhi
kebutuhan lokal dan belum mampu dikembangkan untuk kepentingan
produksi yang jauh lebih luas. Dari sisi pelayanan publik, pengembangan
infrastruktur yang ada juga masih belum berimbas pada peningkatan akses
dan kualitas pelayanan publik.

Memang kalau dilihat dalam konteks infrastruktur pelayanan publik,
Numfor nampaknya telah memiliki infrastruktur-infrastruktur dasar yang
nantinya dibayangkan akan bisa lebih berkembang lagi dari sisi kualitas.
Pelayanan pendidikan hingga pendidikan menengah serta hadirnya
Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan apotek telah memberikan makna
penting bagi kehadiran negara di Pulau ini meskipun masih belum begitu
maksimal.” o

Data tahun 2006/2007 (Biak Numfor Dalam Angka) ditunjukkan,

Sekolah Dasar ada sebanyak 22, Sekolah Lanjutan Tingkat
3 dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Kejuruan masing-mai
berjumlah 1. Dengan jangkauan geografis yang relatif tidaKterlalu besa#
dengan jalur transportasi darat yang telah mampu menghubungka
kampung-kampung maka selama ini sekolah-sekolah yané ada bisa d1af<sqy)
oleh warga.
Untuk infrastruktur kesehatan, Numfor telah memiliki 3 Puskesmde’

dan 8 Puskesmas Pembantu. Dari tiga Puskesmas yanmgata

Puskesmas yang berstatus sebagai Puskesmas Perawatan sementaﬁvi
lainnya hanya Puskesmas Non Perawatan. Kendala yang dihadapi unit-
unit pelayanan ini lebih banyak berkisar pada jumlah pelayan médis yang
dirasa masih kurang mencukupi untuk melayani warga Numfer,Di tahun
sampai dengan tahun 2007 total di Numfor hanya memiliki 'ﬁd(@efumum
5 bidan dan 15 perawat. ol | M

Meski begitu, kalau dilihat dalam konteks kabupaten’'induk (Biak
Numfor) secara keseluruhan, ternyata kapasitas untuk mekar yang bisa
dilihat dari rasio fasilitas kesehatan dan rasio tenaga medis per 10.000
penduduk cukup tinggi. Dari hasil perhitungan yang kami lakukan
kabupaten Biak Numfor berada dalam kategori 5 (sangat mampu) dalam
hal infrastruktur kesehatan dengan rasio sebesar 107,2 %. Sementara hal

7 Persoalan tentang hadirnya ‘negara’ di Numfor menjadi salah satu isu penting di
masyarakat. Bagi mereka selama ini negara dianggap tidak terlalu memperhatikan
daerah-daerah terpencil seperti Numfor. Jumlah unit pelayanan publik memang sudah
relatif banyak, namun sering dianggap kurang mencukupi. Pada saat yang sama unit
pelayanan publik yang ada belum memiliki kualitas pelayanan yang baik. Inilah yang
menjadikan gerakan OPM menguat di Numfor pada awal-awal reformasi. Meski begitu
ini harus dibaca sebagai pertanda kegelisahan dari masyarakat terhadap negara untuk
lebih peduli terhadap mereka.

79

PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM



Menakar Kapasitas Untuk Mekar

yang sama juga ditemukan dalam hal ketersediaan tenaga medis. Hasil
perhitungan yang ada menunjukkan bahwa perbandingan tenaga medis
dan penduduk berada dalam rasio 158,8% dan berada dalam kategori 5
atau sangat mampu (untuk perhitungan detailnya bisa dilihat di Impiran
bab ini). Gambaran ini hendak menunjukkan bahwa dari sisi infrastruktur
kesehatan dan tenaga medis, Kabupaten Biak Numfor memiliki kemampuan
yang tinggi untuk mekar.

C. KESIAPAN KELEMBAGAAN DAN SDM PEMERINTAHAN

Seperti yang telah dikatakan di atas, upaya pelaku-pelaku yang ada
di Biak Numfor untuk mempersiapkan kabupaten baru yaitu Kabupaten
Numfor dilakukan dengan melakukan penyiapan kelembagaan dan jugad)
SDM pemerintahan. Lewat Perda Nomor 4 Tahun 2007 tenta-ng{’emekaray
Distrik, Pulau Numfor dimekarkan dari 2 distrik (Numfor Bafatdan Numf
Timur) menjadi 5 distrik (ditambah Bruyadori, Poiru dan Orkeri). Dengan—
upaya pemekaran distrik ini maka salah satu syarat tek k
kabupaten baru bisa terpenuhi yaitu memilikijumlah minimal 5 kecama‘a:E

distrik. TN

Bekerjanya kelembagaan pemerintahan di Numfor s %nya%
tidak semata memfokuskan pada peran birokrasi peerintah n. Se'ca@q
faktual dinamika pemerintahan di Numfor ditunjang dengan.a.da.n.)a_pﬁ‘
aktif gereja sebagai institusi informal yang dalam taraf tertentu ma p@ﬁ
menjadi fasilitator antara negara dan masyarakat di lew
dalam wawancara dan diskusi yang dilakukan tim peneliti muncul beber
contoh yang menunjukkan secara jelas bahwa gereja seringkali memm
pemerintah untuk menggerakkan program-programnya. Bahkdn. ketika
pemerintah belum mampu mengisi fungsi yang seharusnya dijalankannya
maka gereja bisa menutup fungsi-fungsi itu. Sebagai Coijt(@ %reja di
Numfor selama ini turut berperan dalam membantu pelelya’/i"’mm‘léésehatan
dengan mendirikan apotek/toko obat serta menjadi mediator tatkala muncul
ketegangan antara pemerintah dengan masyarakat. Ini artinya, sinergi antara
negara dan masyarakat sipil terjadi dengan relatif kuat.

Memang kelembagaan pemerintahan di level lokal selama ini
menghadapi kendala dalam konteks kesiapan sumber daya manusia. Dalam
aspek pelayanan publik, misalnya, secara riil Numfor masih memiliki
problema dalam soal jumlah dan kualitas SDM. Sampai dengan tahun 2007
(Biak Numfor Dalam Angka) total di Numfor hanya memiliki 2 dokter
umum, 5 bidan dan 15 perawat. Dalam hal pendidikan, data tahun 2007
juga menunjukkan masalah jumlah SDM yang masih rendah. Jumlah guru

SD sebanyak 110 orang, guru SLTP 21, guru SLTA 14 dan guru sekolah
menengah atas kejuruan sebanyak 4 orang.
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Meski begitu, masyarakat Numfor percaya bahwa sejalan dengan
kehendak untuk membentuk kabupaten baru maka pelan-pelan masalah
SDM ini bisa diatasi. Mereka menganggap bahwa Numfor memiliki potensi
SDM vyang berkualitas yang tersebar ke berbagai daerah baik di Papua
maupun di luar Papua. Sebagian besar dari mereka menempuh pendidikan
tinggi di Jawa maupun di tempat-tempat lainnya. Sebagian yang lain telah
berhasil menempati jabatan-jabatan strategis di berbagai daerah di Papua.
Persoalan yang selama ini dihadapi dengan Numfor terkait dengan SDM
adalah keengganan dari mereka untuk kembali ke Numfor. Hal ini terkait
dengan peluang karir dan struktur kesempatan yang tidak menjanjikan bila
mereka kembali ke daerah; sementara peluang-peluang tersebut justru bisa
ditemukan di daerah-daerah lain. o

Hadirnya kabupaten baru dipercaya akan meningkatkan struktur,
insentif dan peluang-peluang yang akan membuat sumbe manusa'E
Numforyangselamainitersebar keberbagai daerah akan bisa ditarik kembali
ke Numfor. Sebagai ilustrasi, sebagian responden yang i ‘ar
cukup optimis bahwa dengan terbentuknya kabupaten baru nanti rpa
posisi-posisi strategis akan ditempati oleh pejabat-pejabat bapgngalam%
dan kompeten asal Numfor yang selama ini berada di berbagdi daerah
Papua. Sementara posisi-posisi menengah yang membuttihkan $DM ar&
dan berpendidikan tinggi akan bisa diisi oleh mereka_yang selama ini)
kuliah di berbagai universitas. Proses inilah yang nantinya dibayangkaﬁﬁ
akan mampu mengakselerasi pembangunan di Numfor. L -

dan lemahnya kompetensi SDM pemerintahan dianggap akan bisa diatast
ketika muncul peluang dan struktur insentif baru dengan shadirnya
kabupaten baru. W Pl

Gambaran ini hanya ingin menunjukkan bahwa problema kelangmi‘

s

QF=+
D. KESIAPAN MANAJEMEN KONFLIK DAN DgM‘Q,KRiSI

Barangkali salah satu yang menjadi kekuatan penting bagi Numfor
dalam proses pembangunan ke depan adalah adanya potensi modal sosial
yang relatif kuat dalam masyarakat untuk mengelola persoalan yang
dihadapi. Tradisi berargumentasi dan berdebat tentang persoalan-persoalan
yang dihadapi publik telah hadir semenjak lama. Dari hasil pelacakan yang
dilakukan tim peneliti di Numfor proses menumbuhkan budaya dialog ini
telah hadir dalam keseharian masyarakat.

Salah satu modal sosial yang dimiliki masyarakat adalah tradisi
yang disebut ‘"duduk di atas pasir’. Tradisi ini adalah gambaran bahwa
setiap masalah yang dihadapi harus diselesaikan lewat mekanisme
dialog. "Duduk di atas pasir’ merupakan mekanisme yang melibatkan
pemimpin-pemimpin kelompok sosial untuk memecahkan persoalan yang
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dihadapi masyarakatnya. Dalam keyakinan mereka kekerasan fisik untuk
menyelesaikan persoalan harus dihindari. Setiap keputusan yang diambil
lewat mekanisme ini tidak hanya mengikat hanya secara sosial tapi juga
secara vertikal kepada pembuat kehidupan.

Prosesi ini biasanya diadakan malam hari dan dilakukan di pantai
dengan duduk diatas pasir. Di tengah lingkaran tempat mereka duduk
biasanya terdapat penerang. Lewat prosesi ini para pemimpin kelompok
sosial mencoba mencari pemecahan persoalan. Persoalan yang dibahas
bisa menyangkut masalah pribadi antar warga, maupun antar kelompok
sosial. Dalam tradisi ini setap orang yang terlibat diberi kebebasan untuk
mengemukakan pendapatnya, sementara orang yang lain juga memiliki
hak untuk menyanggah, mengkritik dan memberi masukan. od

Cara berdebat bahkan bisa dilakukan dengan
menggunakan kata-kata kasar sejauh kata-kata yang dig
merendahkan harga diri orang lain.? Inilah yang disebut mfsyara t sebagai
"baku maki’. Apabila sampai proses yang ada menimbulk.
maka hal ini menjadi tabu yang luar biasa bagi yang bersangkutan|d
akan mendapatkan sanksi sosial yang berat. Meski begitu, apabila prose%
‘duduk di atas pasir’ selesai maka semua orang harus saling Memaafka
dan terikat dengan keputusan yang telah dibuat. (qu)

Dari gambaran tersebut maka bisa dilihat bahwa masyarakat telah)

memiliki mekanisme tradisional dalam memecahkany masalah secafaZ

damai. Bahkan bisa dikatakan potensi berdemokrasi di (ﬁam-meeymﬁka

besar masyarakat dalam beretorika dan berargumentasi dalam pertemuan-
pertemuan publik. /)
Sekilasnampaknya prosesinibisadilihatsebagaicarayangelitisdalam
menyelesaikan persoalan. Namun hasil wawancara kang @nfbeﬁkan
gambaran yang cukup berbeda yang bisa menunjukkaﬁr} B@’gp,pa derajat
hierarki sosial masyarakat di Numfor tidaklah terlalu tinggi, Seorang
pemimpin adat biasanya dipilih oleh masyarakat berdasarkan kompetensi
sosial dan kulturalnya. Jadi tidak ada mekanisme pergantian kepemimpinan
berdasarkan turunan. Setiap orang punya peluang untuk menjadi pimpinan
adat. Yang unik adalah, dari hasil temuan kami, pemimpin adat tidak
menjadi penentu keputusan dalam kelompoknya. Setiap orang dalam
kelompok tersebut memiliki hak yang setara untuk berpendapat. Dalam
konteks ini ketua adat hanya menjadi penyambung aspirasi dan orang
yang diberi otoritas oleh anggota-anggotanya berdasarkan keputusan yang

Numfor juga relatif kuat yang ditunjukkan dengan kemampuan seb*ag":qx

8 Ukuran untuk melihat ‘kepantasan” makian ini belum tertangkap jelas oleh tim peneliti.
Namun beberapa orang mengatakan beberapa contoh semisal merendahkan ibu, bapak,
kakek, nenek maupun anak.
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ditentukan secara internal. Ini adalah gambaran betapa kuatnya tradisi
dialog dan semangat egaliter.

Proses observasi dan FGD yang dilakukan tim peneliti di Numfor
menemukan penegasan terhadap hal-hal tersebut. Manakala tim peneliti
mencoba mendengarkan aspirasi dari masyarakat lewat FGD yang dibagi ke
dalam kelompok-kelompok kecil hampir semua pesertamenanggapi dengan
antusias lewat argumentasi dan kemampuan berbicara yang cukup baik.
Hal yang sama juga kami temukan ketika terjadi perdebatan keras antara
satu kelompok dengan kelompok yang lain dan melahirkan makian satu
sama lain, namun setelah proses pembicaraan selesai keduanya berdamai,
bersalaman dan saling minta maaf atas makian dan emosi yang muncul. Ini
adalah salah satu contoh betapa sebenarnya masyarakat memiliki potensi?
demokrasi dan kedewasaan bersikap yang cukup baik. \

Apabila dilihat dari sisi demokrasi formalis pro /\al, tingkat—
keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan m ten ba\E
juga relatif tinggi. Ini ditunjukkan dengan banyaknya w
tandatangan warga sebagai bentuk aspirasi masyarakat untuk membeft
kabupaten baru.” Dari semua warga yang ditemui tim peheliti hampij
sebagian besar menunjukkan antusiasme yang tinggi tethadap i
pembentukan kabupaten baru. Dalam taraf tertentu ini bisa diba¢a sebagai~
bentuk kepedulian warga masyarakat terhadap masalah-masala {an@
dihadapinya. a4

Potret diatas hendak menunjukkan bagaimana Sesa-m-ya—peen;
demokrasi dan manajemen konflik yang dimiliki masyarakat. 1ant?ﬂg§\

yang dihadapi ke depan adalah bagaimana caranya agar modal sosial yan
sudah ada ini dimanfaatkan dan dilestarikan dalam proses pembangunan
Numfor ke depan. Isu ini menjadi penting mengingat prosesimodernisasi
telah pelan-pelan menggerus nilai-nilai tradisional yang ada a setta emakin
bergesernya peran lembaga tradisional sebagai arena mzjl{nay@mm konflik
dan digantikan dengan mekanisme-mekanisme hukum formal.

E. KAPASITAS EKONOMI: POTENSI LAUT, PERTANIAN &
PERDAGANGAN

Secara umum, Numfor memiliki basis-basis penting bagi

® Dokumen formal “Rekapitulasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat Sebagai Pernyataan
Sikap Tentang Pemekaran Pulau Numfor Menjadi Kabupaten Definitif” memang
menunjukkan begitu banyaknya KK yang memberikan dukungannya lewat pemberian
tandatangan untuk mengusulkan pembentukan kabupaten baru. Sulit memang untuk
mengetahui apakah proses formal ini adalah bentuk partisipasi aktif ataukah hasil dari
mobilisasi politik. Akan tetapi, apabila dilihat dari antusiasme warga dan cara mereka
menyampaikan gagasan tentang pembangunan Numfor ke depan maka bisa ditangkap
kesan yang kuat tentang kepedulian dan kehendak mereka untuk melakukan perubahan
bagi Numfor.
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pengembangan daerah ke depan. Potensi ekonomi ini terkait dengan
produk-produk pertanian dan perkebunan serta yang paling potensial
adalah potensi kelautan. Dengan karakter geografis yang didominasi oleh
pantai, bisa dipastikan bahwa sebagian besar masyarakat Numfor sangat
bergantung perekonomiannya pada hasil laut. Meski begitu potensi-potensi
yang lain juga cukup besar.

Selama beberapa waktu Numfor dikenal sebagai penghasil kopra
yang cukup besar dan dipasarkan di berbagai daerah di Indonesia. Produksi
kelapa bahkan menempati posisi atas diantara distrik-distrik di Kabupaten
Biak Numfor. Pada tahun 2006 Numfor secara total memiliki luas lahan
kelapa seluas 941, 9 ha dengan total produksi sebanyak 228 ton. Hanya
saja dari jumlah produksi yang relatif besar ini ternyata belum diimbangi?

dengan kapasitas pemasaran yang baik sehingga seringkali uksi kelapa ,
yang ada hanya dimanfaatkan untuk keperluan masyarak L. —
or adalah sagt

Hasil produksi alam lainnya yang dimiliki Nu

Luas lahan dan hasil produksinya memang tidak terlalunxaﬂy-ak.‘-Da-ri lot
luas lahan 58, 5 ha numfor mampu menghasilkan 15, 5 ton sagu. Prdd
pertanian yang kini diunggulkan oleh Numfor adalah kacanghijau organi%
yang produksinya mencapai 50 ton pada tahun 2006 dari totalNuas laha
100 ha. Numfor adalah penghasil kacang hijau terbesar di éiak Numforydagn~
bahkan telah dikenal secara luas dan dipasarkan di daerah-daera lalln dD
Papua. / |

Potensi penting yang dimiliki Numfor adalah ISeEi-ka-Haﬂ.—-S@aIE\

laut ketimbang daratan. Ini artinya potensi kelautan semestinya bisa
menyumbang kontribusi PAD yang tinggi bagi daerah. Kenydtaannya,
selama ini perikanan dan kelautan belum bisa dimdnfaatkan secara
maksimal. Tidak ada data yang secara khusus menggambﬁ'k@ }frocb,lkm
perikanan di 5 distrik di Numfor. Akan tetapi kalau mehh@twp:end yang
berkembang di Biak Numfor nampaknya subsektor ini mesti digali lebih
lanjut ke depan.

umum, Kabupaten Biak Numfor wilayahnya lebih banyak terdnTl:b&

Tabel 4.3.
Sumbangan Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Biak Numfor (2000-
2004)
Tahun | Nilai (dalam jutaan rupiah) Persentase
2000 5.016,96 0,91
2001 5.807, 72 1,24
2002 6.798, 49 1,25
2003 7.914, 25 1,33
2004 8.351, 44 1,29

Sumber: BPS kabupaten Biak Numfor, 2005: 66 dan 69.
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Data di atas menunjukkan bahwa produksi perikanan di Kabupaten
Biak Numfor masih sangat rendah, begitu juga distrik-distrik di Pulau
Numfor. Padahal secara umum kabupaten ini memiliki potensi sumber
daya ikan sebesar 670.000 ton per tahun (Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Biak Numfor, 2003). Rendahnya selisih antara potensi produksi
dan kapasitas produksi riil sangat bisa jadi disebabkan karena kapasitas
SDM nelayan yang masih rendah serta rendahnya teknologi penangkapan
ikan yang dimiliki oleh para nelayan.

Potensi lain yang juga tak kalah menarik untuk dikembangkan
di Numfor adalah wisata alam dan sejarah. Keindahan alam pantai dan
bawah laut di Numfor selama ini belum digali secara maksimal. Selama?j
ini memang ada turis lokal maupun domestik yang dat ke Numf
untuk menikmati alam lautnya. Namun dukungan akses ortasi daE
akomodasi yang kurang memadai menjadikan tingkat lfim]un n w1sa
tidak terlalu banyak.

Halyangsama]ugater]adlpadaw1satawanyanghendakmenyaks‘kag
situs-situs sejarah peninggalan Perang Dunia II. Bila bisa diRelpla deng
baik, termasuk penyediaan transportasi dan akomodasi yangymemad
maka kunjungan wisatawan bisa lebih meningkat. Dari (Easil awar!:ar@n
tim peneliti di Numfor selama ini banyak turis dari Jepang datang ke Sana

untuk melakukan ziarah ke situs-situs dimana tentara Jepang menjadic

korban dalam Perang Dunia II. Hanya saja kun]ungarﬁaﬂgd-ﬂa-kt\kaa

biasanya dalam durasi yang pendek.
Hanya saja kalau dicermati lebih lanjut, produk51 ekono&

Numfor ternyata masih bersifat lokal dan belum mampu dioriéntasikan
ke luar. Ini artinya kontribusi potensi Numfor dibayangkan/belum akan
mampu menopang perkembangan ekonomi lokal ke d%p@ gApablla
Numfor dikembangkan menjadi kabupaten sendiri makaay,l;*amplr bisa
dipastikan bahwa perputaran roda ekonomi akan lebih banyak digerakkan
oleh dana dari pemerintah lewat APBD. Hal ini juga makin problematis
ketika dikaitkan dengan kapasitas ekonomi kabupaten induk. Di sinilah
pentingnya upaya yang cermat agar pemekaran kabupaten baru nantinya
tidak memunculkan persoalan ekonomi yang baru bagi kabupaten induk.
Kalau dilihat dari kemampuan ekonomi kabupaten induk dalam
konteks PDRB non migas per kapita, maka ditemukan bahwa Biak Numfor
memiliki rasio sebesar 0, 297 yang artinya berada dalam kategori 2 (kurang
mampu). Sementara dari segi pertumbuhan ekonomi juga berada dalam
kategori 2 (kurang mampu). Meski begitu kontribusi PDRB non migas
berada dalam rasio 1,523 yang artinya dalam kategori 5 atau sangat mampu
(pengukuran indikator-indikator kapasitas ekonomi secara lengkap bisa
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dilihat di bagian akhir bab ini).
Lepas dari indikator-indikator tersebut, ada urgensi pengembangan
ekonomi lokal yang tidak bisa ditinggalkan. Kabupaten Biak Numfor
selama ini belum mampu mendorong potensi perekonomian lokal di
Numfor. Potensi dan kapasitas ekonomi Numfor mengalami pertumbuhan
yang lambat karena tidak ada desain bagi pembangunan ekonomi lokal dari
kabupaten. Semestinya, pemerintah Kabupaten Biak Numfor selama ini
harus mendorong munculnya sentra-sentra ekonomi yang kuat di Numfor.
Dan proses ini harus diikuti dengan menghubungkan Numfor dengan
daerah-daerah lain melalui pengembangan infrastruktur perhubungan
secara lebih maksimal. Lebih jauh lagi, pemerintah kabupaten Biak Numfor
belum mampu mendorong inovasi ekonomi lokal serta pengembangan?j
jaringan pasar.
Bagi masyarakat Numfor, hadirnya kabupaten baru di kan akE
bisa menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang selama jni beluim berhasi
dijalankan oleh kabupaten induk. Di sinilah letak urgerl;'-pe 1‘ka

daerah otonom baru di Numfor. ’ ‘ a

_

F.  KAPASITAS POLITIK: POLITIK LOKAL DAN POLITIK <ZE
NASIONAL TENTANG PEMEKARAN W
Hal-hal di atas telah menunjukkan adanya pelueng—pel-ueﬂggdap

urgensi pembentukan kabupaten baru di Numfor. Secata umum bagiar=

bagian sebelumnya memberi gambaran bahwa ada Kapasitas Tiht
menjadi daerah otonom baru meskipun dalam beberapa ukuran—um\
teknis administratif masih belum memenuhi seperti yang disyaratkan oleh

regulasi yang ada. \ o
Meski begitu, di luar aspek-aspek administratif tersebult 1 aknya

ada energi penting yang bisa menjadi pendorong dan menjaiz' Basis penting

bagi pembentukan kabupaten baru di Numfor. Hasil ,pé?hmifan yang
dilakukan tim peneliti, ditemukan secara jelas bahwa dukungan publik
terhadap pembentukan kabupaten baru sangatlah kuat. Ini ditunjukkan
dengan berbagai dokumen resmi dari pemerintah daerah maupun
masyarakat tentang dukungan tersebut. Di luar dukungan resmi tersebut
tim juga menemukan bahwa ekspresi-ekspresi warga masyarakat yang
diwawancarai dan diobservasi nampak adanya antusiasme yang tinggi. Di
hampir setiap pembicaraan yang kami lakukan dengan warga masyarakat
secara informal. Bahkan ketika dilakukan FGD di Numfor dengan sekitar
100-an warga masyarakat, aspirasi-aspirasi ini muncul secara jelas.
Dukungan politik yang kuat ini sebenarnya merupakan hasil dari
proses politik di level lokal yang sudah terjadi sejak lama. Pertemuan-
pertemuan resmi maupun tidak resmi dengan berbagai pejabat di Biak
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Numfor juga telah terjadi berkali-kali. Beberapa kalangan memang
mensinyalir bahwa ada mekanisme mobilisasi dalam proses ini. Akan
tetapi kalau dilihat lebih lanjut dalam keseharian masyarakat, perbincangan
tentang pemekaran memang sudah mengemuka secara tajam dalam tahun-
tahun terakhir.

Dukungan yang luas terhadap proses pembentukan kabupaten
baru ini memang diwarnai dengan adanya pro dan kontra di antara para
pendukungnya. Secara umum pro dan kontra ini terkait dengan persoalan
bagaimana proses pemekaran hendak dilakukan dan siapa yang nantinya
akan mengisi posisi-posisi strategis. Dukungan politik yang kuat dari
masyarakat bahwa pemekaran menjadi jawaban penting bagi persoalan
keterbelakangan dan keterisolasian di Numfor, ternyata harus berhadapa@a
dengan saling klaim terhadap siapa yang paling berha.k%rkuasa <:L1/_

Numfor. :
Dari hasil wawancara dan observasi yang kam]s lfa%r;;alir;
klaim ini mengemuka secara kuat. Beberapa orang yang i ‘ar
misalnya mengatakan bahwa orang Numfor Tulen harus menenip
jabatan bupati dan jabatan-jabatan strategis lainnya pas‘c’a\pemekar%
nanti. Bahkan kelompok ini menginginkan adanya porsi y%sar dala
struktur birokrasi pemerintahan. Pada sisi lain kelon([:ok mjasyarakat~
yang tidak setuju mengatakan bahwa semua warga berha]?tﬁulﬂ?&sﬁin@
dalam posisi-posisi tersebut. Kelompok ini percaya bahwa yang seharu!ny%
menentukan adalah kompetensi dan kapasitas yang dimilik- L =
Meskipun muncul pro dan kontra di antara anggota masyarakaT?\

tetapi kami bisa menyimpulkan bahwa derajat konflik dan ketidaksepakatan
ini relatif tidak besar. Ini terjadi karena tingkat soliditas masyarakat cukup

tinggi serta adanya mekanisme manajemen konflik yang gelatif-sudah

mapan. g QO . =%

Lepas dari dinamika lokal, dalam konteks kepentigggi"@,p@é‘terintah
nasional, respon terhadap pemekaran di Papua seringkali dianggap sebagai
langkah penting untuk meminimalisasi resiko-resiko separatisme. Apalagi,
Numfor pernah menjadi salah satu titik penting berkembangnya gerakan
OPM di tahun-tahun setelah reformasi politik nasional. Artinya, pemekaran
Numfor dari Biak Numfor bisa jadi juga berada dalam konteks ini.

Meski begitu, di tengah dukungan politik lokal yang kuat untuk
menjadi kabupaten baru serta konteks politik nasional untuk mengatasi
separatisme nampaknya dalam jangka pendek nampaknya hal itu belum
akan bisa berjalan. Hal ini disebabkan adanya posisi politik dari pemerintah
pusat bahwa semua proses pemekaran di Indonesia tidak akan dilakukan
sampai dengan tahun 2010. Posisi politik pemerintah nasional ini dalam
satu sisi sementara waktu memang menghentikan tuntutan lokal terhadap
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pusat untuk membentuk kabupaten baru. Namun pada sisi yang lain
penghentian proses politik ini justru bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan
untuk menyelesaikan masalah-masalah substantif maupun administratif
yang dihadapi untuk membangun Numfor ke arah yang lebih baik.

G. PENUTUP

Paparan di atas telah menunjukkan bahwa sebenarnya Numfor
memiliki kapasitas yang kuat untuk menjadi sebuah kabupaten. Hal ini
terutama tercermin pada potensi ekonomi, kapasitas sosial politik terutama
dalam bentuk budaya demokrasi dan manajemen konflik serta, kesiapan

infrastruktur fisik.
Berdasarkan nilai rata-rata pembanding antara Kabupaten Bi
Numfor dengan kabupaten-kabupaten di Provinsi Pap

dalam tabel di bawah ini.

Perhitungan Indikator Kelayakan Pembentukan Kalbu-pntgn Baru

Tabel 4.4.

K&

at dilihat=

-

- —

RUSAN POLIT

FAKTOR JENIS SKOR* | %%T{GA
PDRB non migas perkapita. 2 tidak mampu
1. Kemampuan Pertumbuhan ekonomi. 2 4 tidak mampu
Ekonomi Kontribusi PDRB non \h——'! —
. 5 |__sangat mantpu—h
migas.
Rasio bank dan lembaga i \l
keuangan non bank per 5 sanga%mampu
) p ) 10.000 penduduk.
' d;)::igil Rasio fasilitas kesehatan per 5 4 ‘ “:'a o
10.000 penduduk. ;¢ r@ E:' BP
Rasio tenaga medis per L )"’/M »
10.000 penduduk. > sangazmampu
Rasio PDS terhadap jumlah 2 tidak mampu
3. Kemampuan penduduk.
Keuangan Rasio PDS terhadap PDRB 5 sangat mampu
non migas.
4. Sosial Budaya Rasio sarana peribadatan 4 mampu

per 10.000 penduduk.

Keterangan:

*) Setiap’indikator mempunyai skor dengan skala 1-5. o
- Skor 5 apabila besaran/nilai indikator > 80% besaran/nilai rata-rata,
- Skor 4 apabila besaran/nilai indikator > 60% besaran/nilai rata-rata,
- Skor 3 apabila besaran/nilai indikator > 40% besaran/nilai rata-rata,
- Skor 2 apabila besaran/nilai indikator = 20% besaran/nilai rata-rata,
- Skor 1 apabila besaran/nilai indikator < 20% besaran/nilai rata-rata.
- Keterangan lengkap penghitungan skor terlampir.
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Akan tetapi kapasitas tersebut harus berhadapan dengan beberapa
aspek yang belum memungkinkan Numfor fisibel menjadi kabupaten
baru dalam waktu dekat ini. Hasil studi yang dilakukan tim menunjukkan
bahwa dimensi-dimensi teknis administratif seperti yang dipersyaratkan
PP 78/2007 belum bisa terpenuhi. Misalnya luas wilayah, jumlah
penduduk, kemampuan ekonomi, kemampuan keuangan. Lebih jauh
lagi, dari sisi politis upaya pembentukan kabupaten baru di Numfor tidak
dimungkinkan karena adanya keputusan politik dari pemerintah pusat
untuk menghentikan semua proses pemekaran daerah sampai tahun 2010.
Penegasan pemerintah pusat ini memberikan pesan penting bagi Numfor
dan Biak Numfor tentang perlunya dilakukan penyiapan-penyiapan serta?j
akselerasi pembangunan di Numfor dalam waktu secep a, bahka&

‘saat ini’ juga. /1 =
L) =

' o

/ \ o

N\ P

<C

Ll yo

-

‘ |
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SBAB YV

AKTIVASI POTENSI

SEBAGAI STRATEGL

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
KEMANDIRIAN NUMFQ

/ \
—_—

()

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Numfor meme!'lu
syarat untuk dibentuk menjadi sebuah kabupaten baru. ; vak
tersebut perlu diikuti persiapan-persiapan dan akselerasi pembangunan.
Tujuannya adalah agar kabupaten yang akan terbentuk dapat menjalzlja}
fungsi-fungsinya dengan baik dan optimal. Bab ini akan berisi. uraian
tentang hal-hal yang perlu dilakukan di Numfor olehﬁ(@_&ﬁ“ﬁ&tem Biak
Numfor sebagai induk. i; © E -

Seperti telah dikemukakan, masyarakat di Numfor hih@gﬁ saat ini
lebih banyak mengandalkan wilayah-wilayah di luar pulau Numfor baik
untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan publik maupun dalam
kegiatan perekonomiannya. Padahal Numfor sebenarnya juga memiliki
berbagai potensi yang dapat dioptimalkan. Pengaktifan potensi-potensi
dan sumberdaya daerah menjadi agenda penting untuk mewujudkan

~
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USAN PO

kemandirian dan keberdayaan masyarakat Numfor. Agenda dan strategi
ini selain diharapkan mampu menjadi instrumen untuk membangun
kemandirian daerah, juga diharapkan dapat menjadi investasi persiapan
jika di masa datang diambil kebijakan-kebijakan lanjutan di Numfor.
Kesiapan daerah untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan
pilihan kebijakan menjadi sangat penting dalam konteks pengembangan
kemampuan daerah. Sebagai contoh, laju pemekaran daerah yang ekstensif
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dengan berbagai argumen idealnya ternyata tidak selalu memberikan
dampak positif seperti diharapkan. Salah satu penyebab adalah kurangnya
kesiapan daerah dalam mengantisipasi perubahan status sebagai kabupaten
baru. Akibatnya, bukannya mewujudkan cita-cita perbaikan kesejahteraan
daerah, pemekaran justru berdampak kontraproduktif yang memperdalam
ketertinggalan daerah. Keberadaan Kabupaten Supiori yang semula juga
menjadi bagian dari Kabupaten Biak Numfor merupakan contoh yang
dekat dengan kehidupan riil di Numfor. Dalam diskusi dengan sebagian
unsur masyarakat Biak Numfor yang berada di Yogyakarta terungkap
kekhawatiran peserta jangan-jangan jika kebijakan pembangunan di
Numfor tidak ditangani dengan bijaksana akan berakhir seperti kondisi
kabupaten Supiori.! od)
Resiko-resiko semacam ini harus diantisipasi seca.n*;atang c.Ll/_
dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah. Jika ran tidaE
selalu menjadi solusi bagi ketertinggalan suatu daerah,/maka harus ad
mekanismelain yang dapat digunakan sebagai instrumen '1lka
kondisi daerah. Sebaliknya, jika pembentukan kabupaten baru meinja
pilihan, maka harus disiapkan secara sungguh-sungguh berbagai alternati

kebijakan yang harus dilaksanakan. Belajar dari pengala
té 1

lain semacam ini, maka agenda yang jauh lebih substansia
dengan keputusan politik untuk menentukan kedudukan Numfor, a
melakukan aktivasi potensi daerah yang diharapkan akan berdampak ltsbiﬁﬁ
riil bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. ;/\ 2

Dengan kata lain, sebelum diambil keputusan poljtik tentang?ﬂa%\

depan status Numfor, dibutuhkan langkah-langkah strategis alternati
yang mampu memberikan solusi riil terhadap persoalan ketefisolasian
dan ketertinggalan wilayah yang dihadapi masyarakat*Numfer..Usaha
membangun kemandirian Numfor akan menjadi agenga (yang tetap
kontekstual baik Numfor akan menjadi kabupaten baru aEuf"‘ tetap menjadi
bagian dari Kabupaten Biak Numfor. z
Berdasarkan analisis terhadap bab-bab yang menggambarkan
persoalan dan potensi di Numfor, terdapat tiga langkah strategis yang
dapat diambil. Tiga langkah strategis tersebut adalah: 1) Memperkuat
modal internal, 2) Menjembatani Numfor dengan sentra-sentra lain di luar
pulau, dan 3) Memposisikan Numfor sejajar dengan Biak. Berikut adalah

! Kabupaten Supiori oleh masyarakat Numfor yang menjadi responden dalam penelitian
kajian ini sering dirujuk sebagai contoh negatif pemekaran daerah, terutama karena
prosesnya yang tidak jelas, dan kebijakan pembangunan yang spektakuler misalnya
dengan membangun Pasar Sentral yang sangat megah, kontradiktif dengan kondisi
masyarakatnya yang miskin. Hal ini antara lain terungkap dalam Focus Group Discussion
(FGD) yang diadakan pada tanggal 8 Mei 2008 di Program S2 PLOD UGM. Diskusi
dihadiri tokoh-tokoh dan perwakilan masyarakat Biak dan Numfor di Yogyakarta.
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uraian mengenai rekomendasi skenario yang dapat diambil dalam kerangka
aktivasi potensi sebagai strategi kebijakan pemberdayaan kemandirian
Numfor tersebut.

A. MEMPERKUAT MODAL INTERNAL

Pulau Numfor adalah sebuah pulau kecil yang mengalami berbagai
persoalanyangterkaitdengankondisiwilayah yangterisolir secara geografis.
Beberapa masalah tersebut antara lain, minimnya ketersediaan fasilitas
pelayanan dasar, jauhnya posisi Numfor dari pusat-pusat pelayanan publik
yang sebagian besar berada di ibukota kabupaten di Biak, absennya sarana
perekonomian dan lambatnya kondisi perekonomian masyarakat, dan lain-
lain. Kondisi-kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat di pulau indZ)
khususnya yang berpendidikan baik dan berpikiran maju,)meeilih untuk/
tinggal di luar pulau atau paling tidak, melakukan aktivitasnya di lucF_‘
Numfor seperti di Biak dan Manokwari. Terkait dengan fakta ketdrisol ia-h_l—
ini, langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi ti
di Numfor adalah memperkuat modal internal yang dimilikinya sebagai,_
basis terwujudnya kemajuan dan kemandirian daerah.

N\ —
Terlepas dari berbagai persoalan ketertinggalan d ;?eﬁcilasiaat
yang melingkupinya, masyarakat di pulau Numfor ‘ebenar ya 'rfelady)
memiliki berbagai modal internal yang dapat dima.maam.n_u;mu@
mendukung kemajuan pembangunan daerah. Modal internal utama ya
dimiliki Numfor antara lain adalah modal fisik seperti ke ilit
infrastruktur dan potensi-potensi sumber daya alam (SDA), dan modal
sosial berupa sumber daya manusia dengan kapasitas dan jejaring;dr;
relatif baik. /5
Infrastruktur yang telah ada di Pulau Numfor dalam béntuk jalan,
pelabuhan, maupun landasan pesawat udara merupakan aséjt ggpeﬁting
bagi proses akselerasi dan pencapaian kemajuan pembgné'umﬁ daerah.
Aset-aset yang telah tersedia ini harus dimanfaatkan seoptimalimungkin

untuk mendukung agenda-agenda pembangunan di Numfor. Potensi-
potensi SDA yang dimiliki oleh Numfor baik di bidang perikanan yang

menjadi sektor ekonomi utama maupun potensi-potensi lain seperti
pertanian dan pariwisata menjadi modal penting untuk mewujudkan
kemajuan perekonomian di Numfor.
Potensi-potensiiniharusdikelolasecaraoptimaldanbertanggungjawab
untuk membentuk kemandirian daerah. Ketika terminologi pengelolaan
menjadi titik berat keberhasilan optimalisasi pemanfaatan modal internal,
maka kemampuan aktor-aktor untuk mengelola modal internal tersebut
menjadi prasyaratutama. Aktoratau pengelola potensiini dapatdigolongkan
sebagai modal sosial. Kekuatan sosial merupakan mesin utama penggerak
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kebijakan-kebijakan yang kelak diimplementasikan di Numfor. Aktivasi
modal sosial juga menjadi penting untuk membangun dukungan dan
partisipasi masyarakat dalam agenda-agenda pembangunan di Numfor.
Berikut adalah skenario yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk
memperkuat modal internal Numfor untuk meningkatkan kemandirian
dan keberdayaan daerah.

1. Aktivasi Potensi Lokal Menuju Pemberdayaan

Perekonomian Rakyat

Keragaman potensi alam dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi

yang dimiliki pulau Numfor perlu dikelola dalam kerangka pemberdayaan
perekonomian rakyat. Skema pemberdayaan ekonomi rakyat berarti terka®)
dengan pengembangan dan pemanfaatan potensi lokal berrri-h{ ekonomis/
yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan jahteraaﬁ
masyarakat Numfor. Skema pemberdayaan masyarakat d‘ bidang ekononT
juga mempersyaratkan pentingnya prinsip keberlanjutan (suistanability da{D
keterlibatan masyarakat dalam segenap kegiatan aktivasi potensi lokal O
Berdasarkan pemetaan yang sudah dilakukan pada b/\sbbelumnyz
dapatdigarisbawahibahwasumberdayalokal yang potensial dike

cElah

sebagai tulang punggung perekonomian rakyat a i
pertanian, dan pariwisata. Potensi sumberdaya alam )ﬁﬁg—@ﬁg@(—a%‘
tersebut merupakan sektor-sektor andalan yang dagiat dimanfaatk
untuk menopang bergeraknya roda ekonomi sehari-hafi Tasyarak
Meskipun demikian, pengembangan sektor ini secara lebih optimalﬁi\
memerlukan berbagai program aktivasi agar segenap potensi yang ada
benar-benar mampu menjadi sandaran perekonomian ma\syaraka”c‘. Berikut
adalah beberapa model program yang direkomendasikan dalam rangka
melakukan aktivasi potensi lokal menuju pemberdayaan%e@k ommian
rakyat. Y, g™

Program-program terobosan yang direkomedasikan- berikut ini
sebenarnya merupakan hasil dari proses pembelajaran yang didapatkan
dari kilas balik kejayaan ekonomi yang pernah dialami oleh Numfor di
masa lampau. Seperti diketahui, Numfor sebenarnya pernah mengalami
kemajuan yang cukup berarti pada masa pemerintahan Belanda. Salah satu
informan mengungkapkan bahwa pada masa kecilnya, masyarakat Numfor
masih merasakan makan pagi atau sarapan berupa susu dan roti, namun
saat ini untuk makan sehari-hari saja masyarakat kesulitan.?

Gambaran ini menunjukkan bahwa pada masa lalu, perekonomian
di Numfor pernah mengalami masa kejayaan. Berdasarkan informasi
narasumber, kemajuan sektor ini pada periode tersebut sangat didukung

2 Wawancara dengan Joram Wambraw di S2 PLOD UGM, Yogyakarta 8 Mei 2008.
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oleh kebijakan pemerintah Belanda yang memberdayakan ekonomi rakyat
melalui penggalakan perkoperasian. Sayangnya perkoperasian yang pernah
mengalami kemajuan di masa pemerintahan Belanda, justru menyurut
setelah berjalannya pemerintahan Republik Indonesia.’® Kilas balik dan
proses pembelajaran terhadap kejayaan masa lalu seperti ini merupakan
salah satu dasar yang digunakan untuk menyusun skenario aktivasi potensi
lokal menuju keberdayaan perekonomian rakyat, seperti akan diuraikan
berikut ini.

a. Perikanan

Sebagai sebuah wilayah yang memiliki karakter kepulauan, Numfor
memiliki potensi yang sangat menjanjikan di bidang perikanan. Kejayaan
masa lalu masyarakat di pulau inijuga tidak dapat dilepaskan dari kemajuan?y
di sektor kelautan. Namun saat ini, sektor ini belum mam emberikaQ/
kontribusi optimal terhadap kemajuan perekonomian masy pn,Qt Misalnya—
sebagai sebuah sektor andalan, ternyata pengelolaan hidang erikanalz
masih menggunakan cara-cara tradisional dengan peragﬁn—y alqg
minim. Hal ini menyebabkan nelayan Numfor kesulitan bersaing deng
nelayan modern yang berasal dari luar pulau, bahkan luardaerah seper%
Makassar dan kota-kota lain.

Jumlah rumah tangga nelayan di Numfor pada taeun 2005 terlatr{l?f:)
dari total 2.019 rumah tangga yang ada di Numfor, rumah tangga nelayan)
mencapai 207 rumah tangga. Dari jumlah tersebut, 116 rumah tang
berada di daerah Numfor Barat. Peralatan yang digunakahe]-eh—me&ymﬁk il
untuk menjalankan sektor perikanan ini masih menggunakan sarana‘yaqi
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terbatas, sebagian besar masih menggunakan perahu tanpa motor. Diliha

dari jumlah kepemilikan perahu penangkan ikan misalnya, 199 adalah
perahu tanpa motor dan hanya sejumlah 38 perahu yang telah memiliki
motor tempel. Sedangkan untuk kapal motor belum ada. §e®1§bangan
terakhir masih menunjukkan perkembangan yang klgaf"gwg«igniﬁkan.
Misalkan data yang terekam dalam dokumen BPS tahun 2007 menunjukkan
jumlah rumah tangga nelayan hanya bertambah sedikit menjadi 226 rumah
tangga.!

Untuk memperkuat pemberdayaan perekonomianrakyat, belajar dari
kejayaan perkoperasian yang pernah dicapai pada masa lampau, agaknya
pelembagaan perekonomian rakyat masih relevan untuk dipertimbangkan
sebagai solusi lemahnya sector ekonomi. Program-program di atas akan
dapat dijalankan secara lebih efektif jika terlembaga kedalam sebuah wadah
yang selain mampu menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat, juga

* Wawancara dengan Joram Wambraw, di S2 PLOD UGM, Yogyakarta 8 Mei 2008
* Biak Numfor dalam Angka 2005, Halaman 114; Biak Numfor dalam Angka 2007,
Halaman 114
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mampu menjadi penggerak perekonomian. Aktivasi koperasi dengan
demikian patut dipertimbangkan sebagai solusi yang terintegrasi dalam
pemberdayaan ekonomi.

b. Pertanian

Meskipun kondisi tanah di Numfor sering dikatakan kurang subur,
namun pulau ini memiliki beberapa komoditas pertanian yang potensial
untuk dikembangkan. Penduduk asli Numfor sebenarnya memiliki
beberapa komoditas andalan yang di masa lalu menjadi makanan pokok
masyarakat setempat. Pada masa lalu makanan pokok masyarakat
masyarakat adalah keladi, kacang hijau, poken.” Adanya diversifikasi jenis
makanan pokok ini pada masa lalu menciptakan kemandirian masyarakat
terhadap ketersediaan makanan pokok. Sayangnya, pengenalan beras’
sebagai makanan pokok menyebabkan komoditas ini tidak Ja.g(iiandalka&
untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. : —

Perlu dibuat program untuk kembali menggalakkan r%analz
pokok asli Numfor untuk membangun kemandirian dalam bi ‘n
pangan. Seperti telah dikemukakan di bab sebelumnya, potensi andal
Numfor di bidang pertanian selama ini adalah kacang hijaudas kelapa.

Kacang hijau adalah potensi andalan Numfor yang m: sihthenjan; ikaZ

tahun

untuk dikembangkan. Luas lahan di Numfor yang ditanami kadang hij
mencapai 116 Ha dengan hasil produksi 59 Ton pada . Pada
tahun 2006 lahan yang ditanami kacang hijau menurun hanya 10El HaZ
dengan produksi 50 ton. Namun melihat data hasil prodx&k&i—d-a-ﬁ-tehm la
tahun, ternyata angka ini jauh menurunjika dibandingkan dengan proﬁnﬂ

tahun 2003 yang mencapai 86 ton. Salah satu penyebabnya kemungkinan
adalah penurunan luas lahan yang pada tahun tersebut mencapai 170Ha
(Biak Numfor Dalam Angka 2005, halaman 103). Selain ‘th,_‘@lm]apa, sagu
dan sayuran juga menjadi komoditas yang memiliki prospe;j% @Js untuk
dikembangkan. Harapannya, dengan kepemilikan atas bga@a,mmakanan
pokok, ketergantungan Numfor terhadap komoditas dari luar” dapat
diminimalisasikan dan menjadi modal kemandirian daerah.

Selama ini potensi-potensi di atas belum dapat memberikan kontribusi
yang optimal bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama karena
menghadapi kendala pemasaran. Mempertimbangkan kendala semacam
ini, maka program pemberdayaan perekonomian rakyat harus diarahkan
untuk mengembangkan potensi-potensilokal yang telah ada, dengan diiringi
perbaikan fasilitas pendukung yang selama ini dirasa masih kurang.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan juga sebaiknya dibuat dalam
kerangka kemandirian daerah dengan memperhatikan pola konsumsi asli
masyarakat di Numfor. Misalnya, belajar dari pengalaman pengalihan

> Terungkap dari diskusi dengan masyarakat Numfor baik di Yogyakarta dan Jayapura.
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makanan pokok dari keladi ke nasi yang terjadi selama ini ternyata
menimbulkan kesulitan di bidang produksi. Karakter tanah di Numfor
yang tidak cocok untuk menanam padi, menyebabkan komoditas ini
harus didatangkan dari luar pulau. Program Raskin yang dicanangkan
pemerintah ternyata juga justru menimbulkan keengganan masyarakat
untuk berkebun.®

Akibatnya economic spending menjadi pola di Numfor. Dengan
penggalakan penanaman komoditi asli dan mengarahkan pola konsumsi
makanan pokok yang tidak hanya mengandalkan padi, diharapkan dapat
menggerakkan perekonomian dan kemandirian daerah dari perdagangan
tanaman pangan asli.

C. Pariwisata od

Potensi andalan lain yang sangat menjanjikan untuk ):Iigrjnbangka(l/

di Numfor adalah bidang pariwisata. Hamparan pantai-p i Numf(E
yang sangat indah dengan lautnya yang jernih kebiruaga;ciahlﬁ)ten i

pariwisata alam yang sangat mudah untuk dikemban ~Keindaha

panorama alam maupun keindahan pantai-pantai yang terdapat di Nunf
seharusnya dapat dikelola dan dikembangkan sabagai salalisatu poten'%
untuk menggerakkan perekonomian rakyat.

Pemerintah daerah Biak Numfor perlu mengideni(’fikasi n lo](asffz)
lokasi yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tujuan pariwisata

dengan mempertimbangkan faktor sustainabilitas lingkungan. Identifika&i<

ini kemudian dilanjutkan dengan pembangunan fasilitasﬁ-a-ﬂ-i-ﬁf-ﬁaet-mkta

pendukung. Fasilitas dan infrastruktur pendukung yang ada, Khustusnya
sarana jalan raya sebenarnya sudah cukup memadai, khususnya dilih%
panjang jalan dan kemampuannya menjangkau daerah-daerahsterpencil
baik di pantai maupun di wilayah dalam pulau. Untuk lebihimendukung
lagi tumbuhnya pariwisata yang perlu dilakukan adalah pengq@tfn status
jalan sehingga menjadi lebih lebar dan lebih nyaman dileywé’ﬁ edangkan
sarana pendukung lain yang tidak kalah pentingnya adalah jperlunya
ketersediaan fasilitas listrik dan sarana komunikasi. Juga perlu disiapkan
penginapan-penginapan yang berkarakter lokal namun tetap mempunyai
kapasitas menampung wisatawan denga standar pelayanan yang baik.

Langkah lain yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan promosi
pariwisata untuk memperkenalkan keindahan Numfor kepada masyarakat di
luar wilayah pulau ini. Juga perlu dibuatkan skema keterlibatan masyarakat
yang berbasis pada pemberdayaan dan partisipasi penduduk asli. Untuk
mewujudkan agenda-agenda besar ini memang dibutuhkan komitmen yang
sangat besar dari pemerintah dan dukungan peran serta masyarakat.

¢ Pertemuan dan diskusi dengan unsur masyarakat asli Numfor di Jayapura, Jayapura 18
Mei 2008.
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2. Aktivasi Tiga Tungku: Gereja, Adat, Pemerintah.
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang
menentukan keberhasilan pembangunan. Pada masa lalu, tingkat partisipasi
masyarakat Numfor dalam pembangunan daerah dapat dikatakan tinggi.
Warga Numfor di Yogyakarta yang hadir dalam forum diskusi di UGM
pada tanggal 23 Januari 2008 mengemukakan bahwa, di masa lalu tingkat
partisipasi warga masyarakat dalam program-program pembangunan
masih sangat tinggi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam penyediaan
lahan untuk kepentingan umum, baik untuk pengadaan sarana pendidikan,
kesehatan, maupun kepentingan lain. Letak Numfor yang terpisah dari
Pulau Biak menyebabkan wilayah ini kurang mendapatkan perhatian dagi?
pemerintah kabupaten. Pembangunan yang selama ini terjaei di Numfor,/
dapat dikatakan lebih banyak terjadi atas inisiatif masyarakat.” Hal it
kembali terkonfirmasi pada forum diskusi yang dilaksangkan dijJayapura=—
Salah satu contohnya adalah keberadaan gedung SMP p a a
di Numfor merupakan inisiatif dan hasil swadaya masyarakat, bikan_

pemerintah.? \ —
at 1oka

Tingginya tingkat partisipasi dan inisiatif masy. 1 dalala:
pembangunan menunjukkan bahwa Numfor memiliki enefgi s')siqjq
i

yang cukup tinggi dalam proses pembangunan. Kondisi
tentu menunjukkan sebuah potensi besar bagi terquudnya kema uﬁ

pembangunan di Numfor. Hasil observasi lapangan i-titerat
menunjukkan bahwa potensi ini sangat didukung oleh struktur sosial asli
yang menjadi salah satu karakter masyarakat Papua. ﬁl}\
Struktur sosial tersebut dikenal dengan istilah “tiga tungku”. Tiga
tungku merupakan sebutan bagi tiga unsur utama dalam“pembuatan
keputusan yang penting dalam struktur sosial masyarijkd{» Papua
yang terdiri dari; gereja, adat, dan pemerintah. Sinergi‘,‘ar%a,ml&atiganya
diharapkan dapat menjadi instrumen efektif bagi aktivasi potemsi sosial

dalam pembangunan.

Gereja memiliki tempat yang penting dalam struktur sosial
masyarakat. Selain berperan dalam pembangunan Numfor, gereja juga
menjadi bagian penting dalam pembuatan keputusan masyarakat. Dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat, gereja bahkan dapat dikatakan memiliki
posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Keret.” Sebagai lembaga yang
melakukan fungsi pelayanan, ruang gerak gereja dengan para pendetanya

7 FGD dengan masyarakat Biak Numfor di Yogyakarta, S2 PLOD, 23 Januari 2008.

8 FGD dengan masyakarat Numfor di Jayapura, 18 Mei 2008.

? FGD dengan masyarakat Numfor di Yogyakarta, S2 PLOD, 23 Januari 2008, keterangan
narasumber independen, serta pelacakan literatur.
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tidaklah terbatas pada pencerahan kehidupan agama saja. Para tokoh
gereja sangat percaya bahwa kehidupan keagamaan akan berjalan dengan
baik jika masyarakat mengalami kecukupan ekonomi dan secara sosial
mendapatkan rasa nyaman. Oleh karena itu, ruang lingkup kegiatan gereja
juga masuk ke wilayah-wilayah sosial dan ekonomi, antara lain dilakukan
dengan membangun persekutuan antar umat dan mengaktivasi adanya
kebun jemaat yang merupakan lahan berkarya sekaligus berpoduksi bagi
warga masyarakat yang pada umumnya petani. Keberhasilan gereja dalam
merangkul warga masyarakat untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial
dan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan gereja sebagai institusi
keagamaan yang memiliki misi pelayanan. Fakta ini menunjukkan adanya
kesempatan memaksimalkan fungsi gereja, baik sebagai aktor penting?f
pembangunan maupun media resolusi konflik di luar KereL\ \/
Selain gereja, struktur adat juga menjadi unsur penti am pros
pembuatan keputusan dan kehidupan sosial masyarakt di Eumfo Struk
adat terkecil masyarakat Numfor adalah sim atau keluarga*bati
dari keluarga batih ini membentuk sebuah kesatuan yang lebih besar y
dikenal dengan keret atau klan yang diketuai oleh ketua keret (Mangnwir Keret,
Kumpulan keret-keret kecil ini kemudian membentuk kesatuan“sosial ya
lebih besar yang disebut sebagai keret besar. Kedudukan ketua-kettia ker'et diy
atas, memiliki posisi penting dalam pembuatan keputusan masyarakat.!
Pemerintah juga memiliki kedudukan yang penting, ya1tu se gm
aktor utama yang memiliki fungsi ideal dalam pembua @ap

penyelenggara pelayanan publik dasar. Sehingga pemerintah dﬂﬁ'm\t

komitmennya untuk sedapat mungkin mengelola Numfor sesuai dengan
kewajibannya sebagai representasi negara di Numfor. /)

Mengingat urgensi kedudukan setiap unsur tiga tungkugersebut,
maka aktivasi ketiganya menjadi hal yang sangat pentmg c@alﬁ usaha
membangun Numfor. Partisipasi yang seimbang di antara kg,e,p,ga tungku
dengan basis masing-masing yang kuat di masyarakat men]adl salah satu
faktor kunci untuk mewujudkan kondisi Numfor yang lebih baik.

1 FEGD dengan masyarakat Numfor di Yogyakarta, S2 PLOD UGM, 23 Januari 2008 dan
terkonfirmasi dalam studi literatur; JR Mansoben, Sistem Politik Tradisional Etnis Byak:
Kajian Tentang Pemerintahan Tradisional Papua, dalam Jurnal Papua Volume 1 No 3,
Agustus 2003 dan KW Galis, Land Tenure in the Biak-Numfor Area, 1961. Dalam Anton
Ploeg (ed), Land Tenure in West Irian, Guinea Research Bulletin No 38, Canberra; New
Guinea Research Unit, Australian National University, 1970.
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Gereja

Masyarakat

Pemerintah

Keseimbangan partisipasi (lebih tepatnya sinergi) di antara
ketiga tungku ini merupakan modal utama bagi pengelolaan kebijakagy
pembangunan di Numfor secara lebih partisipatif menuju_kemandiri
daerah. Dengan fungsi-fungsi strategis yang dimiliki ole
unsur dalam tiga tungku, sinergi peranan mereka dalam ménduku
pembangunan Numfor melalui aktivasi modal internal yaing_tgl inili

oleh pulau ini dapat digambarkan dalam tabel berikut: ; |

—

AN POR FTHIE
PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM

Tabel 5.1.
Sinergi Peran Aktor Kunci { W
Pemerintah Adat _G.el:e]a_l\_ ja— P
1. Perwujudan komitmen |1. Menyalurkan 1. ,\{!enjalankan ; —5
pembangunan melalui aspirasi peran-peran =+
regulasi daerah dan masyarakat. sosial dengan "\
alokasi penganggaran. 2. Mengembangkan didukung oleh N
2. Penguatan institusi local wisdom pg\merin’sgh
pembuatan kebijakan bagi kemajuan 2. Mm;?a‘»ﬁ“g rintah
lokal. Numfor. dalép@ ) g
3. Aktivasi fungsi 3. Saluran untuk pm§@l!ﬁ'§garaan
pemerintah di Numfor membangun pelayanan dasar.
4. Peningkatan kualitas sinergi dengan 3. Mediator
pelayanan dasar dan aktor lain. masyarakat.

fasilitator kerjasama
antar daerah.

Aktivasi tiga tungku dengan demikian menjadi satu langkah penting
untuk menciptakan proses kepemerintahan dan pembuatankebijakan publik
yang mengakar dan partisipatif. Tujuannya adalah mobilisasi dukungan
dan pelibatan masyarakat terhadap program-program pembangunan
di Numfor agar aktivasi potensi menjadi sebuah agenda bersama yang
mendapatkan dukungan dan menghasilkan manfaat riil bagi masyarakat
Numfor.
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3. Mempersiapkan SDM Lokal (Terutama Numfor Asli)
Besarnya tantangan dalam agenda pembangunan untuk mengatasi
persoalan keterpinggiran dan keterisolasian wilayah di Numfor,
membutuhkankeberadaan SDMyangmemilikikualifikasitinggi. Banyaknya
bidang-bidang pelayanan dasar dan bidang pembangunan lain yang masih
bermasalah, mengisyaratkan kebutuhan yang mendesak akan keberadaan
SDM yang berkualitas. Kondisi ini harus disikapi melalui kebijakan atau
program perbaikan kualitas SDM sebagai persiapan jangka panjang untuk
mengantisipasi kebutuhan SDM berkualitas yang semakin meningkat
seiring dengan kemajuan dan kompleksitas pembangunan daerah. Terkait
dengan hal ini, bidang pendidikan maupun pelatihan menjadi sektow’

penting untuk mewujudkan keberdaan SDM yang berkuali \/

Seperti telah disinggung pada bab lain, di mas erintahaif:
Belanda perkembangan sektor pendidikan di Biak Numfog dapatdikat ka-h_l—
paling maju di bandingkan dengan wilayah-wilayah lain di

~Bahk

bisa dikatakan bahwa pada masa Pemerintahan Belanda, masyarakat B1§
dan Numfor adalah masyarakat paling terdidik di Irian Barat.™uga seper'2
diungkapkan dalam Bab ke-2 yang membahas tentang, diaspgra war
Numfor yang tersebar ke berbagai wilayah, telah mer@njukk n baflwlgq
Numfor memliki potensi SDM yang sangat besar.

Namun kondisi riil SDM khususnya di wilayah’/ Numfor saal HC
masih memerlukan penanganan khusus agar terjadi pen dlit
untuk menjawab kebutuhan riil daerah. Seperti yang telah dielaborasi p
Bab II, penyelenggaraan sektor pendidikan di Numfor masih merr?ii&
beberapa keterbatasan seperti masih kurangnya fasilitas pendidikan dan
ketercukupan tenaga pengajar yang berkualitas. Sehingga untitk‘mengatasi
persoalan ini dibutuhkan komitmen segenap pihak untug r@nzaepbaiki
kualitas pelayanan pendidikan. Berikut ini adalah gam‘l}ai?Mantitatif
penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang terdapat di pulau Numfor.

Tabel 5.2.
Pelayanan Pendidikan di Numfor
Jumlah TK SD SMP SMA Kejuruan
Sekolah 1 22 3 1 1
Guru 120 21 14 4
Murid 2028 281 214 70

(Diolah dari: Biak Numfor Dalam Angka 2007)

KW Galis, Land Tenure in the Biak-Numfor Area, 1961. Dalam Anton Ploeg (ed), Land
Tenure in West Irian, Guinea Research Bulletin No 38, Canberra; New Guinea Research
Unit, Australian National University, 1970.
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Data tersebut ternyata bukan merupakan jumlah keseluruhan
pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bidang
penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat sekolah dasar masih sangat
tergantung pada institusi pendidikan swasta. Dari 22 sekolah dasar yang
ada, 15 diantaranya diselenggarakan oleh sektor swasta. Berangkat dari
fakta ini, terbangunnya kerjasama yang sinergis antara pemerintah dengan
institusi swasta dalam penyelenggaraan bidang kesehatan menjadi hal yang
tidak dapat terelakkan.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor perlu meningkatkan
komitmennya untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang ini dengan
lebih berkualitas. Komitmen tersebut dapat diwujudkan misalnya dengan?y
memberikan perhatian yang lebih dalam bentuk pengang.gq:n hingg&
kebijakan-kebijakan afirmatif untuk meningkatkan partisigasi sektE
swasta maupun gereja dalam menyelenggarakan pelayjnan pa:didika

Pemerintah kabupaten juga perlu mempertimbangkan ra

perluasan akses pendidikan yang diantaranya dapat diwujudkan melal
peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan, matpun progranz
program beasiswa.

<
98]
B. MENJEMBATANI KETERISOLASIAN NUMFgJ'R_ )

Setelah potensi-potensi yang terdapat di Numfor dapat dimanfaatka?
secara optimal, maka langkah selanjutnya adalah memb&ea—ke’eeﬁee-}e@a

dengan sentra-sentra lain merupakan langkah yang sangat penting untu

mengatasi berbagai problematika yang disebabkan oleh ketefisolasian
wilayah. Dengan terbangunnya sistem perhubungan y‘an@l\bagk maka
aktivitas ekonomi masyarakat maupun keglatan-keglatanje@b gunan
yang lain dapat dilakukan dengan lebih baik. Patut disadari’ sg]ga,gal bahan
antisipasi, kebijakan membuka keterisolasian Numfor 1n1 salah ‘satunya

=
Numfor dengan wilayah-wilayah di luar pulau. Terbukanya hubﬁ'gx

akan berdampak pada masuknya masyarakat di luar pulau baik untuk
melakukan aktivitas ekonomi maupun untuk menetap.

Kondisi ini terkait erat dengan urgensi membangun kepastian
hukum pertanahan agar kelak keberadaan pendatang tidak menimbulkan
permasalahan dalam bidang pertanahan. Berikut adalah skenario untuk
membuka keterisolasian wilayah yang dialami oleh Numfor.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut
Secara geografis, letak Pulau Numfor yang terpisah jauh dari Ibukota

Kabupaten Biak Numfor menciptakan suatu kesulitan tersendiri bagi

warga pulau ini baik untuk mengakses pelayanan pemerintah maupun
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untuk pengembangan ekonomi mereka. Kondisi riil yang ditemui oleh
Tim Peneliti S2 PLOD UGM menyangkut akses atau keterjangkauan pulau
Numfor adalah kendala transportasi antara Pulau Numfor dengan ibukota
kabupaten yang terletak di Pulau Biak.

Prasarana transportasi laut yang dimiliki oleh Pulau Numfor barulah
berupa satu buah dermaga perintis di Numfor Barat, tepatnya terletak di
Saribi. Padahal seperti yang sudah didiskripsikan, sektor perdagangan
sangat membutuhkan kelancaran transportasi antar wilayah. Perdagangan
di Biak maupun di Numfor memiliki sebuah sejarah panjang yang telah
dimulai sejak akhir abad ke 18 yang sangat terkait dengan letak geografisnya
yang strategis. Pada periode ini Biak Numfor telah menjalin hubungan
perdagangan dengan Tidore hingga Maluku yang pada saat itu menjadi
pusat perdagangan regional (Danilyn Rutherford, 2002; 7). \

Untuk mengaktifkan kembali perekonomian rakyat,. ma dalaalE
sektor perdagangan, kerjasama dengan wilayah Teluk Cenderawasih deng
demikian menjadi sebuah langkah strategis yang patut (Lper(-x a
Apalagi saat ini persoalan aksesibitas ke wilayah Numfor masih relatif u
sehingga pengembangan sektor-sektor perekonomian di-Ntmfor masi%
menghadapi kendala. Misalnya saja waktu tempuh yang dibutyhkan da
Pulau Biak untuk ke Pulau Numfor, dengan menggunakan gelayaran perintis~

yang berjarak 68 km adalah sekitar 8-12 jam. Waktu tempuh yang relatif lama)
ini pada prakteknya masih memerlukan waktu yang lebih lama lagi sébabZ

jadwal kapal mengharuskan masyarakat untuk menglnapg-l-&a-l@Sel-m(ltE‘

Misalnya seperti yang dialami oleh Tim Peneliti S2 PLOD UG
melakukan studi lapangan untuk riset ini. Perjalanan pulang-pergi antara
Biak Numfor pada prakteknya membutuhkan waktu 3 sampaidengan 4 hari
sebab terkait dengan jadwal kapal yang tidak menentu. Bebeﬁp@viga.}uga
mengatakan mereka memerlukan 3-4 hari ketika harus men‘va;g.vkan hasil
pertanian mereka dari Numfor ke Biak karena harus menunggu kapal.”

Untuk mencapai Numfor menggunakan transportasi udara juga
masih menghadapi masalah keterbatasan aksesibilitas. Satu-satunya
lapangan terbang yang dimiliki oleh Numfor adalah lapangan terbang
perintis Yemburwo di Numfor Timur yang baru bisa didarati oleh pesawat
twin-otter dan Fokker 27 yang memiliki kapasitas 17 kursi. Meskipun jarak
tempuh via transporasi udara dapat ditempuh dalam waktu 25 menit,
namun jadwal penerbangan sangat tidak pasti karena keterbatasan armada
(hanya ada satu pesawat) dan sangat tergantung pada faktor cuaca. Untuk
dapat menggunakan fasilitas transportasi udara ini, harus memesan kursi

biaya yang diperlukan untuk transportasi juga relatif lebih mahal. \
M saa

12 Fakta ini terungkap dalam FGD yang diadakan dengan para kepala kampung di Pulau
Numfor, 14 Mei 2008.
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seminggu sebelumnya.

Sedangkan akses dari Numfor ke Teluk Cenderawasih tepatnya ke
Manokwari, hanya membutuhkan waktu yang relatif lebih pendek. Dari
dermaga Saribi, perjalanan ke Manokwari hanya membutuhkan waktu
sekitar 5 jam dan telah memiliki sarana transportasi yang cukup baik yaitu
berupa kapal feri Papua Satu, Papua Dua, Papua Tiga, dan Papua Empat
yang secara rutin beroperasi di perairan tersebut.

Persoalan semacam ini juga terkonfirmasi saat Tim Peneliti S2
PLOD UGM mengadakan pertemuan dan diskusi dengan kepala-kepala
kampung di Pulau Numfor terkait dengan rencana pemekaran Kabupaten
Biak Numfor. Beberapa kepala kampung yang diundang mengungkapkan
bahwa selain jarak yang cukup jauh antara Pulau Numfor dengan Pulas?y
Biak yang menjadi ibukota kabupaten sehingga mengharugka%)endud&
Numfor menginap di Biak, mahalnya biaya transportasij menja;E
persoalan tersendiri terutama jika dikaitkan dengan kﬁ%%iat
perekonomian masyarakat. Pemasaran hasil-hasil bumi dari f
ke Pulau Biak hanya mendatangkan keuntungan yang sangat mini
dikarenakan hambatan-hambatan transportasi di atas, bahka‘ﬂ*(dak jara;%
penduduk justru merugi karena tidak sepadannya nilai jual™jasil bu
jika dibandingkan dengan waktu tempuh maupun biay 5;?1‘53@911(35;)
untuk memasarkan hasil panen mereka ke Pulau Biak.

Kesulitan dalam menjangkau ibukota kabupaten /ini menyebalakaﬂﬁ
penduduk di Pulau Numfor lebih banyak menggantung‘eeﬂ—perh-u-bnﬁgaa
dengan wilayah Teluk Cenderawasih atau Manokwarijika dibandingkan de
ibukota kabupatennya sendiri. Meskipun berbeda kabupaten (bahkan berbeda
provinsi) namun wilayah Manokwari relatif lebih mudah diakses terdtama jika
dikaitkan dengan kegiatan perekonomian masyarakat di Pulat Numfor,

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebenarnya telah meriét@h&an.agar
kesulitan transportasi ini dapat diminimalisir. Salah satu metoge Sﬁg}ﬂg&ﬁlakukan
oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah dengan memberikan‘subsidi
agar tersedia layanan transportasi laut yang lebih terjangkau. Sebagai sarana
transportasi dan perhubungan lintas pulau yang diandalkan, kapal laut lebih
diminati oleh masyarakat karena harganya lebih terjangkau jika dibandingkan
pesawat. Pemerintah daerah sebenarnya telah memberikan subsidi pada
perusahaan kapal di tiap awal bulan untuk menurunkan tarif kapal. Menurut
keterangan perwakilan Dinas Perhubungan, subsidi untuk kapal minimal
separuh dari kebutuhan operasional. Sebagai gambaran, satu kali PP kapal
bermesin 200cc yang berpenumpang maksimal 70 orang memerlukan 10.000
liter bahan bakar. Jika keterangan ini benar, maka setiap satu kali rute PP sebuah
kapal, pemerintah minimal menanggung subsidi 5.000 liter bahan bakar."

» Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, Biak 14 Mei
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Usaha ini patut diapresiasi. Namun juga harus diakui permasalahan
keterjangkauan Biak sebagai ibukota kabupaten belum dapat teratasi secara
maksimal. Selain kondisi 4 kapal yang sudah tua, lamanya waktu tempuh
dan jadwal kapal yang tidak memungkinkan penduduk untuk melakukan
perjalanan PP selama satu hari menyebabkan masyarakat Numfor lebih
suka memasarkan hasil buminya ke Manokwari jika dibandingkan ke Biak.
Sebagai contoh untuk rute Numfor-Biak-Numfor, minimal dibutuhkan
waktu 3 sampai 4 hari (tidak bisa satu hari PP). Sementara untuk
memanfaatkan moda transportasi udara, selain terhambat mahalnya biaya
juga menghadapi keterbatasan jumlah pesawat yang hanya satu.

Mengingat besarnya investasi yang harus dilakukan untuk
menyediakan fasilitas transportasi yang cepat dan terjangkau sedangkan?y
pemerintah kabupaten menghadapi fakta keterbatasan anggaran un
mebiayai investasi ini, maka dibutuhkan sebuah strategi lai
mendukung usaha menjembatani keterisolasian Numfg@r selath deng
menyediakan sarana dan prasarana fisik adalah dengan me
program kemitraan dengan swasta dan Pemerintah Provinsi Papua Bardt. ~”

. . . ~" prd
2. Menjembatani Numfor dengan Wilayah Lai <
2 Selain membuké ket risola‘sia@q

wilayah secara fisilg_baaLd.aigaD
o melengkapi moda’ transpotta&ic

maupun dengan mem iki—fasilit

infrastruktur, juga dibutuhkan usalF(J\

untuk membuka keterisolasian Numfor.
Kerjasamadengandaerahlainmérupakan
agenda yang harus diintegrasikan‘dalam
meningkatkan asesibilga@ ‘Numfor
dari maupun ke daerah I’%Qeingga,
; upaya untuk membuka Ketegisolasian
- Numfor tidak hanya sebatas membuka
keterisolasian secara fisik, namun juga

membuka keterisolasian dalam bentuk
kerjasama daerah.

Gambar 5.1. Fasilitas Telekomunikasi di Salah satu hal penting yang akan

Numfor: Stasiun Relay TVRI/RRI e s
menjadi instrumen untuk meningkatkan

aksesibilitas di Numfor adalah keberadaan fasilitas komunikasi yang
memadahi. Saat ini Numfor baru memiliki 1 buah BTS milik Telkomsel.
Sehingga untuk meningkatkan kelancaran komunikasi antara Numfor
dengan daerah lain, diperlukan perluasan dan pertambahan aksesibilitas

2008.
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jaringan telekomunikasi di wilayah Numfor.

Untuk menciptakan kerjasama daerah, diperlukan persiapan dan
pembenahan 3 unsur di dalamnya; 1) membenahi peran dan kemampuan
provinsi untuk menyelenggarakan fungsi kerjasama antar daerah, 2)
menentukan bidang yang layak untuk diselenggarakan dalam skema
kerjasama, dan 3) menentukan model kerjasama yang tepat untuk setiap
bidang kerjasama yang dipilih.**

Identifikasi persoalan keterisolasian Numfor dan masalah keter-
gantungan kegiatan perkonomian seperti yang telah disebutkan dalam
Bab II menunjukkan pentingnya kerjasama antara Numfor dengan
wilayah di luar pulau. Keberadaan diaspora Numfor merupakan salah
satu modal dasar penting yang dapat dimanfaatkan sebagai jejaring awal?
menjalin kerjasama Numfor dengan daerah lain. Pemerint 1ak Numfar,
juga dapat memanfaatkan “dukungan” yang selama ini ikan ol
Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari. Sebab % 20
sempat terungkap keinginan untuk mengintegrasikan
dalam Provinsi Papua Barat.™” Mengintegrasikan sebuah wilayah ka bup‘at
dengan kota lain—yang terletak di provinsi yang berb’e?h\ mungk?
akan terlalu rumit, selain praktek semacam ini belum Eerna terjadi Ic

Indonesia.

8]
Namun fakta ini dapat dilihat dengan sudut pandang yang erb‘ed@

yaitu potensi dukungan dari pihak eksternal dalam pembangunan NumfofZ

Pemerintah Biak Numfor harus memanfaatkan kesen‘rpa-ta-n—x-ﬂ*—u(cup
membangun kerjasama antar daerah, baik dengan Manokwari ma
dengan wilayah lain yang potensial, demi kemajuan Numfor. L\

7,

3. Membangun Kepastian Hukum Pertanahap,
Kerjasama daerah dan pembentukan kabupaten baru ﬁl @s{ datang
akan berimplikasi pada kebutuhan tata ruang yang sela:pla’mm«ﬁ\ungkm
tidak pernah terbayangkan oleh warga setempat. Kegiatan perekonomian
yang semakin dinamis akan memunculkan sentra-sentra produksi
maupun kegiatan investasi. Terbentuknya sebuah pemerintahan baru akan
memunculkan kebutuhan untuk membangun pusat-pusat pemerintahan
maupun titik-titik pelayanan publik yang baru. Keberadaanlahan yang akan
digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik berupa pendirian
gedung-gedung perkantoran, infrastruktur jalan, infrastruktur pelayanan
publik (pendidikan, kesehatan, dan lainnya), dan berbagai bentuk fasilitas

4 Diadaptasi dari Yeremias T. Keban, Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era
Otonomi: Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip, dosen pada MAP, MPKD dan MEP UGM.

» Terungkap dari pernyataan Jack Kapisa, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Biak
Numfor, lihat dalam Cenderawasih Pos, 28 Juli 2007.
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umum tentu menjadi kebutuhan yang mendesak yang mengiringi dinamika
penggalakan kerjasama antara wilayah maupun pembentukan kabupaten
baru.

Kepastian hukum pertanahan dengan demikian menjadi hal yang
harus diwujudkan sebagai bagian integral dari dibentuknya kabupaten
baru, terutama pada periode-periode yang akan melibatkan mobilisasi
pembangunan daerah yang cukup intensif. Masyarakat di Numfor tentu
saja harus mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan perubahan dan
percepatan pembangunan semacam ini.

Dalam FGD dengan masyarakat Numfor yang diadakan di Jayapura
terungkap bahwa masalah permasalahan pertanahan merupakan masalah
penting di Numfor." Kebutuhan lahan yang akan diperlukan untud¢y
membangun pusat pemerintahan baru jika Numfor benar;_b.e{ar menjadi,

kabupaten baru, akan berhadapan dengan kesediaan m kat untﬁ
melepaskan (menjual) lahannya. Dalam pertemuan ini sélah sa!u peser
mengungkapkan keberatan (atau kecemasan beliau) u ka
(menjual) tanah mereka. Bagi mereka, sebagai penduduk asli Numfor, tan
yang saat ini mereka diami adalah peninggalan yang sangatwerarti dari
orang tua mereka yang datang ke pulau ini dan memulai kel upann)z
dari nol. Begitu pentinya arti tanah bagi masyarakat Nuéfor, njad"kagn
mereka enggan untuk melepaskan tanah yang dimilikinya.

Beberapa persoalan pertanahan yang selama ini secara riil muhci
di wilayah Numfor antara lain adalah Kasus “reklaim” d&i\ipema-l-mﬂf&ara
terhadap gedung-gedung sarana umum seperti Puskesmas, sekola
lain-lain."” Kebanyakan dilakukan oleh mereka yang tinggal di luar N umfoi\
dan merasa tidak dilibatkan dalam proses pembebasan lahan untuk fasilitas
umum tersebut. Bahkan bandara perintis yang telah ada jsejak zaman
Belanda dan sangat vital sebagai salah satu akses ke Numgor@lg} belum
memiliki sertifikat.'® Y e

Usaha membangun kepastian hukum pertanahan untuk konteks
di Numfor, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang konsep
kepemilikan tanah yang berlaku di wilayah ini. Pada dasarnya masyarakat
Biak atau khususnya masyarakat di Numfor mengenal konsep kepemilikan
tanah tradisional. Tanah-tanah ini merupakan tanah adat yang
pengelolaannya berada di tangan keret. Gelar yang disandang oleh ketua
keret adalah snon (manséren) benai sub yang berarti “tuan yang memiliki
lahan”. Kepemilikan tanah di wilayah Pulau Numfor pada dasarnya diatur
menggunakan hukum adat dimana konsep menjual tanah pada dasarnya

16 FGD antara masyarakat Numfor dan Ikatan Keluarga Numfor di Jayapura dengan Tim
52 PLOD UGM, pada tanggal 18 Mei 2008 di Jayapura.

7" FGD dengan Kepala Kampung Numfor, Numfor 14 Mei 2008

8 Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, 14 Mei 2008.
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tidak dikenal oleh masyarakat di Numfor. Biasanya uang yang diterima
oleh masyarakat tidak dianggap sebagai uang “pembelian tanah” namun
diartikan sebagai kompensasi untuk mendapatkan izin memanen, izin
berburu, atau izin untuk menebang pohon (KW Galis, 1970).

Kasus-kasus reklaim atas tanah-tanah yang telah “dibeli” oleh
pemerintahdalamrangkapembangunansepertiuntukmenyediakanfasilitas
layanan publik, bandara, dll perlu disikapi dengan mempertimbangkan
faktor konsep asli kepemilikan tanah yang dianut oleh masyarakat adat di
Pulau Numfor. Selain itu, dalam beberapa kali pertemuan dan diskusi serta
wawancara yang dilakukan selama tim peneliti berada di Pulau Numfor
mengkonfirmasikan bahwa tindakan pemalangan yang dilakukan oleh
penduduk sebenarnya disebabkan karena mereka merasa tidak pernah?y
dilibatkan atau “dimintai” izin untuk pemanfaatan tanah

Dengan kata lain, untuk membangun kepastian hu ertanahé:E
agar reklaim dan pemalangan fasilitas pemerintah tidai berlanjjut, per
diadakan sebuah proses untuk mempertemukan permeri ga
masyarakat, kepala kampung, dan adat guna menyatukan persepsi tenta
konsep kepemilikan tanah semacam ini. Sesuai dengan-struktur sosi%
masyarakat Numfor yang secara umum masih terikat dengan stfyktur ada
maka keterlibatan ketua keret dalam usaha menyatukan{persepsi ten!arygn
kepastian hukum pertanahan di Numfor mutlak dlperlukan agar kepastian
hukum pertanahan (misalnya proses sertifikasi) dapat segera diwujud alﬂﬁ

Sebenarnya dukungan masyarakat untuk %mengept-m
pembangunan dan persiapan pembentukan Numfor menjadi kablmmx

baru telah ada. Misalnya dari FGD dengan kepala kampung di Numfo
terungkap bahwa wilayah Numfor Barat, tepatnya di Kampung Kameri
masyarakat telah menyiapkan sekitar 27 hektar lahan yang' dapatdigunakan
untuk membangun fasilitas pemerintah. Hal ini dlungkapkin‘el}f Kepala
Kampung Kameri saat FGD dengan tim dari S2 PLOD UGNEpmda 14 Mei
2008. Dukungan masyarakat ini harus dapat dijadikan modal penting dalam
melakukan pembangunan di Numfor.

C. MEWUJUDKAN SENTRA PELAYANAN YANG SETARA
DENGAN BIAK.

Kecenderungan masyarakat Numfor untuk bermigrasi ke luar
pulau mengindikasikan bahwa kebutuhan mereka tidak dapat dicukupi
di dalam pulau. Seperti juga terungkap dalam bagian-bagian sebelumya,
persoalan minimnya pelayanan publik dan sentra kegiatan ekonomi
merupakan persoalan dasar yang dihadapi oleh Numfor. Sehingga salah
satu solusi yang dapat dijadikan alternatif adalah menyetarakan Numfor
dengan Biak. Alternatif ini memiliki konsekuensi yang sangat besar
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bagi pemerintah Kabupaten Biak Numfor baik dalam segi mobilisasi
sumberdaya, komitmen, maupun dukungan. Strategi penyetaraan ini
berarti memperbaiki rasio ketersediaan fasilitas pendidikan, memperbaiki
rasio ketersediaan infrastruktur, memperbaiki rasio keberadaan sentra-
setra ekonomi, memperbaiki rasio guru: murid, dokter ; penduduk, dll.
Kondisi eksisting Numfor yang minim dengan berbagai pelayanan
dasar dan keterjangkauan dengan wilayah luar menimbulkan tuntutan
tersendiri agar Numfor memiliki berbagai pelayanan yang setara dengan
wilayah lain. Fasilitas-fasilitas publik baik dalam bidang kesehatan maupun
ekonomi yang selama lebih banyak di peroleh masyarak dari luar pulau,
membuat munculnya pemikiran agar Numfor juga memiliki hal yang sama
sehingga mensejajarkannya dengan wilayah lain baik di Biak maupun di?
Manokwari. Percepatan pembangunan dengan demikian megtldi sebua&

kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. ,_\ =

Upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi dan kuyalitas fehidupalz <
masyarakat di Numfor merupakan hal yang mutlak ditakuka T
Pemerataan pembangunan merupakan kata kunci yang akan menjadi sal <
satu jawaban bagi persoalan-persoalan ketertinggalan wilayalzdi Numfo —
Keberadaan fasilitas-fasilitas pelayanan publik merupakan salah sa Z
keberhasilan pemerataan pembangunan. Terkait dengan halfini, berikut a a'd
gambaran tentang ketersediaan fasilitas pelayanan publik %J
1. Pelayanan Pendidikan & Kesehatan IE'LJ

Sejarah ketersediaan fasilitas pendidikan di ,Numfor per
mengalami masa keemasan pada periode akhir tahun 1960-an. Dalam FGD
di Jayapura, terungkap cerita bahwa kemandirian dan inisiatif madsyarakat
dalam bidang pendidikan sangat besar. Terungkap bahwa pada‘tahun 1967
dan 1968, Numfor belum memiliki SMP. Pada saat generas;'jp@a ayang
mengenyam pendidikan sekolah dasar lulus, ternyata pu%&l,}miﬁl belum
memiliki SMP. Atas inisiatif masyarakat Numfor sendiri 'dibangunlah
sebuah gedung SMP untuk memenuhi kebutuhan tersebut."

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan
salah satu prasyarat bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang
berkualitas. Pulau Numfor memiliki beberapa Puskesmas sebagai tulang
punggung unit pelayanan kesehatan, mengingat di Numfor belum ada
rumahsakit. Numfor Timur memiliki 2 puskesmas yaitu Puskesmas
Yemburwo dan Puskesmas Mandori yang terletak di ujung Numfor Timur.
Sedangkan wilayah Numfor Barat memiliki 1 Puskesmas Kameri yang
berada di desa Pomdori. Puskesmas ini melayani 18 desa yang jumlah

1 FGD dengan masyarakat Numfor dan Ikatan Keluarga Numfor di Jayapura, 18 Mei
2008.
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penduduknya mencapai 4400 jiwa dengan tenaga kesehatan yang terdiri
dari 2 dokter, 6 perawat dan 1 bidan.? Di masa depan perlu dilakukan
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik dari sisi ketercukupan
tenaga kesehatan maupun peningkatan kualitas sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan.

2. Ketersediaan Infrastruktur Energi
Selain bidang kesehatan, keberadaan fasilitas-fasilitas pelayanan dasar lain
yang terdapat di Numfor merupakan modal dasar yang sangat diperlukan dalam
rangka melakukan aktivasi potensi dalam rangka meningkatkan kemandirian
daerah. Persoalan energi merupakan salah satu masalah yang masih dihadapi
oleh Numfor. Listrik sebagai sumberdaya yang penting masih sangat terbatasg
Listrik hanya ada selama 4 jam setiap hari, 18.30 WIT sampai 2230 WIT. Berikut ,
adalah data ketersediaan infrastruktur penyediaan energi listrikdi

=

Tabel 5.3 ‘ 5

Fasilitas Pembangikit Lindes | A

Pembangkit 2. Pelanggan )y G/a_td\ﬁ\ =
Lisdes Yemburwo 373 (6 A <
Lisdes Saribi 100 | CHl ‘ (S
Lisdes Kameri 160 e \ @
(Sumber Biak Numfor Dalam Angka 2007). \ \ -
)

Listrik ini merupakan program Lisdes PLN yang menggunaka
pembangkit solar. Padahal harga solar di Numfor sangat tinggi sehingga
perlu dicarikan solusi alternatif pembangkit listrik yang\\lebi\lnl‘m’f onomis.
Membangun kerjasama atau kemitraan dengan sektor swasta dapatmenjadi
skenario yang ditawarkan untuk menjamin ketersediaan e;%e i Pulau
Numfor, baik untuk menyediakan prasarana/infratruktus er?éﬂ'gf maupun

dalam proses distribusinya ke masyarakat.

3. Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana
Transportasi
Secara umum pembagian wilayah di Numfor adalah meliputi
Numfor Barat dan Numfor Timur. Kedua wilayah ini memiliki perbedaan
karakteristik yang mencerminkan tingkat kemajuan yang berbeda. Wilayah
Numfor Barat adalah wilayah yang relatif lebih tertinggal jika dibandingkan
dengan wilayah Numfor Timur. Hal ini dapat dicerminkan dari ketersediaan

? Informasi dari dr. Luluch Mulyani, dokter PTT yang bekerja di Puskesmas Kameri
selama tahun 2007-2008.
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fasilitas-fasilitas pelayanan dasar.

Numfor Timur relatif lebih maju dari Numfor Barat salah satunya
disebabkan oleh kemudahan akses di wilayah timur yang lebih mudah.
Perbedaan kondisi ini salah satunya disebabkan oleh fasilitas-fasilitas
transporasi dan infrasturktur lebih banyak terdapat di wilayah Numfor
Timur. Sehingga perkembangan perekonomian maupun kemajuan
pembangunan daerah lebih banyak dapat dirasakan di Numfor Timur jika
dibandingkan dengan kondisi Numfor Barat. Namun demikian, perbedaan
kondisi ini pada umumnya tidak begitu jauh berbeda. Baik Numfor Barat
maupun Numfor Timur masih membutuhkan percepatan pembangunan.

Secara kebetulan, ternyata wilayah Numfor Barat ini lebih banyak
dihuni oleh penduduk asli Numfor atau yang dikenal dengan Numfor Tulema
Salah satu studi yang dilakukan pada tahun 1970 telah
persebaran penduduk Numfor Tulen yang lebih ban rdapat
wilayah barat Pulau Numfor (KW Galis, 1961). Wilayah Nfimfor Barat yarE
kebetulan banyak dihuni oleh penduduk Numfor Tule
lebih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah timur yang bal‘y
dihuni pendatang.

Berangkat dari kondisi riil di lapangan seperti chsebut n di ataZ
maka program-program percepatan pembangunan d‘ Nu
memperhatikan keseimbangan antara Numfor Barat a
Timur. Beberapa wilayah di Numfor yang masih menghadapl kesen]a gaﬂﬁ
pembangunan perlu segera dilalukan percepatan perhba-ﬂgu-ﬂa-ﬂ/&lrp
mendorong kemandirian daerah. Selain itu, mengingat mayoritas pendtl'dqi

asli Numfor yang berdomisili di wilayah Numfor Barat masih relatif tertingga
jika dibanding dengan penduduk yang berdomisili di wilayah Numfor Timur
maka percepatan pembangunan yang menjangkau kelompokimasyarakat
ini perlu untuk digalakkan. Pemerataan pembangunan deﬁg@ demikian
harus mempertimbangkan pemerataan antara wilayah di ba‘glas,l,pmur Pulau
Numfor dengan bagian barat Pulau Numfor. Pemerataan pembangunan
dengan demikian harus mempertimbangkan pemerataan antara wilayah di
bagian timur Pulau Numfor dengan bagian barat Pulau Numfor.

D. FISIBILITAS DAN LIMITASI KEBIJAKAN

Strategi pemberdayaan kemandirian Numfor yang diwujudkan
melaluibeberapaskenario diatas merupakanstrategi pembangunan Numfor
sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Biak Numfor. Alternatif-alternatif
skenario di atas adalah pilihan yang dapat diimplementasikan untuk
mengatasi berbagai persoalan ketertinggalan dan keterisolasian Numfor.
Memperkuat modal internal, menjembatani keterisolasian Numfor hingga
pilihan untuk meletakkan Numfor sebagai sentra yang sejajar dengan Biak
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adalah alternatif ideal sebagai solusi.

Namun demikian, berbagai alternatif tersebut selain memiliki
tisibilitas, dalam derajat tertentu juga memiliki beberapa limitasi. Kebijakan-
kebijakan di atas agar benar-benar fisibel untuk diterapkan menuntut
adanya mobilisasi dukungan yang penuh dari pemerintah Kabupaten Biak
Numfor. Kemampuan dan komitmen pemerintah kabupaten Biak Numfor
untuk mengalokasikan dana pembangunan tentu menjadi hal mendasar
yang harus dipertimbangkan.

Sebab bagaimana pun Biak Numfor sebagai sebuah kabupaten juga
wajib memperhatikan pembangunan-pembangungan di wilayahnya secara
merata. Dengan limitasi semacam ini, maka skenario alternatif-alternatif
pembangunan Numfor sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Biad¢
Numfor seperti telah disebutkan diatas, memerlukan pertl ngan resﬂ&

yang sangat matang.
Melihat kompleksitas dan ragam kebutuhan y %sﬂsae

dipenuhi untuk mewujudkan kemajuan Numfor, maka

skala prioritas. Hal penting pertama yang harus dllakukana alahrevita sa
partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses pemb‘hgynan ya
dilakukan melalui aktivasi tiga tungku. Kedua mengambil langkah riil unt:%
membuka keterisolasian Numfor baik melalui aktivasi ué(it penjerintghan~
yang ada dan mewujudkan kerjasama daerah. Ketiga adalah perbaikan)
kualitas dan kapasitas SDM lokal sehingga dapat menjadi aktor utamfaZ
dalam usaha mewujudkan kemajuan Numfor. L -
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Kebijakan aktivasi dan akselerasi pembangunan/}mfor ya
diusulkan dalam Bab V merupakan agenda prioritas paling fisibel yangr
bisa dikerjakan saat ini. Kebijakan tersebut pada dasarnyalsudah pisa nfulai”)

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mula-i—seka-raﬁg—tlnpp

terpengaruh oleh perkembangan ke depan, apakah Nun{for akan merja
daerah otonom baru ataupun tetap menjadi bagian dari Kabupaten Bi

Numfor. Perhatian terhadap wilayah dan masyarakat Numform‘}\
dalam bentuk kebijakan maupun alokasi anggaran yang lebih besar untuk
peningkatan pelayanan publik dan fasilitasi pertumbuhan ekbnomi di
Numfor adalah sebuah keharusan untuk menjawab keter1§b‘1ész%n yang
dialami masyarakat setempat.

Namun demikian, jika aktivasi dan akselerasi kgbl}Mlm sulit
dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan politis maupun teknokratis
tertentu, alternatif berikutnya yang harus dipertimbangkan secara matang
adalah memfasilitasi Numfor untuk tumbuh dan berkembang menjadi
kabupaten tersendiri terpisah dari induknya Kabupaten Biak Numfor. Jika
pilihan ini yang hendak dilakukan, banyak hal-hal baru yang mendesak
untuk dicermati dan dipersiapkan. Pembentukan daerah otonom baru tidak
selalu berarti penyelesaian suatu masalah tetapi bisa juga menimbulkan
masalah baru yang lebih kompleks. Hal inilah yang sangat penting untuk
dihindari. Oleh karena itu, ketika agenda pembentukan Numfor sebagai
kabupaten baru sudah mulai dirintis, pada saat yang sama manjemen
transisi sebagai kabupaten baru harus segera dipersiapkan.
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A. MEMBANGUN ENERGI KOLEKTIF UNTUK MENGELOLA
TRANSISI

Pembentukan daerah baru membawa implikasi-implikasi serius bagi
semua pihak. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten
induk, dan tentunya pemerintah kabupaten baru harus melakukan langkah-
langkah persiapan secara matang. Hal ini karena semua stakeholders memiliki
tanggungjawab dalam pembentukan daerah baru ini. Pemerintah pusat
bertanggungjawab memastikan pembentukan daerah baru dapat memperkuat
struktur sosial, budaya, politik, dan ekonomi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pembentukan daerah otonom baru di Papua semestinya juga
harus dikerangkai sebagai usaha percepatan pembangunan di kawasan timur
Indonesia. Hal ini berangkat dari kenyataan rentannya politisasi persoala?a
ketertinggalan Kawasan Indonesia Timur Indonesia, yang sering dijadikan/
argumen untuk mempertanyakan relevansi kehadiran NKRI'di tagah PapuP,__
khususnya dalam bentuk pelayanan publik yang paling mehdasar. ]

Sementara itu bagi pemerintah Provinsi Papua, anggungja(Na@
pemerintah provinsi terhadap eksistensi kabupaten paru di Numfah_
berjalan beriringan dengan tanggungjawab yang dipikul ol
nasional. Provinsi Papua sebagai perpanjangan tangan pemerifjtah pusat’
bertanggungjawab memperpendek rentang kendali pei;erin

mendekatkan pelayanan publik sehingga kehadiran pemefiﬁeh—bj'map
benar dapat dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pe@erintah pro in%

bertanggungjawab menyelesaikan persoalan-persoalan lintas Kewi aya‘ha-n—,
yang turut menopang eksistensi kabupaten baru yang akan terbentuk.
Adapun tanggungjawab pemerintah Kabupaten Biak Numfor
sebagai kabupaten induk bagi calon Kabupaten Numfor adalah mémastikan
kabupaten baru dapat melalui fase transisi sebagai kabﬁp@&b‘i‘l{"‘ﬁe sendiri
dengan baik. Pemerintah kabupaten induk harus mempersig}@rgfondasi
bagi keberlangsungan kabupaten baru sehingga pemben;ulf%rkﬁbupaten
baru ini tidak kontraproduktif dengan semangat memberikan kehidupan
yang lebih baik bagi masyarakat setempat, dan secara bersamaan tidak
membebani kabupaten induk secara berlarut-larut. Aktivasi potensi segala
sumberdaya yang ada Numfor, seperti telah dijelaskan dan sub-bab sebelum
ini, perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

o

Di luar itu semua, aktor yang paling bertanggungjawab terhadap
keseluruhan sukses dari terbentuknya kabupaten baru adalah kabupaten
baru itu sendiri, dalam hal ini Kabupaten Numfor. Pemerintah kabupaten
baru akan menjadi penentu paling penting sejauhmana keinginan dan
cita-cita peningkatan derajat hidup masyarakat Numfor akan terwujud.
Pemerintah kabupaten baru akan menjadi titik simpul dan eksekutor dari
berbagai kepentingan dan program kerja setiap stakeholders di Numfor.
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Terkait dengan hal itu, pemerintah kabupaten baru dituntut untuk
sanggup menyusun perencanaan-perencanaan strategis terkait dengan
berbagai potensi yang mereka miliki dan masa depan yang dibayangkan
hendak diraih untuk kemajuan Numfor. Segenap aktor di tingkat lokal juga
harus bersinergi untuk mengkaji secara komprehensif segala persoalan
yang melingkupi, dan pandai menangkap dan menciptakan peluang bagi
terwujudnya kemajuan masyarakat di wilayah baru tersebut. Kabupaten baru
jugaharus mampu membangun kerjasama yang baik antar berbagai stakeholders
untuk menjamin mobilisasi sumberdaya terkonsolidasi dengan baik.

Sinergi antar aktor menjadi penentu dalam keberhasilan daerah
otonom baru ini. Para aktor disini adalah pemerintah nasional, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten induk, pemerintah kabupaten baru hasil’
pemekaran serta masyarakat Numfor itu sendiri baik yang menetap di,
Pulau Numfor maupun yang tersebar di berbagai daerah di nesia. ==

B. MEMPERSIAPKAN KAPASITAS PEMERINT,LH—BA H

Menjadi kabupaten baru berarti harus menyiapkan sumber daya,_
pendukung yang memadai bagi bekerjanya fungsi-fungsi pemerintah
dengan baik. Persoalan pertama yang akan segera dihadapj oleh pemerinta
kabupaten baru adalah minimnya daya dukung yang diperoleh)di texlga(ly)
kuatnya tuntutan untuk memaksimalkan fungsi dasar pem.eﬁmhan_la
harus segera dilakukan. Belajar dari pengalaman pembentukan daerah ark-
khususnya di Papua,' beberapa masalah yang akan sege}a-dﬂ'ra'da'pi‘p\s
terbentuknya daerah otonom baru antara lain adalah:

1. Lambatnya proses penyusunan kelembagaan daerah dan pen@
personalia karena terkait dengan ketersediaan sumberdaya’aparatur
dari tingkat provinsi maupun daerah lain. .

2. Anggaranyangterbatasdihadapkanpadaharapanbesar jla@a%katnya
agar pemerintah daerah baru segera melaksanaka%%/ Jfugas-tugas
pelayanan dengan maksimal. Terkait denganhaliniadalahtersendatnya
proses penyerahan sarana dan prasarana pendukung bagi berfungsinya
pelayanan di kabupaten baru.

3. Pilihan kebijakan prioritas yang seringkali tidak secara langsung
bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belajar dari pengalaman daerah-daerah pemekaranbaru sebagaimana
digambarkan di atas, alangkah baiknya jika Pemerintah Kabupaten Biak
Numfor maupun para aktor yang kini sedang bekerja mempersiapkan
pembentukan Kabupaten Numfor dapat secara serius menyiapkan langkah-
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! Misalnya pengalaman dari pendampingan tim peneliti dalam proses pembentukan
Kabupaten Puncak Provinsi Papua dan pendampingan dalam aktivasi pembangunan
di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.
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langkah strategis sebagai berikut: 1) Membangun komunikasi intensif
dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sambil mempersiapkan
pembentukan kelembagaan daerah baru disertai dengan rencana pengisian
personalia; 2) Merancang dan menyepakati sumber-sumber anggaran
yang bisa digunakan untuk mendukung biaya operasional kabupaten baru
sampai dengan adanya dana dari APBD; 3) Menyepakati pembentukan
kelembagaan daerah dan mekanisme pengisian kepegawaian antara
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten induk, dan pemerintahan
kabupaten baru yang dipimpin oleh penjabat bupati sehingga birokrasi
sebagai mesin penggerak pembngunan daerah dapat berfungsi dengan
baik dan berjalan dengan lancar.

Sebagai kabupaten baru, birokrasi pemerintah daerah tentunya masih?
menjadi motor penggerak sekaligus pelaku utama dalam_pembangunan,
daerah baru. Meskipun tidak menutup kemungkinan peran asyarak
yang lebih besar dalam menyambut pembentukan daerak(];a;:‘al i, 1nstanE
pemerintah sebagai otoritas utama dalam penyusunan p S j‘ka
mempunyai peran sentral sebagai aktor yang akan menentukan priorit
pembangunan sekaligus eksekutor pembangunan. Karena itw, kapasita?
pemerintah daerah kabupaten baru harus disiapkan dengan sebaik-baikny&:

Dalam rangka mempersiapkan kapasitas birokre‘si penjerintghan~
kabupatenbaru, halyang paling fundamentaladalah membuatkelem a%aa@

pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Kelembaiaan yang efektif

memastikan bahwa kehadiran lembaga itu dapat secar pa

sasaran-sasaran yang hendak diraih. Format kelembagan pemeﬁnﬁi

daerah harus berkorelasi signifikan untuk menjawab persoalan-persoalan
fundamental masyarakat pulau Numfor sebagai daerah baru. Pada titik ini,
desain kelembagaan pemerintah daerah harus secara kuat nwm,g}'minkan
atau mengekspresikan visi dan misi yang hendak dibangus oleh EJumfor
dan secara kuat pula mengakomodasi kebutuhan masyarﬁdﬁg,p«eetempat
untuk mewujudkan cita-citanya.

Sementara itu, kelembagaan yang efisien memastikan bahwa desain
kelembagaan pemerintah kabupaten tidak boleh membuang-buang secara
percuma sumberdaya yang ada di Numfor. Sumberdaya manusia dan
finansial harus dialokasikan secara produktif. Desain kelembagaan harus
memastikan bahwa sumberdaya manusia dan finansial digunakan secara
tepat untuk melayani dan mengembangkan Numfor secara maksimal.

Di luar isu desain kelembagaan, masih terdapat beberapa hal yang
harus diperhatikan dalam memperkuat kapasitas birokrasi pemerintahan
baru agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Beberapa hal yang
perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

\\\\\
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1. Penyiapan Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan aparat birokrasi sangat menentukan keberhasilan
pembangunan dan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.
Kekurangan aparat birokrasi dapat berakibat pembangunan dan pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat menjadi tersendat dan bahkan berhenti.
Pada saat yang bersamaan, jumlah aparat birokrasi yang berlebihan juga
akan membawa dampak pada besarnya beban anggaran pemerintah
daerah. Oleh karena itu, ketersediaan aparat birokrasi yang sesuai dengan
kebutuhan pembangunan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan kepada
masyarakat menjadi kata kuncinya.

Pada pemerintahan baru Kabupaten Numfor, kelangkaan jumlah
aparat birokrasi akan menjadi persoalan pertama dalam birokrasi. Hal)
ini misalnya, dapat digambarkan dari kurangnya ketersed'gan tenaga/

yang mengurusi pelayanan-pelayanan publik mendasar. Pa elayan
pendidikan, data dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupjten Bi Nujnfor—
tahun 2006 menunjukkan jumlah guru yang berada di 1§

orang. Jumlah tersebut terdistribusi untuk melayani sebanyak 28 sekipl
dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai pada SMA. Sedangkan juml
siswa yang bersekolah mencapai 2.593 siswa. Artinya, rata-rata di setia&:
sekolah adalah 5 orang guru dan setiap guru harus mengaér 1:17}siswal ()
Kelangkaanaparatbirokrasijugadapat digambarkandamme%‘aaa
tenaga medis yang melayani kesehatan. Dari data Dinas Kesehatan, ju lah™
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu adalah 11 buah. Sem iterjurhl
tenaga kesehatan hanya terdapat 2 orang dokter umum, 5 orang bidan,
15 apoteker. Tenaga medis di luar itu sudah tidak ada lagi. 1\
Persoalan kelangkaan aparat birokrasi dalam strukttur pemérintahan
kabupaten baru akan semakin menjadi-jadi. Sebab, pada"\ke\gbﬂﬁa;ten baru
perlu dibentuk struktur pemerintahan yanglebih lengkap se@r@egretariat
Daerah, dinas-dinas, badan, dan kantor serta kecamatan, y@r@’yl;ge@émuanya
itu membutuhkan jumlah pegawai yang tidak sedikit. N
Apabilasituasi kelangkaaninitidak diatasiatau disiapkan secara lebih
dini maka pemerintahan tidak akan bisa bekerja secara baik. Akibatnya,
pembangunan dan pelayanan masyarakat juga tidak akan dapat berjalan

meskipun pada tingkatan paling minimal. Menghadapi situasi kelangkaan
aparat birokrasi ini maka perlu dilakukan beberapa langkah untuk
mengatasinya. Pertama, dengan menempatkan sebagian aparat birokrasi di
kabupaten induk, dalam hal ini birokrat yang berada di Kabupaten Biak
Numfor ke Pulau Numfor sebagai kabupaten baru. Penempatan ini dapat
memprioritaskan mereka yang memiliki asal kelahiran dan kekerabatan
di Numfor dan saat ini menjadi birokrat di Kabupaten Biak Numfor
untuk memperkuat kabupaten baru. Ataupun mereka yang berasal dari
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mana saja namun memiliki minat, semangat dan komitmen untuk bekerja
membangun Numfor. Kedua, mengambil sumber daya aparatur pemerintah
daerah yang berasal dari Numfor yang tersebar di berbagai tempat di Papua
untuk mengisi kekurangan personalia di Numfor sebagai kabupaten baru.
Terakhir, mendorong dan memfasilitasi putra-putri dari pulau Numfor
yang menempuh pendidikan di beragai perguruan tinggi untuk kembali ke
Numfor dan memperkuat pemerintahan kabupaten baru.

Persoalan yang muncul dalam pengisian aparat birokrasi ini adalah,
apakah mereka bersedia kembali ke Numfor untuk bekerja di lingkungan
pemerintah kabupaten baru ini? Menilik dari alasan eksodus penduduk
Numfor maka diperlukan struktur insentif yang membuat mereka
bersedia memperkuat organisasi pemerintahan daerah kabupaten baru?f
ini. Pembentukan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi da,u&er;tra-sent&
pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pasar, aa'n\l::iainyﬁ
harus diprioritaskan agar mereka tertarik tinggal di Numfor. e

Betatapun penempatan sumberdaya aparatur di k;)tpa@n tk
menghadapi masalah terkait dengan kelangkaan sumberdaya manusia
tersedia, perlu diperhatian bahwa dalam rekrutmen untuk pefgigian jabata%
dalam birokrasi harus tetap dilakukan secara obyektif dan rasional Berdasarka
pertimbangan-pertimbangan kapasitas, kompetensi, péngetah an, jdan~
komitmen kerja. Proses rekrutmen jabatan-jabatan publik yang strategis di ‘eveD
Sekretariat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas.dan jabatan pbliR<
lainnya benar-benar harus dilakukan secara transparan déh-e-kuﬂtabelf\Ha
ini perlu ditekankan karena isu representasi atau klaim anmw
dengan “Numfor pendatang” sempat mengemuka dalam proses penjajagan
pembentukan kabupaten baru ini. Dengan adanya proses pengisian yang
mengacu pada pertimbangan obyektif dan transparan meénjadikan semua
pihak yang berkontestasi dalam birokrasi dapat berkompetisi %c@ sehat.dan
menaruh kepercayaan kepada siapapun yang akan terpilih.}]ﬁ"%t&man itu,
rekrutmen dapat dilakukan dengan menyerahkannya pada tim‘atau institusi
independen seperti perguruan tinggi ataupun lembaga konsultan.

Selain itu, yang juga perlu diperhatikan dalam rekrutmen aparat
birokrasi ini adalah masalah sebaran tugas aparat birokrasi. Sebaran
aparat birokrasi perlu memilah antara aparat birokrasi untuk keperluan
pelayanan kepada masyarakat, dikenal dengan mereka yang berada dalam
jabatan fungsional, dan aparat birokrasi yang memberi pelayanan birokrasi
pada umumnya, dikenal dengan aparat untuk jabatan struktural. Agar
kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat maka memenuhi
ketercukupan pegawai fungsional perlu diprioritaskan. Sementara itu,
pemenuhan untuk aparat yang duduk dalam jabatan struktural diletakkan
pada prioritas berikutnya.

117

PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM



Merancang Manajemen Transisi

2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Birokrasi

Selain ketercukupan aparat, kualitas sumberdaya manusia (SDM)
juga menjadi dimensi penting dalam mempengaruhi keberhasilan dari
sebuah organisasi. Adanya kapasitas SDM yang baik diperlukan dalam
rangka membuat perencanaan yang teratur, penempatan prioritas, eksekusi
dan evaluasi kebijakan. Kualitas SDM yang baik menjadikan inovasi akan
senantiasamuncul,segenappeluangdapatditangkap, peluangdimunculkan,
serta mengubah sesuatu yang semula dianggap sebagai hambatan menjadi
kekuatan. Kebutuhan akan kualitas SDM yang berkualitas semakin penting
dengan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi.

Jika Numfor akhirnya dapat terbentuk menjadi kabupaten baru, bisa
dikatakan bahwa kabupaten ini akan memiliki potensi kualitas SDM yang’
relatif baik. Sebagai masyarakat pesisir, mereka memiliki-sikap inklusif/
dan egaliter serta semangat untuk maju yang tinggi. Meskip demlkla y
terkait dengan kualitas SDM yang berada di birokrasi seeara ke elur‘lha-n—
membutuhkan peningkatan kualitas yang lebih baik lag
Numfor sebagai kabupaten baru menghadapi persoalan-persoalan jang_
tidak mudah diselesaikan. Persoalan keterpinggiran dan Keterisolasi
wilayah Numfor serta marginalisasi ekonomi dan pelayanan publik menja a%
argumen penting bagi keberadaan SDM yang berkualitas

Secara geografis, Numfor dapat dikatakan terlsolaSL.D.an.ga.n.mqu
atau kabupaten lain, Numfor dipisahkan oleh Laut Pasifik. Wilayah pali
dekat adalah Manokwari, dan bukan Pulau Biak yang m: ibuko
Kabupaten Biak Numfor. Untuk menuju Manokwari, waktu tem
menggunakan kapal adalah 5 jam, sementara itu waktu yang dibutﬁ
untuk mencapai Pulau Biak mencapai 12 jam. Keterisolasian wilayah itu

diperparah dengan sarana transportasi yang terbatas. ~ * S
Pada saat yang bersamaan Numfor sebagai kabupaten b@ugltm’cut
untuk mengembangkan beberapa potensi lokal yang ada glsmﬁ««ﬁeberapa
potensi yang dapat diidentifikasi diantaranya meliputi potensi perikanan,
pertanian, dan pariwisata. Terkait dengan SDM aparat birokrasi kabupaten
baru, dari persoalan keterisolasian dan pengembangan potensi Numfor
tersebut diperlukan;
(1) Aparat pemerintahan yang relevan dengan kebutuhan untuk menjawab
persoalan-persoalan tersebut, dan
(2) mereka itu memiliki kualitas SDM yang baik. Kebutuhan SDM yang
demikian itu dimaksudkan agar persoalan dan potensi yang ada dapat
dikelola dengan baik. Dengan cara itu, keterisolasian dapat segera
dicarikan solusinya dan geliat perekonomian Numfor dapat segera
dilihat.
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Untuk meningkatkan kualitas SDM aparat birokrasi tersebut ada
beberapa langkah yang perlu diakukan. Pertama, memetakan kompetensi
pegawai yang telah ada. Kedua, membuat prioritas peningkatan kualitas
pegawai kepada mereka yang memiliki korelasi langsung dengan upaya
kabupaten baru membuka keterisolasian dan mendayagunakan potensi
Numfor. Ketiga, mengikuti berbagai pelatihan yang bekaitan langsung
dengan dimensi-dimensi yang membuka keterisolasian Numfor dan
pendayagunaan potensi Numfor. Keempat, melakukan horizontal learning
kepada daerah-daerah yang memiliki karakter persoalan yang sama.
Kelima, menyekolahkan kejenjang yang lebih tinggi para pegawai yang
masuk dalam prioritas pada bidang ilmu yang relevan dengan kebutuhan
pengembangan potensi daerah.

3. Meningkatan Kapasitas Berjejaring SR
Membuat sebuah kebijakan yang berkualitas bukaq%ang—
mudah atau sederhana. Hal ini karena terdapat kerumt ey
diketahui dan dipertimbangkan sebelum sebuah kebijakan diambil. Perfamg,_
dalam membuat kebijakan harus mampu mendefinisikan atat™mendeteksi
persoalan secara tepat. Kekeliruan dalam mendefinisikan persgalan aka
mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan tidak menjawab atau men ftasjq
persoalan yang sesungguhnya. Kedua, dalam membuat kab:.)a.ka.n_tav.d)f pat)
kerumitan yang disebabkan oleh hadirnya banyak aktor. Aktor ya
banyak ini tidak sekedar persoalan jumlah, tetapi lebih W&t
memiliki kepentingan, persepsi, keyakinan tersendiri atas sebuah persoalag.
kompleksitas aktor menjadikan semakin besar kesulitan dalam memba::u}
konsensus. Terakhir, kesulitan ketidakmampuan mengkonversi ide. untuk
menjadi agenda kolektif. Adanya kesepakatan bersama diantaré‘para aktor
yang terlibat dalam kebijakan bukan hal yang mudah dﬂa@. Eeﬂebih
lagi saat ini kita berada pada situasi dimana sistem k;p%@mm sangat
berpengaruh dalam dinamika sebuah kebijakan. y
Pemerintah Kabupaten Numfor dalam fase awal pemerintahan, dan
juga seterusnya, juga akan menghadapi persoalan-persoalan tersebut dalam
proses pembuatan kebijakan. Persoalan pertanahan untuk pembangunan
fasilitas-fasilitas publik, penentuan prioritas pembangunan, masuknya
pendatang ke kabupaten baru, pembangunan infrastruktur ekonomi,
dan sebagainya membutuhkan ketrampilan tersendiri dalam perumusan
kebijakan. Terlebih lagi pemerintah Kabupaten Numfor berada pada
situasi masyarakat yang memiliki ekspektasi besar terhadap perbaikan
kualitas hidup mereka. Ledakan partisipasi dengan pengharapan yang
melandasinya dapat menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang
baik, meskipun pada saat yaang bersamaan dapat dikelola menjadi energi
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untuk memperbaiki kualitas sebuah kebijakan. Respon yang lambat dalam
masa awal transisi sangat riskan bagi keberlangsungan energi partisipasi
masyarakat. Oleh karena itu aparatur pemerintah daerah baru diharapkan
memiliki kepekaan atau sensitifitas yang tinggi terhadap lonjakan aspirasi
dan ledakan energi partispasi.

Masalahnya, sebagai kabupaten baru kapasitas birokrasi untuk
mengelolaberbagaikepentingandanmerumuskan persoalanmenjadisebuah
kebijakan belum banyak teruji. Pengalaman berkarir disebuah birokrasi
belum menjadi jaminan akan dapat mengelola berbagai kepentingan secara
baik jika dihadapkan pada konteks sosio-politik dan ekonomi yang berbeda.
Pengalaman masyarakat Numfor sendiri dalam berpranata masih terbatas
pada lingkup kampung, klasis, serta ikatan distrik yang masih sangat’
baru sebagai hasil pemekaran distrik dan kampung bebgra.% saat lahk./_
Peran partai politik juga masih sangat terbatas, sehingga- perhati
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan partisipasi ;?:a%i::rtuaE
pada aparatur birokrasi dan lembaga pemerintahan yang-ad-a ‘sa
bersamaan, sebagai kabupaten baru ketersediaan kanal-kanal penyalir
aspirasi masih sangat minim, belum terlembagakan seCaTa\baik, ser%
multiaktor dengan varian kepentingan yang sangat beragam.

Oleh karena itu, kemampuan aparatur pemerintalfan daefah dglam~
proses pembuatan kebijakan harus terus ditingkatkan. Pertama, pemerihtah)
daerah perlu berjejaring dalam proses pembuatan kebijakan. berjeja ir\%
dalam proses pembuatan kebijakan merupakan bentuki i-arita
berbagai stakholders, dalam konteks masyarakat Numfor m1n1ma1*hﬁni

melibatkan tiga tungku yaitu pemerintah, adat dan gereja. Pada tingka
yang lebih luas, Pemerintah daerah baru perlu berjejaring dengan aktor-
aktor lainnya seperti elemen partai politik, masyarakat “ekonemi,ikatan
keret maupun ikatan keluarga numfor yang berdiaspora di bgrattempat
akan menjadi kunci sukses keberhasilan masa transisi. Semja{né@mae akukan
perubahan tampak jelas akan mampu menaungi dan merangkul ‘banyak
elemen ini untuk mendukung pemerintah daerah baru. Berjejaring dalam
proses pembuatan kebijakan ini terutama memiliki dua tujuan utama, yaitu
(1) untuk meminimalisir atau mengelola konflik dalam proses kebijakan;
(2) mengefektifkan implementasi kebijakan.

Kedua, peningkatan kapasitas proses pembuatan kebijakan dapat
dilakukan dengan menyediakan mekanisme, tata cara atau prosedur,
maupun aksesibilitas bagi stakeholder untuk masuk dalam diskusi
kebijakan. Jalur-jalur Musrenbang perlu dapat diefektifkan. Selain itu,
pemanfaatan media komunikasi elektronika dapat diefektifkan dalam
rangka memperlus saluran-saluran aspirasi.
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C. MERANCANG PRIORITAS PELAYANAN DASAR

Setelah masa transisi pasca pembentukan Numfor sebagai kabupaten
baru maka kemandirian Numfor sebagai sebuah daerah otonom menjadi
hal benar-benar harus segera diwujudkan. Kabupaten baru harus mampu
membuktikan kemampuannya sebagai unit pemerintahan otonom dengan
melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan dasar secara berkualitas.
Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kabupaten baru
harus mampu mengidentifikasikan kewenangan/urusan wajib yang
harus diselenggarakan sesuai dengan skala prioritas yang berangkat dari
kebutuhan riil di Numfor. Terlebih lagi, isu pelayanan publik merupakan
salah satu yang mendorong menguatnya pembentukan kabupaten baru.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia serta dalam kerangkad)
otonomi khusus, dikenal beberapa fungsi dasar yang harus d—i—sel{nggarakay
oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Fungsi pelayanan terseb
dikenal dengan istilah urusan wajib dan urusan pilihan. edang an dilam—
konteks otonomi khusus , fungsi pelayanan ini dikenal se da@
bidang-bidang yang menjadi prioritas pembangunan.

Otonomi khusus yang dikerangkai menggunakan Ufﬁaqg-Unda
No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsj Papua, memu
berbagai agenda yang merupakan prioritas pembangunaniuntuk mengatasi)
masalah yang umum terjadi di Provinsi Papua. Sektoz_mabw_a%lam
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembang naln>
infrastruktur. Pemerintah kabupaten baru harus segerame sik
kewenangan/urusan wajib yang akan menjadi prioritas progr
pembangunannya. w\

Seperti diuraikan pada Bab II, masalah ketertinggalan Nufhfor juga
berangkat dari kondisi-kondisi yang secara umum dialami jolehgwilayah
di Papua. Relatif minimnya fasilitas pendidikan, pelayama@k{sehatan
yang belum optimal, keterisolasian wilayah, hingga roda perekonomian
masyarakat yang belum bergerak maksimal, merupakan karakter yang
juga dimiliki Numfor. Setelah masa transisi berakhir, berikut adalah bidang
pembangunan yang harus ditindaklanjuti dalam kerangka kabupaten baru;

1. Bidang Perencanaan

Perencanaan merupakan aspek penting dalam mengelola perubahan.
Sebuah perencanaan akan menentukan keberhasilan dan kegagalan
sebuah aktivitas. Secara bersamaan, melalui perencanaan akan diperoleh
gambaran menyeluruh tentang tujuan yang akan dicapai. Perencanaan
menjadi peta untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil.
Dengan perencanaan pula tahap-tahap atau prioritas-prioritas kebijakan
akan rumuskan. Penyusunan dokumen perencanaan bagi daerah baru
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adalah sebuah langkah penting untuk menyusun kerangka landasan yang
menjadi pedoman bagi arah pengembangan ke depan.

Sebagai kabupaten baru, keberadaan perencanaan pembangunan
yang komprehensif menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Kebutuhan
itu untuk memastikan bahwa Numfor nantinya akan berjalan di atas jalur
yang benar untuk mewujudkan cita-citanya, menjamin keselarasan antar
sektor, dan mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi.
Untuk itu, Numfor harus memiliki rencana induk (master plan) yang akan
menjadi rujukan atas keseluruhan pembangunan yang akan dilakukan.
Rencana induk itu yang dikemudian hari akan senantiasa dirujuk untuk
menyusun Rencana Pembangunan Janga Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), hingga perencanaan tahunas?j
pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang lﬁiz}{nya dala&
bentuk Rencana Kerja atau Rencana Strategis SKPD. : —

Dalam menyusun rencana induk daerah terdapat l;%th:’llyar;
harus diperhatikan sebagai berikut. Pertama, pengembanin—eeﬂ 'Ild
harus melibatkan identifikasi sektor-sektor ekonomi prioritas  strafeg
yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Hasil identifflasi terseb
merupakan basis penting dalam menciptakan arah kebijakan pethbanguna
dalam bentuk program-program pembangunan daerah [yang ril. Seperti
telah banyak dielaborasi dalam bab sebelumnya, potensi unggulah di)
Numfor adalah perikanan, pertanian, dan pariwisata. Bidang—bidan& ihic
perlu dipertimbangkan sebagai sektor unggulan yang arha-ﬁa-pkaﬂ—dgpa

menjadi tulang punggung perekonomian/pendapatan daerah.

Tetapi ada hal mendasar yang harus diingat oleh pem
kabupaten baru. Identifikasi potensi erat kaitannya dengan usaha-usaha
untukmeningkatkan pendapatan daerahyangharus diidentifikasikansecara
hati-hati dan bijak. Misalnya dalam merencanakan dan mgn@ieﬁtiﬁasi
bidang-bidang yang menjadi objek retribusi daerah. Pejl{aj%%«éerharga
dari beberapa daerah lain yang mencoba memaksimalisasikan pendapatan
daerah melalui penambahan jenis objek pajak ternyata justru berdampak
kontraproduktif bagi iklim usaha. Pemerintah kabupaten baru yang
terbentuk di Numfor harus mengantisipasi hal ini melalui perencanaan
kebijakan yang matang dalam mengelola pendapatan daerah.

Kedua memperhatikan kelemahan dan problema daerah sebagai
basis menyusun langkah-langkah antisipatif terhadap tantangan yang
akan muncul dari kegiatan pembangunan. Antisipasi ini akan menentukan
tingkat responsifitas pemerintah daerah dalam menjawab persoalan-
persoalan yang kelak muncul.

Ketiga memperhatikan prinsip suistanable development agar aktivitas
pembangunan maupun perekonomian yang digulirkan dapat menjadi
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sebuah program yang berkelanjutan dan mengacu pada kemajuan jangka
panjang. Berbagai potensi, peluang, dan persoalan-persoalan yang saat ini
menghimpit Numfor harus dihitung dalam perencanaan itu.

Perencanaan daerah merupakan sebuah proses penting yang akan
menentukan arah dan kemajuan daerah, terutama daerah baru. Pemerintah
kabupaten baru harus mampu membuat perencanaan daerah yang sesuai
dengan tantangan dan potensi yang dimiliki oleh Numfor. Perencanaan
daerah yang berupa RPJPD, RPJM, hingga perencanaan tahunan merupakan
pedoman yang sangat penting untuk menjaga agar arah pembangunan
daerah sesuai dengan konteks dan kebutuhan di Numfor.

Ketepatan identifikasi terhadap potensi dan tantangan yang dimiliki
oleh Numfor menjadi langkah awal yang sangat penting bagi terciptanya?s

perencanaan daerah yang berkualitas. Untuk itu pemeri kabupateq
yang baru perlu menempatkan program perencanaan da i sebagE
salah satu bidang prioritas dalam membangun Numfor. ( ‘ =

2. Pendidikan ) | E

Pemerintah kabupaten baru harus semakin “meélembagak
pelayanan pendidikan yang semakin berkualitas. Dengan kewe pngannyge
sebagai pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan(bidan ini harusn
ditingkatkan baik melalui kerjasama dengan daerah lain,_m.an.da:a.n.i]kaa
tenaga pendidik dari luar daerah jika diperlukan, mempetbaiki keterse jaR=
sarana dan prasarana pendidikan, hingga merancang aterd
pengajaran yang sesuai dengan kebudaayaan dan kekaygaan lokal.

Terkait dengan kebijakan otonomi khusus, pengalokasian angga}
yang kelak didapatkan dari pos DAU nasional harus  befiar-benar
dialokasikan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, sesttairdengan
yang diamanatkan oleh UU 21/2001. Pembelanjaan yang dial@«% untuk
menyelenggarakan bidang ini juga harus diarahkan pa@e{ ‘belanja yang
benar-benar menjadi skala prioritas. y

Pemerintah kabupaten baru juga harus memantapkan program
perluasan akses pendidikan, terutama untuk tingkat dasar sehingga
seluruh masyarakat di Numfor diharapkan dapat memiliki akses yang luas
terhadap pelayanan pendidikan.

3. Kesehatan

Pemerintah kabupaten baru harus mampu melanjutkan usaha
penyediaan fasilitas kesehatan dasar yang lebih berkualitas. Seperti
halnya bidang pendidikan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga
merupakan salah satu bidang prioritas yang termasuk dalam kerangka
kebijakan otonomi khusus. Pemerintah kabupaten baru harus mampu
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memantapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas baik
melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadahi,
menjamin ketercukupan tenaga kesehatan, maupun membangun fasilitas
kesehatan yang belum dimiliki. Pemerintah kabupaten baru juga harus
menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan untuk semua lapisan
masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu.

4. Infrastruktur

Numfor memang telah memiliki infrastruktur transporatsi yang
dapat dikatakan telah menjangkau seluruh wilayah pulau. Namun
demikian, kualitas fasilitas tersebut perlu untuk ditingkatkan sehingga
mempermudah jalur transportasi di dalam pulau. Selain itu, perbaikan?)
kualitas infrastruktur juga harus diarahkan untuk meniu—g-k{tkan akses/
daerah dengan wilayah-wilayah strategis di luar pulau. I:

Pembangunaninfrastruktur juga perludiarahkantidakhanya ter"b‘atﬁ
pada infrastruktur transportasi namun juga infrastrukt r gaFry
dalam arti luas. Keberadaan fasilitas pembangkit energi, perbaikan fasilitas_

telekomunikasijuga merupakansebuah agenda yang tidak d/ﬁﬁil—eiaskaz

dari program pembangunan infrastruktur di Numfor. P

98]

D. MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN NUMEO-R—(D -

Pengembangan perekonomian memiliki implikaii yang luas a%

masyarakat maupun pemerintah daerah. Bagi masyarakat, pengem al\ga-n—.,

ekonomi dapat meningkatkan daya beli, kemakmuran,, dan pemeﬁ(h\
kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Sedangkan bagi pemerintah,
berkembangnya perekonomian masyarakat akan dapat menihgkatkan
PAD, mengurangi kriminalitas, dan memperingan tugas };\err;,é‘x“fﬁm untuk
menciptakan masyarakat yang makmur. Meskipun demikiaé;, }@ugdfmgat
bahwa dalam pengembangan perekonomian masyarakatgséwli justru
dinikmati oleh segelintir orang atau dinikmati pendatang. Sebagian besar
masyarakat justru tidak menikmati upaya pengembangan perekonomian.
Dengan kata lain sebagian besar masyarakat tersisihkan dalam proses

pembangunan. Bolehjadi masyarakat tersisih lebih dikarenakan keterbatasan-
keterbatasan yang diciptakan secara struktural, baik disengaja ataupun tidak

disengaja. Oleh karena itu pembangunan harus sensitif dengan isu ini.
Dalam rangka pengembangan perkonomian masyarakat Numfor,
Kabupaten baru perlu melakukan beberapa hal berikut ini:
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1. Jaminan Perlindungan Kepemilikan Sumber Daya

Lokal

Sebagai sebuah daerah hasil pemekaran, Numfor akan dihadapkan
pada situasi yang bisa jadi sangat dilematis bagi pemerintah barunya.
Kebutuhan akan akselerasi pembangunan ekonomi yang mendasarkan pada
potensi kepemilikan sumber daya lokal dapat ditempuh dengan dua jalur
yang biasa dipakai oleh pemerintah daerah baru hasil pemekaran. Yaitu
dengan mengandalkan mekanisme APBD yang diarahkan sepenuhnya
dalam pembangunan daerah baru maupun dengan mengedepankan
keterbukaan investasi.

Sebagai sebuah daerah baru hasil pemekaran, konsentrasi terbesar
bagi pemerintah kabupaten akan tertuju pada pembangunan infrastrukt
dan fasilitas pemerintahan seperti gedung-gedung p toran dan/
sarana publik lainnya. Pembangunan ini tentunya sangat memyita alokaﬁ
anggaran APBD kabupaten baru tersebut. Dalam kasus Nfimfor ifi, pcz;ensﬂ
persinggungan yang cukup keras akan muncul dalam hal upayapenyedia
tanah bagi pembangunan infrastruktur tersebut. Sebagai daerah barf_
yang selama ini cukup terkesampingkan dengan hambatan/}grafis serta>
banyaknya distrik baru yang muncul sebagai konsekuensi ﬁ%;kara&t
kampung dan distrik, adalah masih rancunya administrastgertan ha jfarlgf)

ada. Administrasi pertanahanini menjadilandasan hukum-yﬁ-n-g-ek-buéu-llka
untuk menjamin kepastian kepemilikan lahan yang akar‘ dibangun sa ar%
dan fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum. Mengingat masi ua‘nya—-,
struktur adat yang ada dalam memahami konsepsi kepemilikan lahar%\
ada. Penyamaan pemahaman terhadap status tanah ini menjadi penting.
Hal ini untuk menghindari konflik dengan masyarakat di kemudian hari.

Jalur yang kedua dalam melakukan akselerasi pembgn atekonomi
daerah baru biasanya menempubh pilihan untuk membuka kesenép@n vestasi
bagi pelaku ekonomi mana pun, tidak terkecuali bagi masygraf&ﬂd@ndatang.
Hal ini bukannya tidak beresiko, mengingat Pulau Numfor sangat kecil maka
kepemilikan tanah sangat penting. Akuisisi secara meluas terhadap tanah-tanah
di pulau Numfor oleh investor juga akan berpotensi menimbulkan konflik
dengan masyarakat. Meskipun basis potensi terbesar Pulau Numfor ada pada
kekayaan lautnya berupa komoditas perikanan dan pariwisata, namun hal ini
juga membutuhkan lahan bagi infrastrukturnya. Jaminan bagi kepemilikan
sumber daya lokal berupa tanah, lingkungan, pantai, laut serta ikannya,
maupun kearifan lokal yang menjadi daya tarik wisata sangat penting diberikan
perlindungan oleh pemerintah daerah baru ini. Tanpa itikad baik dari pemerintah
daerah baru untuk melindungi kekayaan dan potensi maupun sumber daya
lokal yang dimilikinya maka akan memarginalisasi masyarakat menjadi sekedar
objek dari kegiatan ekonomi dan pariwisata yang digulirkan.
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2. Mendorong Pengembangan Akses Pasar Terhadap

Produk Lokal
Produk hasil laut yang cukup melimpah di kawasan Teluk

Cenderawasih serta perairan pulau-pulau kecil di Numfor yang sangat kaya
keindahan taman bawah lautnya sangat berpotensi menjadi ujung tombak
perekonomian masyarakat kabupaten baru ini. Potensi alam yang besar
ini akan sangat sulit dimanfaatkan bila tidak terjangkau oleh akses pasar,
dalam hal ini adalah pasar ikan hasil tangkapan serta pasar pariwisata yang
juga sedang berkembang di Teluk Cenderawasih.

Perlunya melakukan pengembangan infrastruktur pelabuhan
untuk kapal laut maupun kapal nelayan menjadi sebuah kebutuhan yang
sangat mendesak segera dipikirkan oleh pemerintah kabupaten baru irfed)
Pelabuhan kapal nelayan akan mempermudah akses pw maupur/
kapal penangkap ikan untuk berlabuh melakukan kegiatan bongkar mu;FE
barang berupa ikan-ikan maupun hasil laut lainnya. Ké%a;seﬂ
pelabuhan kapal penumpang juga sangat mendukung berkembangn
industri pariwisata dan mobilitas masyarakat Numfor maupun orang‘dam_
luar Numfor yang akan menikmati potensi pariwisata maupun indust“z
perikanan lautnya. Investor dari luar daerah tentunya ak jr?%iiangq
positif dengan adanya infrastruktur bagi pengembangan tisnisn ad Itgam
dukungan pelabuhan penumpang dan barang yang repreeeﬁ/(ﬁ/éf—jert@
dukungan sarana transportasi udara yang aksesibel serta Qengan pelay na%
yang baik. —_

Kunci membuka isolasi, sekali lagi menjadi ujung tombak kemaju
Numfor kedepan. Karena keterbukaan akses ke wilayah luar sangat
menentukan keterhubungan Numfor dengan pasar komoditas/’maupun
jasa yang lebih luas disekitar Teluk Cenderawasih maupuﬁ wilayah/Papua,
Indonesia bagian timur maupun akses keluar negeri séa@ langsung
di sekitar Pasifik. Terbukanya akses bandara di Kabupaﬁtef'f’m&aﬁ sebagai
daerah induk bagi penerbangan internasional secara langsung yang
menghubungkan Biak sebagai pintu masuk utama ke daratan Papua sangat
menguntungkan bagi posisi Numfor sebagai daerah tujuan wisata pantai
dengan kedekatan akses dari Biak serta potensi perairan yang tenang untuk

dikemas sebagai keunggulan wisata bahari di kawasan sisi dalam Teluk
Cenderawasih.

Posisi Numfor yang berupa gugus pulau terpisah dari daratan Papua
merupakan tantangan tersendiri bagi pengembangan usaha ekonomi
terutama sektor perdagangan. Proses penyediaan barang dan jasa untuk
dipasarkan di Numfor harus melalui kabupaten lain terutama Manokwari
dan kabupaten induk yaitu Biak. Memang selama ini untuk pemenuhan
kebutuhanbarang konsumsisehari-haridankomoditaslain yang berasal dari
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luar Papua banyak melalui pintu masuk dari Biak dan Manokwari sebagai
gerbang utama Teluk Cenderawasih. Oleh karena itu perlu dikembangkan
kerjasama antar daerah di sekitar Teluk Cenderawasih dalam membuat
kawasan ekonomi perdagangan terpadu sebagai sebuah upaya membentuk
semacam blok ekonomi kawasan yang lebih kuat dengan dukungan
regulasi yang memberikan banyak insentif bagi para pelaku ekonomi yang
bergerak di pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Penciptaan pasar
bersama dengan skema gelaran event promosi bersama antar kabupaten-
kabupaten di sekitar Teluk Cenderawasih dengan dukungan yang nyata
dari pemerintah daerah masing-masing berupa insentif bebas retribusi
untuk mendorong perdagangan antar pulau yang lebih intensif merupakan
salah satu contoh pilihan kebijakan yang dapat ditempuh.

3. Jaminan Keterlibatan Masyarakat Lokal»ﬂ\'n

Proses Ekonomi

Potensi berkembangnya komoditas barang dan jasa yang a(Ja
Numfor berupa produk hasil perikanan tangkap serta pengembangan‘jasa_
dan industri pariwisata perairan dan pantai yang menjadiﬂ.ﬂ}e:n utames

GLITIK &
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kabupaten baru ini hendaknya menganut prinsip pengembang industg’t
yang berbasis masyarakat. Hal ini akan menjamin keterlikatan nj ﬂgr‘akm
lokal dalam proses pertumbuhan ekonomi. =
Industri perikanan tangkap yang akan dikembalégkan henda n}%
menjadikan masyarakat nelayan Numfor sebagai basis ttama di a&ia-n—.,
hulu industri ini. Pengembangan industri pengolahan hasil peri%\
tangkap tingkat lanjut yang dapat di masuki oleh aktor industri profesional
yang padat modal sangat tergantung good will dari pemerintah Kabupaten
untuk melindungi masyarakat nelayannya dengan berbagai\}é' ulasi yang
harusnya disusun untuk mengatur sektor hilir dari rantai; produksy ini.
Industri pengolahan, pengawetan maupun kemasan pmd@h@rikanan
tangkap yang padat modal selain membutuhkan jaminan-kepastian
berbisnis dari pemerintah lokal juga membutuhkan jaminan keamanan dari
masyarakat sekitar lokasi untuk terlibat secara positif menjamin hal tersebut
demi keberlangsungan usaha industri ini. Hal ini dapat dijamin dengan
pelibatan masyarakat sekitar dalam proses ekonomi yang berlangsung.
Dengan keterlibatan masyarakat secara lebih positif terhadap proses
industri dan proses ekonomi akan menumbuhkan saling ketergantungan
yang juga harus dipastikan berjalan secara fair oleh regulator daerah dalam

hal ini pemerintah.

Dari sisi pengembangan industri pariwisata pantai dan perairan
yang ada di Numfor, pengembangan konsepsi periwisata yang berbasis
masyarakat juga sangat menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses
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ekonomi ini. Pembentukan kawasan-kawasan kampung wisata dengan
pendekatan yang lebih lokal akan memberikan citra yang khas dibanding
pola-pola pengembangan wisata di kawasan Teluk Cenderawasih lainnya
yang umumnya telah dikonsepsikan padat modal dengan bertumbuhnya
banyak resort dan hotel yang ada. Konsepsi kampung/desa pantai yang
dikembangkan dengan mengemas keunikan budaya maupun interaksi
sosial masyarakat nelayan maupun masyarakat sekitar pantai dengan
kekhasan komoditas pariwisata yang tidak hanya menjual keindahan pantai
dan panorama bawah laut, akan memberikan keunggulan komparatif
dibanding dengan daerah tujuan wisata yang lainnya seperti wisata pantai
di Manokwari, Biak maupun Kabupaten Raja Ampat misalnya.

Dengan keunggulan komparatif unik dan hanya ditemui di Numfes?
maka akan mempermudah bagi para pelaku industri pariwisata yang,

ada di sekitar Teluk Cenderawasih untuk secara aktif omosikE
keunggulan komparatif wisata Numfor kepada wisatawén untik sejen

singgah ke Numfor. Hal ini juga sangat mempermudah i ihta
daerah kabupaten baru maupun kabupaten induk untuk mempromosjk
citra wisata daerahnya secara khas. TN\

skenariz

Sehingga secara ringkas dapat disimpulkan bahwa keti o
persiapan kabupaten baru yang terdiri dari: peningkatan kapafitqy)
birokrasi pemerintah baru, penyelenggaraan prioritas pelayanan asar1 dan)

pengembangan perekonomian masyarakat Numfor, merupakan forndaic

penting untuk mewujudkan kemandirian Numfor. Ketié&nya—meﬁ&p\kaa

agenda utama yang hendaknya segera ditindak lanjuti menjadi progam-
program daerah yang riil. \
/)j
e Wi,
QF+
/4 ,'/M
\J

iy

A “\ﬂ\ i
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SBAB VI
PENUTUP

od
N\ \/

—
Kururu, kururuye! Wai bedi nema i mn‘randar ayanﬁum_l_
“©

kaku raryo: Wabe ruar yo? Yabe yayun, yabe, kururu, s
sewaro Sau Koreri, sau bebrin, bebrin kaku. Kurm‘uy&
(Sebuah lagu rakyat dari Biak N -Anonim)z>
(_ <
Serangkaian argumen yang dikemukakan pada bab—b&bﬁebel-urln}:
telah membawa kita untuk bertualang di Numfor padd masa lalu, ma a2
kini dan masa yang akan datang. Banyak kesengsaraan, kegelisa an‘da-n—,
sekaligus harapan dan perjuangan demi Numfor yang lebih sejahtemx
bermartabat di masa yang akan datang. Banyak cara yang bisa ditempuh
untuk menuju ke sana, dan pembentukan daerah otonom baru %anyalah
satu dari beberapa jalan lain yang tersedia. A é\‘,@‘“‘""""’w
Dalam bab penutup ini tim peneliti bermaksud @r%gagkan
kembali beberapa temuan dan rekomendasi dasar yang didedikasikan
bagi pembangunan Numfor dalam ke-Indonesia-an. Bahwa ke depan,
masyarakat Numfor harus menikmati pelayanan publik yang baik, mampu
mengembangkan ekonomi setempat, dengan basis modal sosial yang kuat,
serta menjadi masyarakat yang bermartabat.

PEMERINTAHAN
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A. URGENSI MENJAWAB ISOLASI DAN MARGINALISASI

Terdapat bukti yang kuat bahwa banyak permasalahan yang dihadapi
masyarakat Numfor yang perlu segera dipecahkan. Keterisolasian dari pusat-
pusat pelayanan dan pembangun semakin memperparah posisi marginal

! Terjemahan bebas: Kururu, kururuye! Perahu ini melaju dengan manis. Ke mana
gerangan berlayarnya? Aku hendak berlayar. Aku, kururu, hendak mencari, mencari
Pelabuhan Sorga, pelabuhan yang teduh, teduh sekali. Kururuye!
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Numfor di Kabupaten Biak Numfor. Kekecewaan masyarakat Numfor
pada kondisi dan nasibnya saat ini sangat bisa dipahami dan mempunyai
landasan empirik yang kuat. Sebagai bagian dari Kabupaten Biak-Numfor
yang ibukota kabupatennya berada di kota Biak, Numfor menjadi pulau
terpencil yang sulit menjangkau ibukota kabupaten. Keterpencilan geografis
yang selama ini tidak tertangani dengan baik ini membawa implikasi pada
keterpencilan di hampir semua lini kehidupan masyarakat Numfor.
Sebagaimana layaknya di hampir semua daerah di Indonesia, ibukota
kabupaten di kota Biak adalah sentra dari semua kehidupan masyarakat:
politik, pelayanan publik, ekonomi dan kultural. Secara politik, akses
masyarakat terhadap representasi politik, proses perumusan kebijakan dan
pemberitaan politik didominasi oleh masyarakat yang tinggal di kota Biad¢
dan sekitarnya. Pelayanan publik, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan ,

dan administrasi pemerintahan juga banyak yang terkonse: di ibukota—
kabupaten. Bagi masyarakat Numfor, untuk menjangkau pelayanaE
tersebut membutuhkan beaya yang sangat besar dan resi 'd,ra-n-a'n‘la

yang besar pula. | &

Secara ekonomi juga demikian. Karena karakte/r “eRogomi yal(;%
sangat dimotori oleh negara (state driven economy) dan mengandalkan pa
belanja negara, peredaran uang negarapun lebih terkonséntrasi iibu, ot%
kabupaten. Hal ini semakin diperparah dalam dimensi politik, yang mana?)
representasi politik masyarakat Numfor dalam pemerintahan KabupatefZ

Biak Numfor juga sangat lemah. Walaupun Numfor &fu-pa-ka-n—p\{laa

pemilihan anggota legislatif pulau ini disatukan dengan wilayah lain.
Permasalahan keterisolasian dan marginalisasi ini membutuhkan
pemecahan secepatnya melalui kebijakan akselerasi™ pembangunan.
Kebijakan ini bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaterl_f Biak E\Iu.mfor
tatkala Numfor masih berstatus sebagai beberapa distrijl{<. Wpl, dalam
jangka panjang jika dimungkinkan, akselerasi pembangunan, tersebut
juga bisa dilanjutkan oleh pemerintah kabupaten baru jika pembentukan

Kabupaten Numfor dimungkinkan.

terpisah yang sangatjauh dari pulau Biak, namun dalam p;ndlstnkanﬁmqi

B. URGENSI MENJAWAB TUNTUTAN MASYARAKAT

Kegelisahan masyarakat Numfor terkait dengan keterisolasian,
ketermarginalan dan keterbelakangan semakin mengental dari waktu ke
waktu. Ketika politik nasional mengalami krisis dan ketidakpastian di akhir
1990an, dan bendera Bintang Kejora sempat dikibarkan di pulau Numfor,
maka merdeka dari Indonesia sempat dipandang oleh sebagian warga
Numfor sebagai jalan untuk keluar dari keterisolasian, ketermarginalan
dan keterbelakangan tersebut.
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Seiring stabilitas politik nasional yang semakin mantap dan semakin
membaiknya hubungan pemerintah nasional dan Papua melalui skema
otonomi khusus, opsi merdeka menjadi semakin menyurut dan akhirnya
lenyap tak berkelanjutan di Numfor. Perhatian Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten Biak Numfor meningkat. Namun demikian, permasalahan
mendasar masyarakat Numfor tetap tidak tersentuh secara signifikan.

Dalam pelayanan kesehatan, masyarakat Numfor harus pergi ke
kota Biak untuk memperoleh pelayanan di Rumah Sakit milik pemerintah
melalui perjalanan laut menerjang keganasan ombak selama empat jam
dengan beaya yang sangat mahal. Pendidikan tertinggi yang tersedia di
pulau ini hanya sampai SMA dan SMK, dan sekolah yang berkualitas baik
berada di kota Biak. Dalam hal pembangunan ekonomi, dinamika yang?
terjadi belakangan ini hanya dinikmati oleh pejabat peme;i.n,%l; dan para,
pedagang migran yang menguasai ekonomi berbasis kons i Sementa
itu, ekonomi berbasis produksi lokal Numfor, seperti %del i
dan gandum, hasil laut serta pariwisata sejarah dan alam, 't a
gejala perkembangan yang berarti. | &

Di tengah kesulitan demi kesulitan ini, muncul sebuaﬁ‘gggasan bar,
untuk menuntut pembentukan kabupaten baru tersendiri unEk pulau Numf

dengan ibukota di Numfor. Dengan membentuk kabupaten sendiri, berarti
pelayanan administrasi pemerintahan kabupaten, sentra pelayanan publik)
seperti rumah sakit dan pendidikan tinggi, akan berlokasi.di pulau NurhfofZ
Lebih dari itu, dengan menjadi kabupaten sendiri d1harap5e&a—pex=t—u-mb@ap

pihak, melalui pembentukan kabupaten baru khusus untuk pulau Numfor,
maka permasalahan yang selama ini mereka hadapi bisa diselesaikan.
Pengalaman Supiori semakin memperteguh semangatjpara elit asal
Numfor yang berada di kota Biak dan masyarakat Numfor fal@ tlflggal di
Numfor untuk menuntut agar Numfor diberi status kabljlpaigp,&rsendlrl
yang terpisah dari kabupaten Biak Numfor. Walaupun  tidak ‘banyak
disadari secara luas oleh warga asli Numfor yang telah bermigrasi ke daerah
lain, keinginan untuk membentuk kabupaten tersendiri ini juga didukung
oleh kalangan masyarakat Numfor yang ada di Biak dan juga di Jayapura.
Tuntutan ini telah berkembang sedemikian masif dalam masyarakat dan
telah menjadi gelombang politik lokal dalam beberapa tahun terakhir.

ekonomi yang pesat dapat diwujudkan. Dengan kata lain, di mata ba‘ﬂy{‘

C. RELATIF MAMPU MENJADI, TETAPI SULIT SAAT INI

Tuntutan masyarakat di Numfor untuk mewujudkan sebuah
kabupaten baru tersebut perlu ditanggapi secara teliti dan hati-hati dengan
pendekatan yang komprehensif bagi kepentingan Numfor dan Biak, dalam
konteks Papua dan Indonesia. Urgensi bagi akselerasi pembangunan

131

PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM



Penutup

Numfor telah ditegaskan dalam uraian di atas. Jika urgensi ini dijawab
dengan pembentukan pemerintahan kabupaten tersendiri bagi Numfor,
apakah Numfor memiliki kapasitas yang memadai untuk itu.

Studi yang dilakukan telah menemukan adanya kapasitas-kapasitas
yang bisa dipakai sebagai basis penting bagi Numfor apabila ia menjadi
kabupaten baru. Walaupun begitu, kapasitas yang ada tidaklah cukup untuk
menjadi satu-satunya hal untuk mengatakan Numfor layak menjadi sebuah
kabupaten. Di tengah berbagai kapasitas yang dimiliki Numfor berbagai
aspek politis dan teknis administratif menunjukkan bahwa pembentukan
kabuaten baru dalam waktu dekat bisa dikatakan belum dimungkinkan.

Kalau dilihat dari dimensi administratif-kuantitif secara kaku maka
adabeberapa hal yang masih menjadi kendala bagi pembentukan kabupaten?s
Baru di Numfor. Akan tetapi apabila dilihat dari aspek urgensi{ri dimen's.k-/_
dimensi yang sifatnya kualitatif maka kita akan bisa mene: berbagat
kapasitas penting yang bisa menjadi fondasi bagi terb %aer =

otonom baru.

Data yang ada menunjukkan bahwa dari sisi kependudik
sebenarnya Numfor memiliki kapasitas yang cukup baik diliatdari tingk(%
kepadatan penduduk (27 jiwa per km?) yang jauh melampaui ‘sata-rata

Provinsi Papua (6 jiwa per km?). Pada level distrikpun, tingkat epadftagn
pendudukjuga lebih tinggi dibanding rata-rata distrik di Provinsi Papua. Ini)

ditunjukkan dengan rata-rata tingkat kepadatan di masing masing di$trikZ

sebesar 27 jiwa per km? yang artinya berada di atas rata- raM@@

=
yang hanya sebesar 6 orang per km’. Namun, dari sisi jumlah pendﬁ'dvi
10.71

Numfor berada di bawah rata-rata per kabupaten di Provinsi Papua (
jiwa di Numfor; 10.717 jiwa untuk rata-rata Provinsi Papua). /)

Dalam konteks luas wilayah, nampaknya Numfor memiliki kendala
administratif yang agak serius. Ini terjadi karena luas w1la§1a@y sangat
kecil (391 km? dibanding daerah-daerah lain. Rata- rata’ “luast wilayah
kabupaten/kota di Provinsi Papua adalah 15.853 km?. Thi artinya, luas
wilayah Numfor jauh berada di bawah rata-rata.

Dari sisi ketersediaan lahan Numfor juga memiliki kapasitas yang
mendukung, meskipun ada persoalan-persoalan yang mesti ditangani
segera. Pertama, luas wilayah Numfor adalah 391 km yang terbagi ke dalam
5 distrik. Ini artinya secara administratif Numfor telah memenuhi syarat
jumlah minimal yang dipersyaratkan. Kedua, ada antusiasme yang kuat
dari anggota-anggota masyarakat untuk memberikan tanahnya untuk
kepentingan pembangunan calon kabupaten baru. Beberapa anggota
masyarakat telah menyerahkan kepada pemerintah untuk dijadikan sebagai
tempat pelayanan publik dan pembangunan. Meski begitu, ketersediaan
lahan ini juga perlu dijamin dengan adanya basis legal yang kuat agar tidak
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melahirkan masalah baru ke depan.

Dilihat dari hal infrastruktur lokal, Numfor sudah memiliki kapasitas
dan potensi pengembangan yang jauh lebih baik dibandingkan rata-rata
daerah lain di Papua baik infrastruktur darat, laut, udara dan komunikasi.
Kapasitas infrastruktur ini dibayangkan akan bisa menopang bekerjanya
ekonomi lokal dan mengakselerasi pembangunan di Numfor. Tantangan
yang kemudian perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya agar kapasitas
yang relatif kuat dalam infrastruktur ini bisa mentrasformasi corak ekonomi
lokal. Selama ini bekerjanya ekonomi di Numfor masih sangat dipengaruhi
dan bergantung pada suplai sumberdaya publik dari ibukota kabupaten.
Selain itu, ke depan Numfor juga harus bisa mengorientasikan potensi
ekonominya tidak semata pada pemenuhan kebutuhan lokal namun ju@a
ke luar.

Upaya ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kapasit mbag
pemerintahan dan juga kapasitas SDM yang dimiliki for MemaE
selama ini sebagian besar sumber daya manusia terbaik
tinggal di Numfor, akan tetapi tinggal di daerah-daerah lain diPapua, J‘Wh.
maupun tempat-tempat lain. Sebagian besar dari mereka"ehggan untu“%
kembali ke Numfor karena tidak adanya struktur insentif strukt

peluang yang memadai. Meski begitu masalah ini bisa diatapi apgbilg~
kabupaten baru terbentuk, karena otomatis struktur ins an peldang)
baru akan hadir di Numfor dan diharapkan bisa mendorong SDM yané‘ adal
di luar Numfor kembali lagi ke daerah tersebut. ;/\ 2

Kendala dalam hal kapasitas SDM ini juga pelan-pelan d1baya@l\

akan bisa diatasi mengingat kuatnya mekanisme governance terutama dalam
hubungan antara gereja dan negara. Selama ini gereja bisa berperang untuk
membantu peran-peran dan fungsi-fungsi yang belum*bisasdijalankan
secara baik oeh pemerintah. Apabila jaringan governance mﬁol'leglh.}auh
lagi dikembangkan, maka problema SDM dalam institusi ))emﬂ:m ahjuga
sedikit banyak akan teratasi. z

Di tengah berbagai hal tersebut nampaknya modal paling kuat
yang dimiliki Numfor selama ini adalah kemampuan berdemokrasi dan
mengelola konflik. Secara umum tingkat kematangan masyarakat untuk
mendiskusikan masalah-masalah yang dhadapi telah diwadahi dalam
mekanisme dan prosedur lokal yang sejalan dengan gagasan-gagasan
demokrasi serta penyelesaian masalah tanpa kekerasan.

Pada sisi yang lain, upaya pembentukan daerah otonom baru juga
mendapatkan modal politik yang kuat terkait dengan luas dan kuatnya
dukungan terhadap terbentuknya kabupaten baru. Hal ini tentunya bisa
menjadi pendorong ke depan bagi masyarakat apabila kabupaten baru
benar-benar terwujud. Meski begitu, di tengah dukungan politik lokal yang
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kuat untuk menjadi kabupaten baru akan tetapi kehendak ini dalam jangka
pendek nampaknya belum bisa terwujud. Hal ini disebabkan karena adanya
posisi politik dari pemerintah pusat bahwa semua proses pemekaran di
Indonesia tidak akan dilakukan sampai dengan tahun 2010.

Uraian diatas hanya ingin menunjukkan bahwa di tengah kapasitas
yang dimiliki Numfor akan tetapi ada berbagai kendala dan masalah
tisibilitas yang menjadikan Numfor sulit menjadi kabupaten baru dalam
waktu dekatini. Meski begitu, rentang waktu yang tersisa bisa dimanfaatkan
untuk melakukan penyiapan-penyiapan serta akselerasi pembangunan di
Numfor secepatnya.

D. MENGAKSELERASI PEMBANGUNAN SECEPATNYA o

Akselerasi pembangunan yang bisa dimulai saat inijuga adalah,
akselerasi pembangunan di bawah naungan Pemerintah - aten BiE
Numfor. Artinya, status pemerintahan di Numfor adalah/distrikjyang sa
ini sudah berjumlah lima distrik. Tentu saja hal ini membu o
politik dan instrumentasi kebijakan yang memadai dari Pemerlhtag
Kabupaten Biak Numfor. Walaupun komitmen tersebut Sudah tera
membaik dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi pendekatat, kebijaka
konvensional tidak mungkin memadai untuk mengakselerasi pe
Numfor. Perlu gebrakan kebijakan untuk tidak sekedar
yang terjadi selama ini. /

Terlepas dari berbagai persoalan ketertinggalan Aaﬁ—keéefise-}&iaa

memiliki berbagai modal internal yang dapat dimanfaatkan untu
mendukung kemajuan pembangunan daerah. Modal internal utama yang
dimiliki Numfor antara lain adalah modal fisik seperti keberadaag fasilitas
infrastruktur dan potensi-potensi sumber daya alam SDﬁ ){dan modal
sosial berupa sumber daya manusia dengan kapasitas dan ‘jejaring yang
relatif baik. Infrastruktur yang telah ada di pulau Numfor dalam-bentuk
jalan, pelabuhan, maupun landasan pesawat udara merupakan aset yang
penting bagi proses akselerasi dan pencapaian kemajuan pembangunan
daerah.

yang melingkupinya, masyarakat di pulau Numfor ;ebenarnya‘mh&

Potensi-potensiSDA yang dimiliki oleh Numfor baik di bidang perikanan
yang menjadi sektor ekonomi utama maupun potensi-potensi lain seperti
pertanian dan pariwisata menjadi modal penting untuk mewujudkan kemajuan
perekonomian rakyat Numfor. Potensi sumberdaya alam yang sangat kaya
tersebut merupakan sektor-sektor andalan yang dapat dimanfaatkan untuk
menopang bergeraknya roda ekonomi sehari-hari masyarakat. Akselerasi
pembangunan ekonomi rakyat ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah
untuk memberdayakan ekonomi rakyat melalui penggalakan perkoperasian.
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Aktivasi koperasi dengan demikian patut dipertimbangkan sebagai solusi
yang terintegrasi dalam pemberdayaan ekonomi.

Di sektor pertanian, Numfor juga memiliki beberapa komoditas
pertanian yang potensial untuk dikembangkan. Budaya keladi, kacang hijau,
dan poken yang sempat jaya di masa lalu perlu untuk dihidupkan kembali.
Program untuk kembali menggalakkan produksi makanan pokok asli
Numfor untuk membangun kemandirian dalam bidang ketahanan pangan
sangat penting untuk dilakukan. Kekayaan alam yang dikembangkan
di sektor pertanian dan perikanan tersebut juga bisa dikembangkan
untuk kepariwisataan. Dengan keindahan pantai, dan peninggalan
sejarah (terutama warisan peninggalan Perang Dunia II), dengan fasilitas
penerbangan dan pelabuhan yang memadai, sektor partiwisata ini juga’j
potensial untuk dikembangkan. =\ \/
Pengembangan potensi alam tersebut tidak muwgkh&?ziukaE
tanpa adanya kapasitas para pelaku yang secara sinergis ﬁikem ngkan di

Numfor. Aktor sosial utama yang telah terlembaga dala

adalah kelembagaan “tiga tungku”. Tiga tungku merupakan sebutan ba
tiga unsur utama dalam pembuatan keputusan yang pentingdatam strukt%
sosial masyarakat di Papua yang terdiri dari gereja, adat, dan pemerintalf:
Sinergi antar ketiganya diharapkan dapat menjadi instrémen efektif a&
aktivasi potensi sosial dalam pembangunan. Aktivasi ketiganya menjadi)
hal yang sangat penting dalam usaha membangun Numfor. Partis]paﬁﬁ
yang seimbang di antara ketiga tungku dengan basis ma&ngma&i-ngmra

kuat di masyarakat menjadi salah satu faktor kunci ur}‘kﬁw
kondisi Numfor yang lebih baik.

Modal internal Numfor yang lain yang sangat urgeh untuk
dikembangkan adalah kapasitas SDM. Kondisi riill SDMWkhususnya
di wilayah Numfor saat ini masih memerlukan pena@ja@nfkbusus
agar terjadi peningkatan kualitas untuk menjawab keBu’E‘q,},p:m daerah.
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor perlu meningkatkan komitmennya
untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang ini dengan lebih berkualitas.
Komitmen tersebut dapat diwujudkan misalnya dengan memberikan
perhatian yang lebih dalam bentuk penganggaran hingga kebijakan-
kebijakan afirmatif untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta maupun
gereja dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan di Numfor.

Setelah potensi-potensi yang terdapat di Numfor dapat dimanfaatkan
secara optimal, maka langkah selanjutnya adalah membuka keterisolasian
Numfor dengan wilayah-wilayah lain. Terbukanya hubungan dengan
sentra-sentra lain merupakan langkah yang sangat penting untuk mengatasi
berbagai problematika yang disebabkan oleh keterisolasian wilayah.
Dengan terbangunnya sistem perhubungan yang baik, maka aktivitas
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ekonomi masyarakat maupun kegiatan-kegiatan pembangunan yang lain
dapat dilakukan dengan lebih baik.

Prasarana transportasi laut harus diprioritaskan  untuk
mengembangkan sektor perdagangan, melalui kerjasama dengan daerah
lain di wilayah teluk Cendrawasih. Walaupun Pemerintah Kabupaten Biak
Numfor sebenarnya telah mengusahakan agar kesulitan transportasi ini
dapatdiminimalisir, namunjugaharus diakui permasalahan keterjangkauan
Biak sebagai ibu kota kabupaten belum dapat teratasi secara maksimal.
Mengingat besarnya investasi yang harus dilakukan, maka dibutuhkan
mobilisasi sumberdaya melakukan program-program kemitraan dengan
swasta dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Selain itu, pengembangan kualitas pelayanan publik yang berlokasi’
di Numfor dan terjangkau oleh masyarakat Numfor mer
kebutuhan yang juga sangat mendesak. Penyelengga elayan
kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu( prasyarat baE
terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas.*Pi pa
perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik darj si
ketercukupan tenaga kesehatan maupun peningkatan kualitassarana da&
prasarana pelayanan kesehatan. <

Program akselerasi pembangunan ekonomi dan ‘elaya n pEbhtlY)
yang telah dikemukakan tersebut juga membutuhkan daya duKung)

dalam ketersediaan energi listrik dan transportasi internal Numfor. ListriRZ

masih merupakan sumberdaya penting yang masih san%-a-t—teﬁba-taef@aa

transportasijuga belum merata dan masih terkonsentrasi WW
Timur. Oleh karena itu program-program percepatan pembangunan di
Numfor perlu memperhatikan keseimbangan antara Numfor Barat dengan
Numfor Timur. N Phid

Tawaran akselerasi pembangunan yang ditawarkgn@léq studi
ini pada dasarnya adalah memperkuat modal internaﬁl/, %membatani
keterisolasian Numfor hingga pilihan untuk meletakkan Numfor sebagai
sentra yang sejajar dengan Biak adalah alternatif ideal sebagai solusi.
Namun demikian, berbagai alternatif tersebut selain memiliki fisibilitas,
dalam derajat tertentu juga memiliki beberapa limitasi. Kemampuan dan
komitmen pemerintah kabupaten Biak Numfor untuk mengalokasikan dana
pembangunan yang sangat besar untuk Numfor tentu menjadi hal mendasar
yang harus dipertimbangkan. Hal inilah yang bagi masyarakat Numfor
kemudian menumpukan harapan pada perubahan status kepemerintahan
agar Numfor sebagai kabupaten sendiri.
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E. MENGELOLA TRANSISI JIKA PEMEKARAN TERJADI

Jikapun suatu saat nanti pembentukan Kabupaten Numfor
dimungkinkan dan ditetapkan, maka masa depan Numfor akan benar-benar
terletak pada pemerintah Kabupaten Numfor. Pembentukan kabupaten
baru ini memberikan harapan besar bagi terwujudnya kemajuan Numfor,
sebab pemerintah kabupaten baru telah memiliki kewenagan sebagai
daerah otonom secara utuh. Namun jika tidak dikelola secara hati-hati, fase
awal sebagai sebuah daerah otonom baru juga menjadi sebuah fase yang
kritis.

Setiap daerah otonom baru, apalagi dalam kasus Numfor sebagai
pulau terpencil jika dijadikan sebagai kabupaten sendiri, tentu akan
banyak menghadapi keterbatasan kapasitas. Sebagai bayi yang baru lahigZ
tidak mungkin sang bayi ini bisa langsung mandiri. Oleh a itu harug/
disiapkan infrastruktur hukum dan kelembagaan bahwa™gemerint
nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupagen induk harus—
ikut bertanggung jawab memberdayakan daerah otono ini. Ol

karena itu manajemen transisi untuk mempersiapkan daerah otonom barg,_
ini perlu dirancang secara hati-hati dan perlu secara serius didukung ole%

pemerintah kabupaten induk, provinsi dan nasional. <
Di luar itu semua, aktor yang paling bertanggur&jawa terhe‘dam

keseluruhan sukses dari terbentuknya kabupaten baru ad.a.‘ah_kabu.p!atea
baru itu sendiri, dalam hal ini Kabupaten Numfor. Kabupaten baru ini kale
menjadi penentu paling penting sejauhmana substansi keingi kit
cita masyarakat Numfor akan terwujud. Kabupaten baru akan menjadi titi
simpul dan eksekutor dari berbagai kepentingan dan program darias'::i:}S
stakeholders di Numfor. /5

Terkait dengan hal hal tersebut terdapat beberapa latrglkah awal
krusial yang harus menjadi perhatian dan agenda utanf? dari’ daerah
baru. Pertama adalah memantapkan bentuk kelembagaan ﬁiﬂqmérintahan
daerah pasca transisi. Penataan kelembagaan ini harus disesuaikan dengan
urusan-urusan yang kontekstual dengan kondisi Numfor baik dari segi
tantangan maupun potensi. Selain itu penataan aparatur juga menjadi
sebuah kebutuhan pokok untuk menggerakkan roda birokrasi kabupaten
baru. Dalam tahapan ini penempatan birokrasi harus dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan kapasitas kinerja pemerintahan baru yang pastinya
akan menghadapi tantangan yang jauh lebih tinggi dari daerah-daerah

yang telah mapan.

Kedua adalah membuat berbagai tingkat perencanaan daerah yang
akan digunakan untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan
di Numfor. Perencanaan ini menjadi sebuah tahapan yang krusial bagi
keberhasilan pembangunan daerah, sebab didalamnya terkandung
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identifikasi potensi, tantangan dan strategi yang akan digunakan untuk
mewujudkan keberhasilan pembangunan di Numfor.

Ketiga adalah memantapkan dan melanjutkan program-program
transisi seperti meningkatkan akses transportasi, jaringan kerjasama,
maupun perekonomian ke Numfor dalam kerangka kabupaten Numfor.
Agenda-agenda ini menjadi sebuah prasyarat terwujudnya kemampuan
daerah baru untuk mewujudkan kemandiriannya, serta mengangkat
kesejahteraan dan martabat warganya.

F. MEMPRIORITASKAN AGENDA KERJA

Walaupun pembentukan sebagai kabupaten baru merupakan pilihan
yang bisa diperhitungkan, tetapi sangat penting bagi masyarakat Numfex?)
dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk tidak ter;j ebak-d.g{am pilihan/
ini semata. Sebagaimana telah dikemukakan, peta kebijakamdi tingk
nasional tidak memungkinkan untuk mendorong pemeka(an daerah d lam_l—
beberapa tahun mendatang ini. Pada tahun 2009 ini akan'di r ka@

Pemilihan Umum yang kemudian diikuti dengan Pemilihan Presiden pada,_

tahun 2010. Peristiwa politik nasional ini bukan hanya mﬂ/&iflatiaz

nasional yang titak memungkinan untuk mengagendakan pe bentuka&t
Kabupaten Numfor dalam proses kebijakan di tingkaf nasional. Lebibr
dari itu, pembentukan daerah baru akan sangat dihindaﬂ_dda%a@
seperti ini karena akan mempengaruhi daerah pemilihan. Oleh karen it

di tengah kemendesakan untuk mengakselerasi pembeh’rgmml—l‘d'u’rﬁjoa
membangun Numfor dalam naungan Kabupaten Biak INumfor san@ﬂ&\

mendesak untuk dilakukan.

Dalam konteks ini, momentum Pemilihan Umum 2009 seharusnya
dimanfaatkan untuk meningkatkan representasi politik Numfér«di'DPRD
Kabupaten Biak Numfor. Penentuan daerah pemilihan (Dapiﬁ L@uE»pe«milu
2009 seharusnya menempatkan Numfor menjadi dapil tegse%’&d,ﬁi*%ehingga
terdapat representasi Numfor dalam DPRD Kabupaten Biak{Numfor.
Kalaupun ini terjadi, representasi Numfor tidak cukup hanya perwakilan
‘jumlah kursi” di DPRD. Yang juga sangat penting untuk dikembangkan
adalah representasi gagasan, atau kesamaan ide, tentang urgensi akselerasi
pembangunan Numfor pada derajad jauh lebih tinggi dari yang telah
dilakukan selama ini. Hal ini seharusnya menjadi kesepakatan di kalangan
politisi, birokrat dan masyarakat luas di Kabupaten Biak Numfor.

Program kerja yang ditawarkan pada bab lima sangat penting untuk
dipertimbangkan sebagai upaya untuk mengakselerasi pembangunan
Numfor. Selainitu program-program tersebut tidak mungkin bisa dilakukan
hanya dengan pengalokasian sumberdaya ke Numfor sebagaimana yang
terjadi selama ini. Yang perlu dilakukan adalah terobosan kebijakan yang
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cukup strategis untuk mengurai kompleksitas permasalahan dasar yang
dihadapi oleh masyarakat Numfor. Salah satu yang telah ditawarkan adalah
menghubungkan Numfor dengan pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan
publik sekitarnya, seperti Biak, Supiori dan Manokwari, dengan kapal besar
yang bagus dan terjangkau oleh masyarakat. Agenda ini sangat penting
untuk bukan hanya membangun ekonomi Numfor, tetapi juga terobosan
untuk meningkatkan keterjangkauan pelayanan publik di wilayah lain.
Tetapi, hal tersebut tidak mungkin terjangkau dengan model
kebijakan konvensional yang terjadi selama ini. Hal ini memerlukan
komitmen politik yang besar dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor
untuk memobilisasi energi internal maupun energi eksternal. Kerjasama
dengan kabupaten tetangga, memobilisasi dari pemerintah Provinsi Papua?y
dan Provinsi Papua Barat serta memobilisasi dukungan pemerintah nasional ,
merupakan sebuah keharusan. Lebih dari itu, sinergi pemeri
organisasi kemasyarakatan dan pelaku bisnis merupakan(Eal yang penti
untuk dilakukan. —~
Mobilisasi energi eksternal tersebut tidak akan bisa dlmantaa‘kag
secara maksimal oleh masyarakat Numfor apabila kapasmasyarak%
Numfor tidak disiapkan terlebih dahulu. Sinergi kekuatan ‘i intern
masyarakat Numfor dalam bentuk kekuatan tiga tungku (pemeri taL}/)
gereja dan adat) sangat perlu untuk dikembangkan. Sebagalmana %an@

telah dikemukakan pada bab lima, semua ini mempunyai akar sejarah{dafc

kultural untuk bisa dikembangkan. Dengan cara ini kapa&a&-&eﬁa-l—p((lta

Numfor yang semakin terbuka dan terhubungkan dengan masyaraka
luar. 7

Selama dua tahun mendatang (2009-2010), program-program ‘yang
telah dikemukakan di bab lima dan ditegaskan kembali padf 1 bab ini sangat
penting untuk dikerjakan. Hal ini bukan saja dltempatkan sg‘ga.gm upaya
untuk memulai memecahkan permasalahan krusial yang dihadapi oleh
masyarakat Numfor. Upaya ini juga bisa ditempatkan sebagai bagian dari
peningkatan kapasitas dan kesiapan Numfor untuk menjadi kabupaten baru
pasca 2010 jika diperlukan. Jika pemekaran ini nantinya benar-benar terjadi,
maka manajemen transisi sebagai daerah baru sebagaimana dikemukakan
di akhir bab lima juga sangat penting untuk dikembangkan.

dan ekonomi masyarakat Numfor akan semakin kuat untuk menymb;%\
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PIOD

PROGRAM S2 POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH

UNIVERSITAS GADJAH MADA

“Memperkuat demokrasi dan kepemerintahan
efektif melalui pendidikan, penelitian dan advokasi
bidang politik dan pemerintahan”

Sebagai lembaga pendidikan pascasarjana, S2
PLOD UGM tidak hanya merupakan center of
excellence di bidang pendidikan, namun juga
berperan menonjol dalam penelitian dan advokasi
di bidang politik dan pemerintahan. Program
pendidikan dirancang untuk para birokrat,
akademisi, kader partai politik, serta aktifis civil
society yang berperan dalam pengembangan
pemerintahan dan perpolitikan di daerah. Materi
pendidikan diperkuat dengan akumulasi
pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian dan di
praktekkan dalam berbagai advokasi. Melalui
kiprahnya, lembaga ini berperan aktif dalam
deepening democracy and developing effective
governance.

Keseluruhan program dan aktivitas di S2 PLOD
UGM dikelola oleh para akademisi yang memiliki
kompetensi tinggi di bidang politik dan
pemerintahan, didukung oleh para peneliti serta
tim asistensi dengan pengalaman penelitian yang
kuat sesuai disiplin ilmunya, serta didukung penuh
oleh komunitas akademik Universitas Gadjah
Mada yang terpercaya. **
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